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BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR    1)       TAHUN2020

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang        :  bahwa  dalam    rangka    merumuskan    rencana    strategi    dan
kebijakan   dalam   penanganan   dan   pencegahan   peningkatan
kualitas  permukiman  kumuh  perkotaan  di  Kabupaten  Bone
Bolango,   perlu   menetapkan   Peraturan  Bupati  Bone  Bolango
tentang    Rencana    Pencegahan    dan    Peningkatan    Kualitas
Permukiman   Kumuh   Perkotaan   (RP2KPKP)   Kabupaten   Bone

Bolango;

Mengingat           :  1.    Undang-Undang     Nomor     38     Tahun        2000        tentang

Pembentukan      Provinsi      (I.embaran      Negara      Republik

Indonesia  Tahun   2000  Nomor  258,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2    Undang-Undang      Nomor      6      Tahun      2003      tentang
Pembentukan   Kabupaten   Bone   Bolango   dan   Kabupaten
Pohuwato di  Provinsi gorontalo  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun   2003   Nomor   26,   tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

a    Undang-Undang      Nomor      25      Tahun      2004      tentang
Sistemperencanaan     Pembangunan     Nasional     (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2004    Nomor     104,
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Tambahan       Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Nomor 4421) ;

Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025

(I.embaran     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2007
Nomor  33,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  Republik

Indonesia Nomor 4700) ;



5    Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan
Ruang  (Lembarari  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001

Nomor 68,  Tambahan  I.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

6    Undang-Undang      Nomor      32      Tahun      2009      tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2009    Nomor    140,

Tambahan     Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Nomor 5059);

7.    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan

dan   Kawasan   Permukiman   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2011    Nomor   7,   Tambahan   Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

a    Undang-undang      Nomor      23      tahun      2014      tentang
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun

2014   Nomor  224,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik

Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    2015    Nomor    58,    Tambahan    Lembaran    Negara

Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9.    Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tchun

2014   Nomor  292,   Tambahan  Lembaran   Negara  Republik

Indonesia Nomor 5601);

10.  Peraturan   Daerah   Kabupaten   Bone   Bolango     Nomor     8

Tahun    2012     tentang    Rencana    Tata    Ruang    Wilayah
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031 ;

11.  Peraturan   Daerah   Kabupaten   Bone   Bolango   Nomor    17

Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
12  Peraturan   Daerah   Kabupaten   Bone   Bolango     Nomor     6

Tahun    2016    tentang    Rencam    Pembangunan    Jangka
Menengah  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Tahun  2016-

2021  sebagalmana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Nomor     1     Tahun    2019    tentang    Perubahan    Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten  Bone
Bolango Tahun 2016-2021 ;



Memperhatikan  :   1.  Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Republik  Indonesia
Nomor    29    Tahun    2011    tentang    Pedoman    Pemberian
Bantuan     Penanganan     Lingkungan     Pemukiman     dan
Perumahan Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) :

2.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik    Indonesia    Nomor    :     2/PRT/M/2016    tentang

Peningkatan   Kualitas   terhadap   Perumahan   Kumuh   dan
Perrnukiman Kumuh;

3.    Peraturan   Bupati   Bone   Bolango   Nomor   26   Tahun   2018

tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan  : PERATURAN     BUPATI     BONE     BOLANGO     TENTANG     RENCANA

PENCEGAHAN     DAN     PENINGKATAN     KUALITAS     PERMUKIMAN

KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)  KABUPATEN BONE BOLANGO

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1,    Pemerintah  Pusat  yang  selanjutnya  disebut  Pemerintah  adalah

Presiden     Republik     Indonesia     yang     memega.ng     kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden   dan   menteri   sebagaimana  dimaksud   dalam  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.    Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
3.    Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

4.    Pemerintah    Daerah    adalah    Kepala    Daerah    sebagai    unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5.    Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  kepala  daerah  dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.    Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
7.    Badan  Hukum  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  warga

negara  Indonesia  yang  kegiatannya  di  bidang  penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman.
8.    Kelompok   Swadaya  Masyarakat  adalah   kumpulan   orang  yang

menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan



adanya  ikatan  pemersatu,  yaitu  adanya  visi,  kepentingan,  dan
kebutuhan   yang   sama,   sehingga   kelompok   tersebut   memiliki
kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

9.    Rencana   Pencegahan   dan   Peningkatan   Kualitas   Permukiman
Kumuh  Perkotaan  (RP2KPKP)   Kabupaten  Bone  Bolango  adalah

dokumen perencanaan penanganan terhadap permukiman kumuh
dalam      rangka     mencegah      tumbuh      dan      berkembangnya

permukiman  kumuh  baru  serta  peningkatan  kualitas  terhadap
permukiman kumuh.

10.  Permukiman  Kumuh  adalah  permukiman yang tidak  layak  huni
karena ketidakteraturan bangunan,  tingkat kepadatan bangunan

yang tinggi,  dan kualitas bangunan  serta sarana dan  prasarana
yang tidak memenuhi syarat.

11.  Pencegahan  adalah  tindakan yang dilakukan  untuk menghindari
tumbuh     dan     berkembangnya     perumahan     kumuh     dan

permukiman kumuh baru.
12.  Peningkatan     Kualitas     terhadap     Perumahan     Kumuh     dan

Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas
bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

13.  Pemugaran   adalah   kegiatan  yang   dilakukan   untuk   perbaikan
dan/atau  pembangunan  kembali  perumahan  dan  permukiman
menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

14.  Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar
secara  menyeluruh  meliputi  rumah  dan  prasarana,  sarana,  dan
utilitas umum perumahan dan permukiman.

15.  Pemukiman  Kembali  adalah  kegiatan  memindahkan  masyarakat
terdampak   dari   lokasi   perumahan   kumuh   atau   permukiman
kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai
dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

16.  Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan

permukiman  beserta  prasarana,  sarana  dan  utilitas  umum  agar
tetap laik fungsi.

17.  Perbaikan  adalah  pola  penanganan  dengan  titik  berat  kedatan

perbaikan  dan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  lingkungan
termasuk sebagian aspek tata bangunan.

18.  Rumah  adalah  bangunan  gedung yang berfungsi  sebagai  tempat
tinggal  yang  layak  huni,  sarana  pembinaan  keluarga,  cerminan
harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.



19.  Perumahan    adalah    kumpulan    rumah    sebagai    bagian    dari

permukiman, balk perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya

pemenuhan rumah yang layak huni.
20.  Permukiman  adalah  bagian  dari  lingkungan  hunian  yang  terdiri

atas   lebih    dari   satu    satuan   perumahan   yang   mempunyal

prasarana,  sarana,  utilitas  umum,  serta  mempunyai  penunjang
kegiatan   fungsi   lain   di   kawasan   perkotaan   atau    kawasan

perdesaan.
21.  Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  adalah

kegiatan     perencanaan,     pembangunan,     pemanfaatan,     dan

pengendalian,        termasuk       di        dalamnya       pengembangan
kelembagaan,  pendanaan  dan  sistem  pembiayaan,  serta  peran
masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

22.  Prasarana  adalah   kelengkapan   dasar  fisik   lingkungan   hunian

yang  memenuhi  standar  tertentu  untuk  kebutuhan  bertempat
tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

23.  Sarana adalah  fasilitas dalaln lingkungan  hunian yang berfungsi
untuk      mendukung      penyelenggaraan      dan      pengembangan
kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

24.  Utilitas  Umum  adalah  kelengkapan  penunjang  untuk  pelayanan
lingkungan hunian.

BAB 11

MAKSUD, TUJUAN,  DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Perkotaan     (RP2KPKP)     dimaksudkan     sebagai     rencana     dalam

merumuskan    strategi    dan    kebijakan    dalam    penanganan    dan

pencegahan  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  perkotaan  di
Kabupaten Bone Bolango

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Perkotaan (RP2KPKP) bertujuan untuk:



a    mengkaji    kondisi    faktual    permukiman    kumuh    yang    telah
ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;

b    merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap permukiman kumuh  baik untuk skala wilayah
kota maupun untuk skala kawasan;

c.    merumuskan    rencana    pencegahan    terhadap    tumbuh    dan
berkembangnya permukiman kumuh baru;

d    merumuskan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh;
dan

a    merumuskan   rencana  program  dan  kegiatan  pencegahan  dan

peningkatan  kualitas  terhadap  permukiman  kumuh,  balk  untuk
jangka panjang, jangka menengah maupun jangka panjang.

Bagian Ketiga

Sasaran
Pasal 4

Sasaran Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) :

gL    terlaksananya     upaya     pencegahan     terhadap     tumbuh     dan
berkembangnya   permukiman   kumuh   baru   agar   luasan   dan

jumlah lokasi permukiman kumuh tidak bertambah; dan
b.   terlaksananya  upaya  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh

agar  luasan  dan  jumlah  lokasi  permukiman  kumuh  yang  ada
dapat berkurang; dan

c.    terwujudnya  permukiman  yang  layak  huni  dan  berkelanjutan
serta kota tanpa kumuh.

BAB Ill

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)

Pasral 5

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Perkotaan (RP2KPKP) disusun melalui tahapan:

a.    persiapan;

b.    survei;

c.    penyusunan data dan fal{ta;
d.   analisis;

e.   penyusunan    konsep    pencegahan    dan    peningkatan    kualitas

permukiman kumuh; dan



f. penyusunan   rencana   pencegahan   dan   peningkatan   kualitas
permukiman kumuh.

Pasal 6

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Perkotaan  (RP2KPKP)  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  dengan

melakukan  koordinasi  dan  sinkronisasi  dengan  pemerintah  provinsi
dan  pemerintah  pusat  serta  melibatkan   peran   serta  swasta  dan
swadaya masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN

KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)

Bagian Kesatu

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

Pasal 7

Penyusunan     Rencana     Pencegahan    dan     Peningkatan     Kualitas
Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) memuat:

a.   profil permukimankumuh;
b.   permasalahan permukiman kumuh;
c.    konsep    pencegahan    dan    peningkatan    kualitas    permukiman

kumuh;
d.   rencana   pencegahan   terhadap   tumbuh   dan   berkembangnya

permukimankumuh;
e.    rencana peningkatan kualitas terhadap permukimankumuh;
f.    rencana penyediaan tanah; dan

9.   rencana investasi dan pembiayaan.

Bagian Kedua

Profil Permukiman Kumuh
Pasal 8

(1)  Profil permukiman kumuh  sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 7
huruf  a  merupakan  kompilasi  data  dan  fakta  kondisi  faktual
berdasarkan  survei  pada  setiap  lokasi  permukiman  kumuh yang
telah ditetapkan.

(2)  Kompilasi data dan fckta kondisi faktual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
&    petalokasi;



b.    dokumentasi lokasi;
c.    karakteristik lokasi;

d.    penilaian fisik lokasi;

e.    penilaian non-fisik lokasi; dan

f.     penilaian lainnya lokasi.

(3)  Lokasi permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan  sebanyak  16  lokasi  dengan  total  luas  196,26  hektar,
meliputi,

a    Profil  lokasi  Kawasan  Kecamatan  Kabila  seluas  71,77  hektar
berada    pada    Kelurahan     Padengo,     Kelurahan    Oluhuta,
Kelurahan   Oluhuta  Utara,   Kelurahan   Tumbihe,   Kelurahan
Pauwo,   Desa  Dutohe,   Desa  Tanggilingo,   Desa  Poowo  Barat

Kecamatan Kabila;

b.    Profil  lokasi  Kawasan  Kecamatan  Tilongkabila  seluas  37,02

hektar   berada   pada   Desa   Tamboo,   Desa   Tunggulo,   Desa
Iloheluma Kecamatan Tilongkabila;

c.    Profil lokasi Kawasan Kecamatan Suwawa seluas  19,57 hektar
berada   pada   desra   Bubeya.,   Desa   Bube   Baru   Kecamatan

Suwawa; dan
d.   Profil  hokasi  Kawasan  Kecamatan  Tapa  seluas  67,90  hektar

berada pada Desa Talulobutu, Desa Talulobutu Selatan,  Desa
Talumopatu KecamatanTapa.

(4)  Profil  permukiman  kumuh  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Permasalahan Perlnukiman Kumuh
Pasal 9

Permasalahan  permukiman  kumuh  sebagaimana  dimaksud  dala.in
Pasal  7  huruf b merupakanhasil analisis terhadap karakteristik dan
hasil   penilalan   pada   aspek   bangunan   gedung   dan    prasarana
lingkungan untuk setiap lokasi permukiman kumuh.

Pasal  10

(1)  Permasalahan   permukiman   kumuh   pada   lokasi   5   Kelurahan
dan   11   Desa  sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   8   ayat   (3)
meliputi:

a.   permasalahan aspek bangunan gedung;
b.   permasalahan aspek jalan lingkungan;
c.   permasalahan aspek drainase lingkungan;
d.   permasalahan aspek air minum;



e.   permasalahan aspek persampahan;

f.    permasalahan aspek air limbah; dan

9.   permasalahan aspek pengamanan kebakaran.
(2)  Pemasalahan  aspek  bangunan  gedung  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.   ketidakteraturan bangunan;
b.   tingkat kepadatan bangunan; dan
c.   ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.

(3)  Permasalahan   aspek  jalan   lingkungan   sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) huruf b meliputi:
a.   cakupan pelayanan jalan lingkungali; dan
b.   kualitas perumahan jalan lingkungan.

(4)  Permasalahan aspek drainase lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) huruf c meliputi:
a.   ketidakmampuan mengalirkan limpasan air;
b.   ketidaktersediaan drainase; dan
c.    kualitas konstruksi drainase.

(5)  Permasalahan   aspek  air  minum   sebagaimana  dimaksud   pada
ayat ( 1) huruf d meliputi:

a.   ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
b.   tidak terpenuhinya kebutuhan air minum.

(6)  Permasalahan  aspek  persampahan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1 ) huruf e meliputi:

a.   prasarana   dan   sarana   persampahan   tidak   sesuai   dengan

persyaratan teknis; dan
b.   sistem  pengelolaan  persampahan  yang  tidak  sesuai  standar

teknis.

(7)  Permasalahan  aspek  air  limbah  sebagaimana  dimaksud     pada
ayat ( 1 ) huruf f meliputi:

a.   sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis;dan
b.   prasarana  dan  sarana  pengelolaan  air  limbah  tidak  sesuai

dengan persyaratan teknis.

(8)  Permasalahan    aspek    pengamanan    kebakaran    sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a.   ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan
b.   ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.



BAB IV

KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN

KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Pasal  1 1

(1)  Konsep    pencegahan    dan    peningkatan    kualitas    permukiman
kumuh   baru   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   7   huruf  c
merupakanhasil  analisis  pendekatan  penyelesaian  permasalahan
terhadap  setiap  lokasi  permukiman  kumuh  sesuai  karakteristik

pemasalahan yang dihadapi.
(2)  Konsep    pencegahan    dan    peningkatan    kualitas    permukiman

kumuh  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)   memuat  prinsip
desain universal.

(3)  Prinsip  desain  universal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
meliputi:

a   kesetaraan penggunaan ruang;
b   keselamatan dan keamanan bagisemua;
c.    kemudahan akses tanpa hambatan;
d   kemudahan akses informasi;
ei    kemandirian penggunaan ruang;
I     efisiensi upaya pengguna; dan

g    kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
(4)  Prinsip  desain  universal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)

mempertimbangkan    prinsip    kebutuhan    seluruh    masyarakat
termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu
hamil.

Pa.sal  12

Konsep  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  pada  lokasi  kawasan
Kecamatan Kabila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf

a meliputi:

a.   penataan permukiman dibantarans ungai;
b.   penataan bangunan, lingkungan dan ruang terbuka hijau;
c.   penataan jalan dibantaransungai area kanal dan tanggul; dan
d.   penataan permukiman mendukungperdagangan/jasa.

Pasal  13

Konsep  Pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  pada  lokasi  kawasan
Kecamatan Tilongkabila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
huruf b meliputi:

a.   sistem hunian vertikal;

b.   penataan permukiman mendukung perdagangan/jasa;



c.   penataan infrastruktur; dan
d.   penataan permukiman dikawasan persawahan dan perkantoran.

Pasal  14

Konsep  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  pada  lokasi  kawasan
Kecamatan  Suwawa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (3)
huruf c meliputi:

a.   penataan permukiman dibantaran sungai dan kanal;
b.   penataan permukiman dikawasan persawahan;
c.   penataan jalan bantaran sungai dan wisata sungai; dan
d.   penataan bangunan, 1ingkungan heritage makam nani wartabone.

Pasal  15

Konsep  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  pada  lokasi  kawasan
Kecamatan Tapa seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf
d meliputi:

a.   penataan permukiman dibantaran sungai;
b.   penataan bangunan, lingkungan dan ruang terbuka hijau;
c.    penataan permukiman mendukung perdagangan/jasa;
d.   penataan jalan dibantaran sungai; dan
e.    penataan  permukiman  disepanjang  jalan  Gorontalo  Ring  Road

(GORR).

BABV

RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH

DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH BARU

Pasal  16

(1)  Rencana   pencegahan   terhadap   tumbuh   dan   berkembangnya
permukiman kumuh sebagalmana dimaksud dalam Pasal huruf d
merupakanrumusan rencana tindak untuk mencegah tumbuh dan
berkembangnya  kekumuhan  pada  perumahan  dan  permukiman

yang tidak kumuh dan/ atau belum dikembangkan.
(2)  Rencana   pencegahan    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)

dilakukan pada:
a.   tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
b,   tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
c.    tahap pemanfaatan perumahan dan pemukiman.

(3)  Rencana   pencegahan   sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (1)
dilakukan pada:
a.    pengawasan dan pengendalian; dan
b.   pemberdayaan masyarakat.



BAB VI

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS

TERHADAP PERMUKIMAN KUMUH

Pasal  17

(1)  Rencana   peningkatan   kualitas   terhadap   permukiman   kumuh
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   7   huruf   e   merupakan
rumusan  rencana  tindak  untuk  menangani  dan  menyelesalkan

permasalahan    pada    setiap    lokasi    perumahan    kumuh    dan
permukiman kumuh.

(2)  Rencana   peningkatan   kualitas   terhadap   permukiman   kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:

a   jangka  pendek  untuk  periode  satu  tahun  kegiatan,  dengan
muatan rencana aksitahunan;

b   jangka  menengah   untuk  periode   satu   hingga  lima  tahun,
dengan  muatan  kegiatan  rencana  umum  jangka  menengah
dan rencana aksi tahun pertama; dan

a   jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan,
dengan   muatan   rencana   umum   jangka   panjang,   arahan
rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

Pasal  18

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan Kecamatan Kabila
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:
a.   penataan jalan pedestrian tepian sungai:
b.   pembuatan saluran baru, pembuatan talud penahan tebing;
c.    penyediaan akses air minum, IPAL Komunal dan TPST 3R; dan

d.   pengembangan ekonomi lokal.

Pasal  19

Rencana   peningkatan   kualitas   pada   lokasi   kawasan   Kecamatan
Tilongkabila  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  ayat  (3)  huruf  b
meliputi,

a.   penataan sarana dan prasarana hunian vertikal;
b.   pengembangan ekonomi lokal;
c.   pembangunan akses jalan;
d.   penyediaan akses air minum, IPAL Komunal dan TPST 3R; dan

e.   penataan     bangunan     hunian     dikawasan     persawahan     dan

perkantoran.



Pasal 20
Rencana   peningkatan   kualitas   pada   lokasi   Kawasan   Kecamatan
Suwawa   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   8   ayat   (3)   huruf  c
meliputi:

a.   penataan jalan pedestrian tepian sungai dan kanal:
b.   penataan    bangunan     hunian    dikawasan     persawahan    dan

perkantoran;
c.   pembuatan saluran baru, pembuatan talud penahan tebing;
d.   penyediaan akses air minum, IPAL Komunal, TPST 3R; dan

e.   penetaan     infrastruktur     dikawasan     heritage     makam     nani
wartabone.

Pasal 2 1

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan  Kecamatan Tapa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d meliputi:
a.   penataan bangunan hunian dikawasan sungai;
b.   penyediaan  akses  air  minum,  ipal  komunal,  TPST  3R  dan  ruang

terbuka;
c.    pengembangan ekonomi lokal;

d.   penataan jalan pedestrian tepian sungai:
e.    pembuatan saluran baru, pembuatan talud penahan tebing; dan
f.    penataan sarana dan prasarana hunian permukiman disepanjang

jalan Gorontalo Ring Road (GORR).

BAB VII

RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Pasal 22

(1)  Rencana penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf f merupakan rumusan kebutuhan lahan dan rencana tindak
untuk  menyediakan  lahan  yang  dibutuhkan  dalam  mendukung
upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh.

(2)  Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  termasuk
bentuk  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  bagi  kepentingan
umum.

Pasal 23

(1)  Penyediann   tanah    untuk   peningkatan   kualitas   permukiman
kumuh dilakukan melalui:
a.   pemberian  hak  atas  tanah  terhadap  tanah  yang  langsung

dikuasai negara;
b.   konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
c.    peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;



d.   pemanfaatan  dan   pemindah   tanganan  tanah  barang  milik
Negara atau  milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
e.    pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
f.    pengadaan   tanah   untuk   pembangunan   bagi   kepentingan

umum    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan.

BAB VIII

RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 24

( 1)  Rencana  investasi dan  pembiayaan  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  7  huruf g merupakan rumusan pemrograman investasi dan

pembiayaan   yang   dibutuhkan   untuk   melaksanakan   rencana
pencegahan   dan   peningkatan   kualitas   terhadap   permukiman
kumuh.

(2)  Rencana  investasi  dan  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  berisi  penjabaran  program  dan  kegiatan  pencegahan  dan

peningkatan kualitas terhadap permukimankumuh.
(3)  Program   dan   kegiatan   sebagalmana   dimaksud   pada   ayat   (1)

merupakan komitmen bersama antara pemerintah kabupaten/kota
dengan  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  pusat  serta  peran
swasta        dan        swadaya        masyarakat        sesuai        dengan
kewenangannyamasing-masing.

(4)  Program   dan   kegiatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
disusun dalam tabulasi memorandum program dan kegiatan yang
memuat:

a.   indikasi   kebutuhan   program   pencegahan   dan   peningkatan
kualitas;

b.    penjabaran indikasi kegiatan penanganan setiapaspek;
c.    perhitungan volume  atau  besaran  setiap  kegiatan  pencegahan

dan peningkatan kualitas;
d.   perhitungan  harga  satuan   setiap   kegiatan   pencegahan   den

peningkatan kualitas ;
e.    perhitungan   total   biaya   setiap   kegiatan   pencegahan   dan

peningkatan kualitas ;
f.    indikasi  tahun  pelaksanaan  setiap  kegiatan  pencegahan  dan

peningkatan kualitas;



`.,

9.    identifikasi  sumber  pembiayaan  setiap  kegiatan  pencegahan
dan peningkatan kualitas;dan

h.   komitmen penanggunedawab pelaksanaan kegiatan pencegahan
dan peningkatan kualitas.

(5)  Rencana   Pencegahan   dan    Penin8katan   Kualitas   Pemukiman
Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) tercantum dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar    setiap    orang    mengetahui,    memerintahkan    pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  menempatkannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

PARAf HIERARKIS
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BOLANGO,

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196411061991031005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR

2020
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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO
JirL Prof DR.In.g.B.J.Hahibie No.1  PUSAT PBRKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor :  180/Hkm-Ks/Setda/  /2020

OEUEK

Suwawa,        Februari 2020

Kepada Yth,
Bupati  Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

: PERATURAN     BUPATI     BONE     BOLANGO     TENTANG     RENCANA

PENCEGAHAN     DAN     PENINGKATAN     KUALITAS     PERMUKIMAN

KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP) KABUPATEN BONE BOLANGO

pENGEroLA   : DINAs PERUMAHAN RAKyAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

CATATAN          : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN        :  1  (Satu ) Berkas

UNTUK : Mohon   Persetujuan   dan  Tanda  Tangan   Atas   Peraturan   Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

NIP.19730606 2006041031



KEPADA YTH

DARI
NOMOR
HARI / TANGGAL
PERIHAL

I.  Dasar

11.  Pertimbangan

Ill.  Saran

lv. Penutup

TELJ~ STAF
:   Bapak Bupati Bone Bolango
:   Dinas Perumalian Permukiman dan Pertanahan  Kabuparten Bone Bolango
:   845/PERKIMTAN/03/Il/2020
:  Selasa 4 Februari 2020
:  usulan tentang pembuatan Pel.atLiran Bupati (PERBUP) Rencana Pencegahan

dan    Penlngkatan    Kualitas    Permuk]man    Kumuh    Perkotaan    (RP2KPKP)
Kabupaten Bone Bo[ango.

:     1.     Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan
dan Kawasan Permukiman;

2.     Peraturan     Pemel.intah     Nomor    69    Tahun     1996    tentang
Pelaksanaan  Hak  dan  Kewajiban  serta  Bentuk  dan  tata  Cara
Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

3.     Peraturan  Menteri   Pekerjaan   Umum   Nomor  29  Tahun   2006
tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

4.     Peraturan  Menteri  Perumahan  Rakyat  Nomor  22  Tahun  2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;

5.     Peraturan pemerintah  Nomor 34Tahun 2009 tentang pedoman
Pengelolaan   Kawasan Perkotaan

1.  Bahwa penataan dan  pengendalian  pembangunan  perumahan dan
kawasan  permukiman  sangat  membutuhkan  dokumen  teknis yang
dapat  dijadikan   acuan   dan   pedoman   dalam   mengatasi   masalah
kumuh yang ada  dalam  bentuk dokumen  Rencana  Pencegahan  dan
Peningkatan  Kualitas Permukiman  Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

2.  Bahwa  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  di
Jakarta  mensyaratkan  untuk  tiap  kabupaten  dan  kota  yang  ingin
mengajukan   bantuan   anggaran     untuk  penanggulangan   kawasan
kumuh   harus   menyediakan   Dokumen   Rencana   Pencegahan   dan
Peningkatan    Kualitas    Permukiman    Kumuh    Perkotaan    (RP2KPKP)

yang nantinya Dokumen ini   akan di sahkan dalam bentuk Peraturan
Bupati.   Hal   ini   sangat  di   butuhkan   dalam   rangka   mensukseskan
rencana  Kabupaten  Bone  Bolango  ke  depan  untuk  melaksanakan
Program Kota Tanpa Kumuh  (KOTAKU)

3.  Bahwa  Dokumen  Rencana  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas
Permukiman    Kumuh    Perkotaan    (    RP2KPKP   telah    ada   di    Dinas
Perumahan   Rakyat   Permukiman   dan   Pertanahan   dan   telah   di

`    konsultasikan   ke   Kementerian   Pekerjaan   umum  dan   Perumahan
Rakyat di Jakarta.

:     Dengan  dasar pertimbangan  diatas ,Maka  kami  mohon  persetujuan
bapak    untuk    pembuatan    Peraturan    Bupati    tentang    Rencana
Pencegahan     dan     Peningkatan     Kualitas     Permukiman      Kumuh
Perkotaan  (RP2KPKP)  Kabupaten  Bone Bolango.

:     Demikian telaahan  staf ini  di  ajukan  ,  dan  atas persetujuan  Bapak di
ucapkan terima Kasih.





PENYUSUNAN  DOKUMEN

RP2KPKP
T'M   POKJANIS  RP2KPKl'

KAB    BONE  B0LANGO 8
IAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOIANG0
NOMOR     :   r         TAHUN2020
TANGGAL  :      =..i`:iut=i              2020
TENTANG  : RENCANA     PENCEGAIIAN     DAN     PENINGKATAN     KUALITAS

PERMURTMAN   KUMUH   PERKOTAAN   (RP2KPKP)   KABUPATEN
BONE BOIANGO

0i PENGANTAR IIATA
Segala  puji  kita  panjatkan  kehadirat    Allah  SWT  yang  telah  memberikan  rahmat

danhidayah-Nyasehingga   penyusunan          dokumen              Rencana    Pencegahan       dan

Peningkatan Kualitas  Permukiman Kumuh  Perkotaan  (RP2KPKP)    dapat  berialan  lancar.

Undang-undang nomor 1  tahun 2011, tentang perumahan dan kawasan permukiman

mengamanatkan  bahwa  Negara bertanggung jawab melindungi segenap  bangsa  Indonesia

melalui penyelenggaraan perumahan  dan  kawasan  permukiman agar  masyarakat mampu

bertempat tinggal  serta  menghuni  rumah  yang  layak,  teriangkau  di  dalam  lingkungan  yang

sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia

Langkah awal penanganan permukiman kumuh untuk mencapai target 0% kumuh ini

sudan dimulai sejak tahun 2014 oleh Kementerian Pekeriaan Umum dan Perumahan Rakyat

cq Ditjen Cipta Karya melalui penyusunan Road Map penanganan kumuh dan pemutakhiran

data kumuh yang   dilaksanakan   secara   koordinatif  dengan   kementeriaMembaga   terkait

serta  dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam  mewujudkan fungsi   pemukiman.    pencegahan   dan   peningkatan   kualitas

terhadap      perrnukiman       kumuh   dilakukan   guna   meningkatkan   mutu   kehidupan   dan

penghidupan  masyarakat  penghuni  serta  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  dan  fungsi

perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian    bermukim    dan    menjamin    hak

bermukim    menurut    ketentuan    peraturan    dan perundang undangan.     Sejalan     dengan

hal       tersebut,       pemerintah       berkomitmen       untuk mengentaskan  permukiman  kumuh

dengan target 0 % kumuh  hingga tahun 2019, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pengembangan      kawasan     permukiman     di    perkotaan memiliki     fungsi     yang

strategis      dalam      menunjang pertumbuhan      ekonomi     kota.     Kontribusi     permukiman

perkotaan    melalui    pemenuhan      kebutuhan      permukiman  yang  layak,  secara  langsung
akan  memberikan  kontribusi  dalam     peningkatan       produktivitas    masyarakat    sehingga

mendorong pembangunan nasional yang mampu berdaya saing.



PENYUSUNAN  D0l(UMEN

RP2KPKP
I  ) M   )I C,I I( j A f\l I S   R  F' 2 K P K P

i<AB     Bctrwf.  BOLANGC) ®
Kabupaten  Bone Bolango telah  memiliki  SK Kumuh yang ditandatangani oleh  Bupati

sejak  tahun   2017   akan   tetapi   belum   memiliki   dokumen   RP2KPKP   sehingga   kegiatan

Penyusunan    Rencana    Pencagahan    dan    Peningkatan    Kualitas    Permukiman    Kumuh

Perkotaan      (RP2KPKP)     di      Kabupaten      Bone  Bolango  dilakukan  secara  mandiri  dan

bertahap oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bone

Bolango.

Ruang  lingkup  penyusunan  dokumen  RP2KPKP  di  kabupaten  Bone  Bolango  akan

dipusatkan  di  4  (empat)  kecamatan  kawasan  perkctaan  yang telah  diatur dalam  dokumen

RTRW yakni kecamatan kabila, suswawa, Tapa dan Tilongkabila.

Selain   itu,   penyusunan   dokumen   RP2KPKP  akan   mereview  dan   mensinkronkan

rencana-rencana  kebijakan  pembangunan  dalam  kawasan  permukiman  balk  skala  kota,

skala kawasan maupun skal  komunitas   yangtentunya tidak bertentangan dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango.

Bone Bolango,  Desember 2018

Tim Pokjanis
RP2KPKP Kabupaten Bone Bolango



PENYUSUNAN  DOKUMEN

RP2KPKP
TiM  POKJANIS  RP2Kpt(P

KAB.  BONE  B0LANGO a
ii DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAF` GAMBAR

BAB     1  PENDAHULUAN

1.1          LATAR BELAKANG

1.2         MAKSUD DAN TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1      MAKSUD

1.2.2     TUJUAN

1.2.3     SASARAN

1.3         RUANG LINGKuP

1.3.1      LINGKuP SUBSTANsl

1.3.2     LINGKUP WILAYAH

1.4         KEDUDUKAN RP2KPKP DALAM PEMBANGUNAN KOTA

SISTIMATIKA PENULISAN

BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKllvIAN PERKOTAAN

2.1         lsu STRATEGIS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.2         KEBIJAKAN  PEMBANGUNAN  PERMUKIMAN  PERKOTAAN

2.2.1     RPJPD KAB. BONE BOLANG0 2005-2025

2.2.2     RPJMD KAB.  BONE BOLANG0 2016-2021

2.2.3     RTRW RAB.  BONE BOLANG0 2011-2031

2.2.4     STRATEGI  SANITASI  KOTA (SSK) 2014-2018

2.2.5     RENCANA  INDUK PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) 2012

2.3         KEBIJAKAN  PENANGANAN  PERMUKIMAN  KUMUH PERKOTAAN

2.3.1      UNDANG-UNDANG NOMOR  1  TAHUN 2011

2.3.2     PERMEN PUPR NO. 02/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN

KUALITASTERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN  PERMUKIMAN  KUMUH

3



PENYUSUNAN  DOKUMEN

RP2KPKP
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i`'AB    BONE  BOLANGe a
2.3.3     PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN   DAN

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH  DAN

PERMUKIMAN KUMUH

2.3.4     KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DISESUAIRAN  DENGAN  KETENTUAN DALAM PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

2.3.5     PERMEN PU NO.1/PRT/M/2014 STANDAR PELAYANAN

MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM  DAN PENATAAN RUANG

BAB 3 PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KAB. BONE BOLANGO

3.1         SEBARAN PERMUKIMAN  KUMUH,  PETA DELINIASI  KAWASAN KUMUH,

LOKASI  BESERTA LUASAN HASIL VERIFIKAsl

3.1.1      SEBARAN  PERMUKIMAN KUMUH

3.1.2     DELINIASI  RAWASAN KUMUH,  LORASI  DAN  LUASAN HASIL

VERIFIKAsl

3.2         PROFIL KAWASAN  PERMUKIMAN KUMUH DANGAMBARAN  UMUM

KELEMBAGAAN LORAL

3.2.1      PROFIL KAWASAN  PERMUKIMAN  KUMUH

3.2.2     GAMBARAN  UMUM  KELEMBAGAAN LOKAL

3.3         KRITERIA DAN  INDIRATOR PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI

DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

3.3.1      KRITERIA PERUMAHAN  KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.3.2     PENILAIAN   LOKASI   DAN  KLASIFIKASI  SKALA PRIORITAS

PENANGANAN

3.3.3     KLASIFIKASI   SKALA PRIORITAS   KEBUTUHAN PENAGANAN

3.4         PERUMuSAN KEBUTUHAN PENANGANAN   BERDASARKANISU

DAN  PERMASALAHAN  PERMUKIMAN KUMUH

3.4.1      KEBUTUHAN PENANGANAN SKALA KOTA

3.4.2     KEBUTUHAN PENANGANAN SKALA KAWASAN

BAB 4 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN

KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

4.1         KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGRATAN KUALITAS

PERMUKIMAN  KUMUH SKALA KOTA DAN PENCAPAIAN  BEBAS KUMUH



PENYUSUNAN  DOKUMEN
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r\AB    E}ONE   BOIANGO a
4.1.1      KONSEP DAN STRATEGI  PENCEGAHAN  DAN  PENINGKATAN

KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SKALA KABUPATEN

BONE BOLANGO

4.1.2     STRATEGI PENCAPAIAN   BEBAS   KUMUH KAWASAN KABUPATEN

BONE BOLANGO 2019 -2023

4.2         KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

PERMUKIMAN  KUMUH SKALA KAWASAN

BAB 5 F`ENCANA Ar(Si PROGRAM PENANGANAN PENANGANAN

PERMUKIMAN PERKOTAAN

5.1          PROGRAM DAN  KEGIATAN  PENANGANAN  KUMUH TERKAIT

PENCEGAHAN  DAN  PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

5.2         PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP

5.3         RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

PERMUKIMAN  KUMUH SKALA KOTA DAN SKALA KAWASAN

Lampiran dokumen RP2KPKP :

A.        Rencana Kerja Masyarakat

1.    SK dan profil kumuh perkotaan

2.    Berita acara setiap kesepakatan dan persetujuan hasil analisa teknis kajian

3.       Dokumentasi  potensi  dan  permasalahan  kumuh  (kondisi  eksisting)  dalam
bentuk foto,

4.    Konsep dan desain dan scenario penanganan dalam bentuk desain 3D

a.         DOKUMEN DED

1.    DED,  RAB dan RKS (dilengkapi dengan analisa biaya dan  harga satuan)
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01PENDAHULUAN

I.I       LATAR BELAKANG

Pemerintah    Indonesia    dalam    memenuhi   target   MDG's   telah    berupaya

keras   menangani perumahan   dan   permukiman   kumuh   perkotaan,   bahkan   zero

kumuh   sudah   secara   jelas ditargetkan pada  RPJMN  2015-2019 tepatnya ditahun

2019.   Pencanangan   zero   kumuh   2019  telah   diikuti   dengan   arah   kebijakan  dan

strategi yang  focus  serta alokasi anggaran  yang  memadai diawali  difahun  pertama

implementasi RPJMN 2015-2019.

Langkah    awal    dalam    mengejar   target    zero    kumuh  2019    sebenarnya

telah   dimulai   oleh  Kementerian  Pekerjaam  Umum  melalui  Ditjen  Cipta Karya  sejak

tahun 2014 dengan menyusun road   map   penanganan   kumuh   serta   pemutakhiran

data   kumuh   yang   dilaksanakan   secara kolaboratif  dengan   kementerian/lembaga

yang  terkait  serta  pemerintah  daerah  di  seluruh Indonesia.

Menjamumya  kawasan  (perumahan  dan  permukiman)  kumuh  di  kota-kota di

Indonesia   pada   umumnya   diakibatkan   oleh   laju   urbanisasi   yang   tinggi   dimana

kehidupan  perkotaan menjadi  magnet yang cukup kuat bagi masyarakat perdesaan

yang  kurang  beruntung  karena  sempitnya  lapangan  kerja  di  daerahnya.  Bermukim

dikawasan     kumuh     perkotaan     bukan     merupakan     pjlihan     melainkan     suatu

keterpaksaan   bagi   kaum   migran   tak   terampil   yang   harus   menerima   keadaan

lingkungan  permukiman  yang  tidak  layak  dan  berada  dibawah  standar  pelayanan

minimal  seperti  rendahnya  mutu  pelayanan  air  minum,  drainase,  limbah,  sampah

serta masalah-masalah lain seperti kepadatan dan ketidak teraturan letak bangunan

yang    berdampak   ganda   balk   yang    berkaitan   dengan   fisik   misalnya    bahaya

kebakaran    maupun    dampak    sosial    seperti    tingkat    kriminal    yang    cenderung

meningkat dari waktu ke waktu.

Tidak  semua  kawasan-kawasan  kumuh  dihuni  oleh  kaum  pendatang,  dan

tidak juga  seluruh  penghuninya  adalah  kaum  papa  bahkan  dibeberapa  kawasan

kumuh  illegal (squatters area) temyata dikuasai oleh "land  lord" yang  memanfaatkan

lahan  sebagai tempat  usaha kontrakan  rumah  petak,  dan  ada  pula  komunitas yang

punya  alasan tertentu  bertahan  dengan  kondisi  lingkungan  yang  tidak layak,  ragam
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permasalahan     inilah    yang     harus    ditemukenali     khususnya    oleh     pemerintah

kcta/kabupaten sendiri.

Dilihat   dari    sisi    pemanfaatan    ruang    permukiman,    permukiman    kumuh

diartikan  sebagai  area permukiman  yang tidak layak  huni  dengan  kondisi  bangunan

yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas

bangunan  serta  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memenuhi  syarat.  Penggunaan

ruang  para  permukiman  kumuh  tersebut  seringkali  berada  pada  suatu  ruang  yang

tidak  sesuai  dengan  fungsi  aslinya  sehingga  berubah  menjadi  fungsi  permukiman,

seperti    munoul    kantung-kantung    permukiman    pada    daerah    sempadan    untuk

kebutuhan    ruang   terbuka    hijau    atau   lahan-lahan    yang   tidak   sesuai    dengan

peruntukkannya     (squatters).     Keadaan     demikian     yang     menunjukkan     bahwa

penghuninya   kurang   mampu   untuk   membeli   dan    menyewa   rumah   di   daerah

perkotaan  dengan  harga  lahan/bangunan  yang  tinggi,  sedangkan  lahan  kosong  di

daerah perkotaan sudah tidak ada.

Permukiman    tersebut    muncul    dengan    sarana    dan    prasarana    kurang

memadai,   kondisi   rumah  yang   kurang   baik  dengan   kepadatan  yang  tinggi  serta

mengancam   kondisi   kesehatan,   keselamatan   dan   kenyamanan   penghuni.   0leh

karena   itu   permukiman   yang   berada   di   kawasan   SuTET,   sempadan   sungai,

sempadan  rel kerefa api,  kolong jembatan tol dan sempadan situ/danau merupakan

permukiman kumuh.

Permasalahan  permukiman  kumuh  perkotaan  sering  kali  menjadi salah  satu

isu  utama yang cukup menjadi  polemik, sehingga seperti tidak pemah terkejar oleh

upaya penanganan yang dari waktu  ke waktu sudan  djlakukan.  Masalah yang  sarat

muatan   sosial,   budaya   ekonomi   dan   politik   dengan   serta   merta   mengancam

kawasan-kawasan permukiman  perkctaan yang nyaris menjadi laten dan hampir tak

selesai  ditangani  dalam  beberapa  dekade.   Secara   khusus  dampak  permukiman

kumuh juga    akan    menimbulkan    paradigma    buruk   terhadap    penyelenggaraan

pemerintah,   dengan memberikan dampak citra negatif akan  ketidak berdayaan dan
ketidak  mampuan  pemerintah  dalam  pengaturan  pelayanan  kehidupan  hidup  dan

penghidupan warganya.  Dilain  sisi  dibidang tatanan  sosial  budaya  kemasyarakatan,

komunitas  yang  bermukim  di  lingkungan  permukiman  kumuh      secara      ekonomi

pada    umumnya    termasuk    golongan    masyarakat    miskin    dan berpenghasilan
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rendah,     yang     seringkali     menjadi     alasan     penyebab     teriadinya     degradasi

kedisiplinan dan kctidaktertiban dalamberbagai tatanan sosial masyarakat.

Penanganan     permukiman     kumuh     diawali     dengan     identifikasi     lokasi

permukiman  kumuh  dan  penetapen  lokasi  permukiman  kumuh  tersebut  melalui  SK

Walikota/Bupati.  Melalui identifikasi tersebut,  penanganan dilakukan sesuai Undang-

Undang No 1  tahun 2011  tentang Perumahan dan Kawasan  Permukiman khususnya

dipasal   Vll   dan   Vlll   yang   menjelaskan   berbagai   hal   tentang   pemeliharaan   dan

perbaikan   kawasan   permukiman,   serta   pencegahan   dan   peningkatan   kualitas

perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran,

peremajaan dan pemukiman kembali. Tahapan penanganan kawasan  kumuh UU no
1/2011    tentang   Perumahan   dan   Kawasan   Pemukiman   mengamanatkan   agar

pemerintah  kota/kabupaten  melakukan:  (i)  menyusun  Rencana  Pembangunan  dan
Pengembangan   Perumahan  dan   Kawasan  Permukiman   (RP3KP),   (ii)   menyusun

Rencana  Pencegahan  dan   Peningkatan  Kualitas  Permukiman   Kumuh  Perkotaan

(RP2KPKP)    dan    (iji)    penetapan    kawasan    perumahan/permukiman    kumuh    di

wilayahnya masing-masing.   Untuk   mencegah   menjadi   kumuh   kembali,   dilakukan

pengelolaan    setelah  penanganan  sehingga  permukiman  kumuh  tidak  mengalami

penurunan kualitas permukiman.

1.2       MAKSUD, TUJUAN I)AN SASARAN

I.2.IRAKSUI)

Pelaksanaan   pekeriaan   ini   dimaksudkan   untuk   menghasilkan   dokumen

rencana penyelenggaraan                  pembangunan kawasan permukiman perkotaan

yang  difokuskan  pada  pola  pencegahan  dan    peningkatan  kualitas  permukiman

kumiih  perkotaan  sebagai  acuan  bagi  seluruh   pemangku     kepentingan  dalam

mengimplementasikan  program  dan  kegiatan  yang  terpadu  dan  bersinergi    yang

pada  gilirannya  dapat dilaksanakan  sendiri  oleh  pemeritah  kota/kabupaten  secara

mandiri  dan berkelanjutan.

I.2.2 TUJUAN

Tujuan pekeriaan penyusunan RP2KPKP kumuh ini adalah:

a.   Memantapkan    pemahaman    pemerintah    kota/kabupaten    tentang    kebijakan

dan    strategi  penanganan  kawasan  kumuh  perkotaan  dalam  mencapai  target

zero kumuh (100 -0 -100) pada tahun 2023;

11
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b.   Agar   pemerintah    kota/kabupaten   dapat   sepenuhnya   menjadi    pemrakarsa

utama      dalam      penyusunan   RP2KPKP   yang   difokuskan   pada   penanganan

permukiman kumuh perkotaan;

c.   Agar       pemerintah       kota/kabupaten       punya       komitmen       tinggi       serta

konsisten     di    dalam  implementasi  program  dan  kegiatan  yang telah  ditetapkan

serta menjaga keberlanjutan.

1.2.3 SASAEN

Sasaran pekeriaan penyusunan RP2KPKP kumuh ini adalah:

a.   Tersedianya   Dokumen   Perencanaan   Pencegahan   dan   Peningkatan   Kualitas

Permukiman   Kumuh    Perkotaan   sebagai   acuan    pelaksanaan    penanganan

kawasan   kumuh   perkotaan   bagi           seluruh            pelaku            (stakeholders)

pelaksanaan      penyelenggaraan      penanganan  permukiman  kumuh  perkotaan

yang menyeluruh, tuntas, dan  berkelanjutan (konsep delivery system);

b.   Tersedianya strategi  penanganan  kumuh  secara  spasial  dan  tipologi  kawasan,

indikasi  program  dan   kegiatan  penanganan   kawasan   kumuh   perkotaan  oleh

seluruh pelaku, dan  nota   kesepakatan   bersama   bagj   seluruh   pelaku   dalam

pengendalian   pembangunan bersama selama jangka waktu bet)alan;

c.    Tersedianya    Rencana    Kegiatan   Aksi    Komunitas    (community   action    plan)

sebagai  bentuk perkuatan      kapasitas      Pemerintah      Kabupaten/Kota      dan

kelompok        masyarakat  (komunitas/BKM/KSM/CBO's)      untuk      dapat      lebih

aktif   terlibat    dalam    penanganan permukiman kumuh di lingkungannya;

d.   Tersedianya Dokumen  Rencana Aksi (Action  Plan) yang mengacu pada RP2KP

dan  RPKPP,  Peta  Perencanaan  skala  1:1000  dan  1:5000,  Dokumentasi  Visual

dan   Visualisasi   3   dimensi    Dokumen    Perencanaan    serta    adopsi    rencana

penanganan    kumuh    kegiatan   tahun    pertama    (2018)   sebagai    bagian    dari

RP2KPKP secara keseluruhan.

13 RUANG LINGKUP

13.I RUANG LINGKUP SUBSTANSI

Secara    garis    besar    lingkup    kegiaatan    penyusunan    RP2KPKP    terdiri

dari           4          (empatltahapan,    yaitu    :    (1)   Persiapan,    (2)   Verifikasi    lokasi   serta

perumusan   konsep   dan   strategi;   (3)   Perumusan   Rencana   Penanganan   dan   (4)

12
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Penyusunan  Desain Teknis.  Secara rinci,  lingkup kegiatan dari tiap kegiatan besar dan

capaian kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel  1.3.1

Keterkaitan lingkup kegiatan dengan capaian kegiatan dalam penyusunan RP2KPKP

LINGKuP KEGIATAN CAPAIAN HASIL

1. TAHAP PERSIAPAN

4.   Kegiatan sosialisasi tingkat nasional.  Provinsi dan •:.   Kesepahaman tahapan dan prosedur penyusunan

kabupaten kota RP2KPKP

•+     Melakukan persiapan dan pemantapan rencana
•:.     Rencana Keria

•:.     Pendekatan dan metodologi pelaksanaan
kerla

kegiatan

+     Menyusun Desain survey dan format kegiatan
•:.     Desain survey dan format kegiatan

+     Menyiapkan data profil permukiman kumuh yang

terdiri dart baseline data kumuh atau data statstik •:.     Data awal profil permukiman kumuh

terkait

+     Bersama dengan pemangku kepentingan
•:.     SK Kumuh, SK Pokjanis. SuratMinatdan peta

melakukan verifikasi readi ness kriteria RP2K P KP

yang meliput,  :
Dasar

•:.     Peta Dasar Skala 1  : 25.000 untuk Kota dan 1  :
o     SK dan permukiman kumuh 50.000 umuk Kabupaten

o    SK Pokjanis •:.     Petaskala 1  : 5.000 untuk skala kawasan

o    Surat pemyataan Minat Kabupaten/Kota
•:.     Petaskala 1  :  1,000 untuk skaJa kawasan

prioritas
o    PetaDasar

+     Ovewiew kebijakan daerah dan idenffikasi

•:.     Hasil overview dokumen perencanaan dan

kebijakan daerah

kesesuaian permukiman terhadap rencana tata •:.     Peta kesesuaian permukiman terhadap

ruang kota rencana pola ruang kotackabupaten (gu na

lahan) permukiman

4.     Melakukan kegiatan Konsolidasi Tingkat provinsi •:.     Berita acara hasil Konsolidasi Tingkat provinsi

(KTP) (KTP)

+     Melakukari kegiatan penyiapan kelembagaan •:.    Terbentuknyatersiapkannya kelembagaan

masyarakat di ti ngkat kota masyarakat (BKM/KSM)

2. TALIAP  VERIFIKASI  LOKASI SERTA PERUMUSAN  KONSEP DAN STRATEGl

4.     Bersama dengan pemangku kepentingan
•:.     hasil sinkronisasj data kumuh orimer danmelaksanakan kcordinasi dan sinkronisasi

datakumuh tiaik data primer maupun data sekunder)

sekunder

+     Melcksanakan survei dan mengolah data •:.     Hasil survej berupa gambaran pemukiman

permukiman kumuh kumuh kabuapteMtcta dan hasil pengolahan

data permuklman kumuh
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+     Verifikasi lokasj dan penyusunan profil permukman •:.     data hasil vedikasi lokasi (delineasi, luasan,

kumuh layanan hunian dan infrasfuktur)

•:.     Profil permukiman kumuh yang telah

teverifikasi

4     Melakukan proses pemutal(hiran profil kumuh yang +     Berita acara penyelanggaraan FGD 1  (verifikasi
dilaksanakan memalui Focus Group Discussion Iokasi kumuh dan kawasan prioritas)

(FGD)  1  untuk verifikasi lokasi permukiman kumuh

+     Meni]ai klasifikasi kekumuhan kavasan •:.     Daftar peringkat permukiman kumuh

berdasarkan krifetia, indikator dan parameter berdasarkan kriteria, indikator dan parameter
kekumuhan kekumuhan

+     Merumuskan arahan distibusi pola kolaborasi •:.     Menghasilkan arahan pola kolaborasj dalam

penanganan permukiman kumuh penanganan permukiman kumuh

i-     Bersama dengan pemangku kepentingan •:.     Pembagian peran dalam penanganan

mengkoordinasikan peran masyarakat dalam pemukiman kumuh
penanganan permukiman kumuh

1     Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan •:.     Kebutuhan penanganan kavasan permukiman

permukimari kumuh

+     Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan •:.     konsep dan strategi pencegahan dan

peningkatan kualitas kumuh peningkatan kualitas permukiman kumuh

3. TAHAP PERUMUSAN  RENCANA  PENANGANAI\l

•:.     Merumuskan skenalo pentahapan pencapaian 0% •:.     Desain kawasan dan skenario pentahapan

kumuh dan desain kawasan pencapaian 0% kumuh
•:.     Merumuskan rencana aksi dan memorandum •:.     Rencana aksi pencegahan dan peningkatan

keterpaduan program untuk skala kota dan skala kualitas pemukiman kumuh unfuk §kala kota
kawasan dan skala kawasan

•:.     Rencana lnvestasi dan pembiayaan permukinan

kumuh prion.tas

•:.     Memorandum keterpaduan program pencegahan

dan peningltatan kualifas permukiman kumuh

•:.     Menerfukan skala prichtas penanganan •:.     skala prioritas penanganan permukiman kumuh

permukiman kumilh berdasarkan readi ness criferia
dan pertimbangan lain

+     Menentukan skala priontas penanganan •:.     skala prioritas penanganan permukiman kumuh

permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria
dan pertimbangan lain

i    Mermuskan konsep tematk & skenario •:.     Konsep tematk dan skenario pencegahan dan

pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan peningkatan kualitas kawasan permiJkiman
kumuh prioritas kumuh prioritas

rL     Menyusun Rencana lnvestasi & Pembiayaan •:.     Rencana lnvestasi dan pembiayaan kawasan

kawasan kumu h prioritas permukiman kumuh prioritas
rl     Bersama pemangku Kepentingan perencanaan •:.     Terselenggaranya perencanaan partisipaff

partisipatif di kawasan phoritas meliputi : (pelaksanaan R KM dan penyepakatan

o      Pelaksanaan Reneana Keria Masyarakat komponen BED) di kawasan permukiman

(RKM) kumuh prioritas

o       Penyepakan  Komponen DEB

+     Melaksanakan focus group discussion (FGD) 3: •:.     Berfe acara FGD 3 ( rencana aksi, program dan

14



PENYUSUNAN  DOKUMEN

RP2KPKP
TIM   PC)KjANis  RP2KPKP

i(AB    BONE  B0LANG() a
Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan kegiafan)

4. TAHAP PENYUSUNAN  DESAIN TEKNIS

+     Menyusun Desain Teknis, meliputi : •:.     Peta rinci/siteplan

o       Penyusunan peta rinci/siteplan •:.     Vlsualisasi pendukung perancangan

o       Penyusunan visualisasi pendukung
(dokumentasi drone, anlmasi 3D)

Perancangan

+     Menyusun Datar Rencana & Pengukuran Detail •:.     Dafter rencana komponen

Komponen lnfrastruktur infrastrukturpembangunan tahap  1

•;.     Data hasil pengukuran detall komponen

infrastruktur pembangunan tahap 1

+     Menyusun Detailed Engineering Design / DED •:.     DEB (Gambarkeqa, RAB, RKS, komponen

(GAMBAR  KERJA,  RAB,  RKS) infrasrfuktur pembangunan tahap  1

•:.     Dokumen lelang

+     Melaksanakan pembahasan pleno

*     Menyusun dokumen RP2KPKP •:.     Dokumen RP2KPKP

+     Melakuken legalisasi hasil RP2KPKP •:.     Draft ranperwal/ranperbup RP2KPKP

13.2  LINGKUP WrlLAYAH

Lingkup   wilayah    kegiatan    penyusunan    RP2KPKP   di    kabupaten    Bone

Bolango   berada   dalam   kawasanrencana  perunfokan   Kavrasan   Pe/7riwh/man

perfuofaanyang  tertuangdalam  dokumen  RTRW  Kabupaten  Bone  Bolango  tahun
2011  -2031  dengan acuan :

1)   Lokasi   Peruntukan   kawasan   permukiman   perkotaan   yang   dimaksud   meliputi

kecamatan    Kabila,    kecamatan    Suwawa,    Kecamatan    Tapa,    Kecamatan

Tilongkabila,

2)   telah  dituangkan  dalam  SK  Bupati  No.28.a/KEP/BUP.  BB/123/2017Tanggal  13

Januari 2017 tentang kawasan permukiman kumuh

3)   Sasaran   Lokasi   permukiman   kumuh   yang   akan   diverifikasi   dalam   lingkup

penyusunan   Rencana   Pencegahan   dan   Peningkatan   Kualitas   Permukiman
Kumuh  Perkotaan  (RP2KPKP) di wilayah  Kabupaten  Bone  Bolango berada di 4

(empat) Kecamatan dengan 15 (lima belas) kelurahan /desa. seperti dalam tabel
dibawah ini  :
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Tabel  1.3.2

Lin8kup wilayah  penyusunan RP2KPKP sesuai SK Kumuh

NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN LUAS KUMUH STATUS KEKU MUHAN

1 RABILA 1.  PADENGO 9,79 Ha KUMUH BERAT

2.  OLUHUTA 5,13 Ha KUMUH  BEF`AT

3.  OLUHUTA UTARA 8,00 Ha KUMUH  BERAT

4. TUMBIHE 5,21  Ha KUMUH  BERAT

5.  PAUWO 4'61  Ha KUMUH  BERAT

6.  DUTOHE 8,00 Ha KUMUH  BERAT

7. TANGGILINcO 1,12  Ha KUMUH  BERAT

8. P00WO BARAT 3,67 Ha KUMUH  BERAT

SUB TOTAL 45,se Ha

2 SUWAWA 9.  BUBEYA 5,90 Ha KUMUH  BERAT

10.  BUBE  BARU 6,12 Ha KUMUH  BERAT

SUB TOTAL 12,11  Ha

3 TAPA 1 1. TALULOBUTU 22,1  Ha KUMUH BERAT

12. TALULOBUTU  SELATAN 15,3 Ha KUMUH  BERAT

13. TALUMOPATU 26,4 Ha KUMUH  BERAT

SUB TOTAL 63'8 Ha

4 TILONGRABILA 14. TAMB00 6,99 Ha KUMUH SEDANG

15. TUNGGULO 6'75 Ha KUMUH RINGAN

SUB TOTAL 13,74 Ha

TOTAL 274,27 Ha

Sumber :  Lampiran  SK Bupati Bone Bolango Tahun 2017
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1.4       KEDUDUKAN         DOKUMEN         RP2KPKP         DALAM         RERANGKA

PEMBANGUNAN ROTA

Penyelenggaraan     Rencana     Pencegahan     dan     Peningkatan     Kualitas

Permukiman  Kumuh  perkotaan  (RP2KPKP)       tidak       dapat       dipisahkan       dari

kebijakan          pengembangan          dan          pembangunan   kabupaten/kota   secara

keseluruhan.  Berdasarkan  Undang-Undang (UU) No.  25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan   Pembangunan  Nasional,  tiap  kabupaten/kota  diamanatkan  memiliki

dokumen       perencanaan    pembangunan       yang       tertuang       dalam       Rencana

Pembangunan     Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  yang  kemudian  diterjemahkan

dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah   (RPJMD).   Selain   itu   dari   sisj   ruang,   UU   No.   26   Tahun   2007   tentang

Penataan  Ruang  mengamanatkan  tiap  kabupaten/kota  memiliki  dokumen  rencana

tata    ruang    yang    tertuang    dalam    Rencana    Tata    Ruang    Wilayah    (RTRW)

kabupaten/kota    berikut    dengan    rencana    rincinya.    Dokumen    sectoral    Strategi

Pembangunan  Permukiman  dan  lnfrastruktur  Perkotaan  (SPPIP)  yang  merupakan

terjemahan,  paduan  dan  integrasi  dua  kelompok  dokumen  pilar  pembengunan  di

Indonesia    terkait    permukiman    dan    infrastruktur    dan    Rencana    Pembangunan

Kawasan    Pemukiman    Prioritas    (RPKPP)    yang    merupakan    dokumen    teknis

penanganan kawasan permukiman prioritas pembangunan di suatu kabupaten/kcta.

Untuk  menunjang  pembangunan  bidang  permukiman  di  kawasan  perkotaan,

berdasarkan Pasal  15 huruf c, dalam  uu No.1  Tahun 2011  tentang  Perumahan dan

Kawasan Permukiman,  pemerintah kabupaten/kota   perlu   menyusun   dan   memiliki

rencana       pembangunan       dan       pengembangan    perumahan    dan    kawasan

permukiman.     Rencana    pembangunan    dan    pengembangan    perumahan    dan
kawasan  permukiman  ini  merupakan  penjabaran  dari  arahan  rencana  pola  ruang

kawasan permukiman   yang  tertuang  di  dalam   RTRW  kabupaten/kota,   yang  di

dalamnya   mengatur perencanaan  untuk 2 (dua) Iingkup substansi, yaitu perumahan

dan kawasan permukiman.

Uu   No.1    Tahun   2011   tentang   perumahan   dan   kawasan   permukiman

mengamanahkan  bahwa  Negara  bertanggung jawab  melindungi segenap  bangsa

Indonesia melalui penyelenggaraan  perumahan   dan   kawasan   permukiman   agar

masyarakat     mampu     bertempat     tinggal     serta   menghuni   rumah   yang   layak,

terjangkau  di  dalam  lingkungan  yang  sehat,  aman,  harmonis  dan  berkelanjutan  di
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seluruh wilayah  Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan

peningkatan  kualitas terhadap  permukiman  kumuh  dilakukan  guna  meningkatkan

mutu    kehidupan   dan   penghidupan   masyarakat   penghuni   serta   menjaga   dan

meningkatkan  kualitas dan fungsi  perumahan  dan  permukiman  berdasarkan  pada

kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan

perundangundangan.  Sejalan  dengan  hal tersebut,  pemerintah  berkomitmen  untuk

mengentaskan  permukiman  kumuh  dengan  target  0  %  kumuh  hingga tahun 2019,

sebagaimana   yang   tertuang   dalam   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah

Nasional   (RPJMN)  2015-2019.   Langkah  awal   penanganan   permukiman   kumuh

untuk   mencapai   target   0%   kumuh   ini   sudan   dimulai   sejak  tahun   2014   oleh

Kementerian   Pekeriaan   Umum   dan   Perumahan   Rakyat  cq   Ditjen   Cipta   Karya

melalui  penyusunan  Road  Map  penanganan  kumuh  dan  pemutakhiran  data  kumuh

yang  dilaksanakan  secara  koordinatif  dengan  kementerian/lembaga  terkait  serta
dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Selanjutnya  untuk menunjang  pembangunan  bidang  permukiman  khususnya

dalam  penanganan dan pencegahaan  kawasan  permukiman kumuh sesuai amanah

UU  No.1  Tahun  2011   tentang  perumahan  dan  kawasan  permukiman,  pemerintah

kabupaten/kota   periu   menyusun   dan   memiliki   rencana   aksi   penanganan   dan

pencegahan permukiman kumuh.  Untuk mewujudkan rencana aksi penanganan dan

pencegahan  permukiman  kumuh tersebut  diperiukan  skenario,  konsep  dan  strategi

penanganan yang akan diisi oleh substansi RP2KPKP. yang menjabarkan kebijakan
makro terkait pencegahan perkembangan  permukiman  kumuh kabupaten/kota serta

konsep  penanganan  kawasan  permukiman  kumuhprioritas,  dalam  implementasinya

menjadi   acuan    bagi    penyusunan    strategi    sektor   dan    rencana    induk   sistem

komponen-komponen  pembentuk  permukiman.

Dalam    konteks   pembangunan   permukiman,  strategi  sektor dan  RIS  yang

telah  disusun  secara  sistematis  dan  sinergi  ini  nantinya  menjadi  masukan  dalam

proses  penyusunan  memorandum  program  yang  selanjutnya  akan  diterjemahkan
kedalam desain teknis yang lebih rinci.
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Sumber Buku Panduan RP2KPKP Tahun 2016

1.5  SISTEMATIKA PENYAJIAN

Untuk     memudahkan     dalam     memahami     substansi     Penyusunan      Rencana

Pencegahan       dan    Peningkatan       Kualitas       Permukiman       Kumuh   Perkotaan

(RP2KPKP)    Kabupaten    Bone  Bolango   maka  pembahasan  ini  dibagi  ke dalam 6

(enam) bab pembahasan, sebagai berikut :

BAB I  PENDAHULUAN

BAB 11   RAJIAN KEBIJAl(AN

PEMBANGUNAN

PERMU KIMAN PERKOTAN

BAB Ill PROFIL PERMUKIMAN

KUMUH  RABUPATEN

Bagian        ini        menjelaskan        mengenai        Latar        Belakang  penyusunan

RP2KPKP       Kabupaten       Bone      Bolango,       Permasalahan      Pembanguman

Pemukiman,  Maksud,  Tujuan  dan  sasaran  pekeriaan,         Ruang         Lingkup

Penyusunan      RP2KPKP,  Kedudukan   RP2KPKP,   Keluaran   yang   diharapkan,

serta Sistematika Penyusunan Laporan

Pada  bagian  ini  mencerminkan  karakter  dan  kekhasan  penanganan  kawasan

kumuh di masing+nasing    kotackabupafen    yang   telah    diroverview.    Rumusan

bagian      ini      lebih    menggambarkan      dan      memaparkan      secara     jelas

rumusan     kebijakan     penanganan kumuh  perkofaan,  tenfang  (1)  ilsu  Strategis

Pembangunan Pemukiman Perkotaan (2) Kebijakan Pembangunan Peimukiman

Perkotaan (3) Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Pada    bagian   ini   berisi  gambaran  mengenal   profil  pemukiman   kumuh  yang

telah    dilakukan    sinkronisasi   dan   verifikasi    bersana   stakeholder   teckait.(1)

Sebaran     permukiman     kumuh,     pefa     deliniasi     kawasan     kumuh,     lokasi

beserta  luasannya  hasil  verifikasi  (2)  Profil  kawasan  permukiman  kumuh  kota

hasil    verifikasi    (dilengkapi    peta    masing-masing    kawasan)    dan    gamharan

kelembagaan  tokal   OKM/KSM)   (3)   Kriteria          dan          lndikator          penilaiari

penentuan       klasffikasi       dan        skala       prioritas  penanganan  (4)Perumusan
kebutuhan         penanganan         berdasarkan         isu         dan         permasalahan
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pemukiman kumuh  (5)  Pola    kontibusi     program     penanganan     permukiman
kumuh    perkotaan   sesuai cakupan skala kawasan dan skala lingkungan

BAB  IV KONSEP DAN STRATEGI
PENCEGAHAN DAN PENINGRATAN

KUALITAS PERMU KIMAN KUMUH

BAD V  RENCANA AKSI

PROGRAM PENANGANAN

KUMUH PERKOTAAN

BAB VI  RENCANA DETAIL

KONSEP DESAIN  KAWASAN
PENANGANAN PRIORITAS

LAMPIRAN :

A RENCANA KERJA MASYARAKAT

a.  DOKUMEN DED

Pada bagian ini akan rrienjelaskan alur dan ayah penyusunan RP2KPKP sebagai

suatu strategi  pencapaian  pada  akhirnya  berupa  Kota  bebas kumuh  (1)  Konsep

dan   strategi   pencegahan dan peningkatan  kualitas permukiman kumuh sampal.

dengan  pencapaian  kota  bebas  kumuh  dalam  skafa  kcta  (2)   Konsep     dan

strategi      pencegahan   dan   peningkatan   kualitas   pemukiman   kumuh   skala

kawasan

Merupakan   bagian   yang   akan   memuat   Dokumen   Rencana   Aksi   Program

Penanganan  Pemukiman  Kumuh  Perkotaan  (Memorandum  Program)  berupa

Rencana  Program  dan  Rencana   lnvestasi   pada   lingkup   penangenan   skala

lingkungan,    kawasan    dan    kota  secara  bersama  oleh  seluruh  stakeholders

(1)Program      dan      kegiatan      penarlganan      kumuh      terkait      pencegahan

peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh   (2)   Program  Penanganan   Kawasan
Pembangunan   Tahap   1    (3)   Rencana      aksi      program      pencegahan   dan

peningkatan pemuklman kumiih skala kota dan skala kawasan (4) Memorandum
Program    Pembangunan     Ke-Cipta    Karya-an    Termasuk    Rencana lnvestasi

(5)    lndikasi   progran   dan   kegiatan    penanganan   tahun    2017   dan    indikasi

penyusunan  ded  kawasan  prioritas  tahun  2017  (6)  Rencana  Aksi  Masyarakat

(CAP) dan prioritas kebutuhan

Pada Bab ini akan menguralken tentang (1) Rencana Pembangunanan

Penanganan Pemukiman Tahap I (2) Reneana Detail Desain (Detailed

Engineerl.ng Design/DED) Kawasan Penanganan Prioritas (3) Rencana

Anggaran BIaya (RAB) dan Daftar Kuantitas Harga

1. SK dan profl kumuh perkotaan

2. Berita acaTa setiap kesepakatan dan persetujuan hasil analisa teknis kajian

3.Dokumentasi   potensi   dan   permasalahan   kumuh   quondisi   eksisting)   dalam

bentuk toto, video dan tangkapan droneffilmifeto udara

4.    Konsep dan desain dan scenario penanganan dalam bentuk desain 3D

1.DED, RAB dan RKS (dilengkapi dengan analisa biaya dan harga safuan)
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ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Pemasalahan   perkotaan  yang  berakar pada kawasan permukiman.  seperti

tidak meratanya penyediaan   infrastruktur permukiman perkotaan,  ketidaktersediaan

lingkungan    permukiman    yang    layak,    dan    sebagainya    yang    pada    akhirnya

berimplikasi     pada    terciptanya     permukiman     kumuh     di     kawasan     perkotaan.

Permasalahan   yang   ditimbulkan   dari   munculnya   kawasan   pemukiman   kumuh

seperti  lingkungan  yang  tidak sehat,  pemanfaatan  lahan  ilegal,  dan  lain  sebagainya

tidak hanya berpengaruh terhadap intemal kawasan itu sendiri namun juga terhadap

kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum.

Belum  efektifnya  penanganan    permukiman  kumuh  (khususnya  dalam  konteks

perkotaan) hingga saat ini diakibatkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

1)   tuntutan    yang  tinggi    terhadap    pemenuhan      kebutuhan    permukiman    dan

infrastruktur  permukiman      perkctaan   belum   didasarkan   pada   kebijakan   dan

strategi   pembangunan   yang   memadai,tepat,   berskala   kabupaten/kota,   dan

berbasis kawasan;

2)   Belum  terdapatnya strategi  penanganan   dan  pentahapan    baik dalam  tahapan

kegiatan    maupun    kawasan    penanganan        pada    program        penanganan

permukiman kumuh skala kota:

3)   Kebijakan   untuk   meningkatkan   pembangunan      kota   kurang   memperhatikan

kebutuhan  penanganan     kawasan  kumuh,  karena  pembangunan       kofa  lebih

berfokus    pada   upaya   peningkatan       pertumbuhan       perekonomian       serta

pembangunan   infrastruktur   skala  kcta dalam  rangka meningkatkan taraf hidup
masyarakat perkotaan secara umum;

4)   Upaya pencegahan   dan  peningkatan kualitas permukjman kumuh yang  menjadi

tugasdan   wewenang     pemerintah     daerah     (uU    No.          1/2011)          belum

diimbangi      dengan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  hal  kapasitas  SDM

dan pembiayaan; dan
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5)   Terdapat     ketidaksinkronan     antar     instansi   di   daerah     dalam   menentukan

kebijakan   penanganan     terutama  penentuan   lokasi  dan   bentuk  penanganan

yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

Berdasarkan       permasalahan          pembangunan          yang       ada       tersebut,

diperlukan    beberapa pertimbangan, anfara lain:

1)   Bahwa  dalam  penanganan     permukiman  kumuh  memerlukan  adanya  arahan

yangjelas  hingga     ke     tataran     teknis   operasional     dan     selaras     dengan
arah    pengembangan kabupaten/kota;

2)   Bahwa    dalam    penanganan    permukiman    kumuh    diperlukan    arahan    yang

didasarkan  pada  kebutuhan  kawasan  dan  berorientasi  pada  penanganan  akar

masalahnya;

3)    Bahwa    penanganan     permukiman     kumuh     perlu     diselenggarakan    secara

terpadu   dan  berkelanjutan,      dengan      memuat      unsur     pencegahan      dan

peningkatan           kualitas   sebagaimana     yang   diamanatkan      dalam   Undang-

Undang   No.  1  Tahun  2011  tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

4)   Bahwa   dalam    pengembangan     kabupaten/kota   dan    kawasan    permukiman

perkotaan  terdapat  kebutuhan  untuk  merumuskan  rencana  pencegahan    dan

peningkatan   kualitas   permukiman      kumuh   yang   mampu   mendukung      dan

mengintegrasikan  seluruh strategi sektol.al yang terkait.

Berdasarkan  kebutuhan-kebutuhan tersebut,  maka  suatu  kabupaten/kota sudan

seharusnya  memiliki  instrumen  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman

kumuh  yang jelas  dan  komprehensif     yang    mempertimbangkan      semua    aspek

pembangunan    baik fisik,  sosial, ekonomi,   investasi,   pembiayaan,     kelembagaan,

maupun      partisipasi    publik.    Selain    itu,  instrumen      yang    dimaksud    sebaiknya

dapat   menjadi    acuan   bagi   penerapan    program penanganan    yang ada. Terkajt

dengan      hal   ini,   program-program          yang   diselenggarakan   mengacu      pada

kebutuhan      untuk   menjawab     strategi      yang   telah      dirumuskan      dan      skala

prioritasnya.  Selain itu,  program  yang dikembangkan dapat mendukung tervujudnya
tujuan    dan    kebijakan    pembangunan    permukiman    pada    kota/kabupaten    yang

bersangkutan secara umum.
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Gambar 2.1  1lustrasi arah pembangunan kota yg dibentuk atas dasar kebutuhan kabupaten

UU   No.   23   Tahun   2014  tentang   pemenntahan   Daerah   mengamanatkan

Pembangunan dan pengembangan   kawasan permukiman bersifat multisektoral dan

melibatkan  banyak pihak.  Direktorat Jenderal Cipta  Karya merupakan  leading  sector

dalam   pengembangan   dan   pembangunan   kawasan   permukiman,   namun   bukan

sebagai  pelaku  tunggal  Perlu  dipahami  bahwa  pencapaian    target  pembangunan

merupakan  upaya  terpadu  dan  sinkron  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  baik

pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Dalam       penyelenggaraannya,       pembangunan       dan       pengembangan

kawasan         permukiman  dilakukan  secara  terdesentraljsasi  oleh  Pemerintah  dan

pemerintah daerah dengan melibatkan peran   masyarakat.   Pemerintah   (baik  pusat

maupun     daerah)       akan     lebih     berperan       sebagai  pembina,   pengarah,   dan

pengatur,   agar   terus   dapat   tercjpta   suasana   yang   semakin   kondusif.   Antara

pemerintah     dengan     pemerintah     daerah,    juga    terdapat     pembagian     peran
dalam   pengaturan,   pembinaan,   pelaksanaan   dan   pengendalian   mengacu   pada

peraturan  perundangan yang   beriaku.     Disamping    itu   agar  terjadi    efisiensi   dan

efektivitas    dalam   pembangunan perumahan    dan   permukiman,   baik di kawasan

perkotaan    maupun    di  kawasan    perdesaan,  pelaksanaannya    harus    dilakukan
secara   terpadu      (baik   sektomya,   pembiayaannya,      maupun   pelakunya)      dan

dilakukan  berdasarkan    dokumen  perencanaan       pembangunan       dan  penataan

ruang       yang      beriaku.        Pembagian       peran       dan       kewenangan       dalam

pembangunan     dan pengembangan  kawasan permukiman secara luas.

Terkait  penanganan  permukiman  kumuh,   undang-undang  ini  mengamanatkan

bahwa  pemerintah  pusat  dapat  turun  langsung  dalam   upaya  pencegahan     dan
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peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  perkotaan  dengan   beberapa  prasyarat,

antara lain:

1.    Kawasan  permukiman  kumuh  berada  pada  lingkup  Kawasan  Strategis  Nasional

(KSN); dan

2.    Kawasan pemukiman kumuh memiliki luas minimal 15 Ha.

Secara  rinci  pembagian  urusan  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provjnsi,  dan

pemerintah  kabupaten/kota     untuk   sub   urusan      kawasan      permukiman     serta

perumahan    dan    kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1
Pembagian urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman kumuh

1. Kawasan a.  Penetapan sistem Penataan dan a,  Penerbitan izin
Permukiman kawasan peningkatan kualitas pembangunan dan

permukiman. kawasan permukiman pengembangan
b. Penataan dan kumuh dengan luas  1 kawasan

peningkatan (sepuluh) ha sampai permukiman.
kualitas kawasan dengan di bawah 1 5 b.  Penataan dan
permukiman kumuh (lima belas) ha. peningkatan
dengan luas  15 kualitas kawasan
(lima belas) ha atau permukiman kumu
lebih. dengan luas dibawah10(sepuluhha.

2. Perumahan da Pencegahan
Kawasan perumahan dan
Permukiman kawasan permukiman
Kumuh kumuh pada Daerahkabupaten/kota.

Sumber : Lampiran UU Nomor 23R014

Sejak  berlakunya  UU  No.  23 Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah,  telah

teriadi transformasi peran pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah menjadi aktor

utama dalam   pembangunan     daerah,   termasuk   dalam   melaksanakan   rencana

tata  ruang   dan  rencana   pembangunan     yang  menjadi   induk bagi   pembangunan

di bidang   pemukiman perkotaan. Dengan adanya peran ini,  maka arahan kebijakan

dan strategi pencegahan dan penanganan    kualitas permukiman   kumuh perkotaan

yang  dirumuskan   oleh   pemerintah  daerah     harms   terpadu     dan   sinergi   dengan

rencana   tata ruang    (RTRW)   dan  rencana pembangunan (RPJp dan RPJM).

Isu pengembangan permukiman kumuh di kabupaten Bone Bolango hingga akhir

tahun 2017 dapat dirumuskan sebagai berikut :
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1)   Kurangnya prasarana umum di kawasan permukiman kumuh

2)   Kurangnya pengendalian terhadap pengembangan permukiman yang berdampak

pada makin luasnya permukiman-permukiman kumuh

3)   Penanganan    permukiman    belum    terpusat    pada    dinas    perumahan    dan

permukiman Bone Bolango

2.2    KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUK"AN PERKOTAAN

Penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  di  Kabupaten  Bone  Bolango,

tidak dapat dilepaskan  dari  konteks   kebijakan   pembangunan   kota   dan   arahan

pembangunan   bidang   permukiman  di Kabupaten    Bone Bolango.    0leh    karena
itu,      perlu     dilakukan   suatu  tinjauan     kebijakan     untuk  mensinergikan  rencana

pembangunan   dan   pengembangan   permukiman   Kabupaten   Bone   Bolango   baik

jangka  menengah  maupun  jangka  pendek,  juga  mempertimbangkan   kebijakan

sektoral  terkait  permukiman    berikut  infrastrukturnya.    Adapun     kebijakan    yang

ditinjau   dalam   penyusunan  RP2KPKP Bone Bolango inj dapat dilihat pada gambar

berikut.

Gambar 2.3
Tinjauan kebijakan dalam penyusunan RP2KPKP
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2.2.I     RPJPD KAB. BONE BOLANG0 2005 -2025

A.   Visi Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan   kondisi,   potensi,   peluang   dan   tantangan   pembangunan

daerah, maka visi Kabupaten Bone Bolango 2005 -2025 adalah:

"BONE B0LANGO MAJU DAN BHRMARTABAT"

Visi Pembangunan  Daerah Tahun 2005 - 2025 tersebut mengarah  pada

pencapaian    tujuan     pembangunan    daerah    yang     bermuara    pada

periingkatan   daya   saing   daerah   dan   kemakmuran   masyarakat   Bone
Bolango.   Pernyataan   Visi   Kabupaten   Bone   Bolango   diatas,   memiliki

makna  :

>    IylajLI,   berarti   adanya   kehendak   masyarakat   untuk   menempatkan
Daerah Bone Bolango memiliki kapabilitas sosial ekonomi yang selalu
tumbuh    secara    berkeadilan    dan     berdaya    saing    tinggi,    serta
berkehendak   untuk   mencapai   kesejahteraan   masyarakat   menuju
kearah  yang  lebih    baik.  Maju  juga  berarti  bahwa  Kabupaten  Bone
Bolango     sebagai     wilayah     terus     melakukan     perubahan     dan
pengembangan  dirt  untuk  menyesuaikan  terhadap  perubahan  yang
terjadi     di  dalam   maupun   di   luar.   Tingkat   kemajuan   dapat  diukur
berdasarkan   kualitas  SDM,   peningkatan   pemerataan  dan   keadilan
dalam masyarakat, tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan
keunggulan   wilayah   dengan   ketersediaan   infrastruktur  dasar  yang
memadai,   terkendalinya   perubahan   lingkungan   alam   dan   binaan
melalui     kesadaran     pembangunan     yang      berkelanjutan,      serta
kemantapan  sistem  dan  kelembagaan  politik  dan  hukum.  Beberapa
fokus unggulan wilayah  berskala regional yang ingin  kita capai antara
lain  sebagai  kawasan  penyangga  ekosistem  lingkungan  dan  sumber
daya   air   regional,   pusat   pengembangan   pendidikan,   sejarah   dan
budaya daerah, serta kawasan ekonomi khusus untuk pengembangan
sektor pariwisata, pertambangan dan energi.

>    Bemiartabat,    mengandung    maksud    bahwa    masyarakat    Bone
Bolango telah  mencapai  derajat yang  lebih  baik,  sesuai  dengan  tata
nilai  dan   prilaku  sosial   yang   ditandai  dengan   adanya  jati  diri  dan
karakter   masyarakat   yang   bertaqwa   kepada   Tuhan   Maha   Esa.
Disamping  itu  bermartabat  dimaksudkan   penerapan  nilai-nilai  luhur
budaya   daerah   sehingga   memiliki   identitas   kebanggaan   sebagai
masyarakat    Kabupaten    Bone    Bolango    pada    khususnya,    dan
masyarakat   Indonesia   pada   umumnya.   Tujuan   kedua   dimaksud
tersebut menciptakan iklim  kondusif dan  harmonis sehingga  nilai-nilai
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kearifan  lokal  akan  mampu  merespon  pesatnya  modernisasi  secara
positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

a.   MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

Untuk  mewujudkan  visi  pembangunan  daerah  tersebut,  ditempuh  dalam

misi   pembangunan   jangka   panjang   Kabupaten   Bone   Bolango,   yakni

sebagai berikut:

1.   Misi   MEwujuDRAN   pEREKONorvliAN   DAERAH   yANG   MAju

DAN BERDAYA SAING.

Misi    ini    dimaksudkan     untuk    mewujudkan    kesejahteraan
masyarakat  Kabupaten  Bone  Bolango  melalui  pembangunan  desa
serta  pengembangan  usaha  ekonomi   rakyat  yang  terintegrasi  dan
berkelanjutan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana
wilayah yang memadai. Pengembangan usaha ekonomi tersebut akan
berbasis   pada   potensi   lokal  daerah,   yakni   pertanian,   perkebunan,

petemakan,  perikanan dan kelautan,  pertambangan,  industri berbasis
keunggulan    lokal,    pariwisata,    serta    koperasi    dan    usaha    kecil
menengah    yang    berorientasi    pada    keunggulan    komparatif   dan
kompetitif.   Dalam  jangka  panjang,   beberapa  fokus  unggulan   Bone
Bolango  dalam  skala  regional  Provinsi  Gorontalo yang  ingin  kita  rain

yakni  sebagai  kawasan  strategis  industri  dan jasa  pendidikan,  serta
kawasan  ekonomi  khusus  untuk  pengembangan  sektor  pariwisata,
sektor pertambangan dan energi,  dan  sektor sumber daya air.  Makin
meningkatnya     pertumbuhan     ekonomi     yang     berdampak     pada
peningkatan    pendapatan    perkapita    penduduk,    pertumbuhan   dan
membaiknya    struktur    perekonomian    yang    kokoh    berlandaskan
keunggulan  lokal  hingga  mampu  menghasilkan  komoditi  berkualitas

yang     berdaya     saing     global     dan     menjadi     motor     penggerak
perekonomian;  meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan  publik;
meningkatnya     ketersediaan     kebutuhan     pokok     berbasis     pada
ketahanan  pangan;  optimalnya pemanfaatan aset dan  produk daerah
yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

2.   MISI   MEWUJUDKAN   MASYARAKAT   BONE   BOLANGO   YANG

BERKUALITAS

Misi  ini  mengandung  makna  untuk  menciptakan  masyarakat
Bone  Bolango  yang  mempunyai  derajat  kehidupan  yang  lebih  baik
sesuai   dengan  tata   nilai  dan   prilaku   sosial  yang   ditandai   dengan
adanya  jati   diri   dan   karakter   masyarakat   yang   bertaqwa   kepada
Tuhan  Maha  Esa  serta  menerapkan  nilainilai  luhur  budaya  daerah
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sehingga  memiliki kebanggaan  sebagai  masyarakat Kabupaten  Bone
Bolango.   Misi   ini   mengandung   makna,   untuk   peningkatan   sumber
daya  manusia  Bone  Bolango  yang  sehat,  cerdas,  berdisiplin  kreatif,
inovatif,  bervawasan  kebangsaan,  bertanggung jawab,  memiliki  iman
dan  taqwa,  serta  menguasai    iptek.     Dengan  peran  Bone  Bolango
sebagai  kawasan  strategis  pendidikan  dan  pengembangan  sejarah
dan  budaya  diharapkan  akan  lebih  memperkuat  kapasitas  sumber
daya     manusia     Bone     Bolango.     Makin     meningkatnya     kualfas

pembangunan manusia,  yang  ditunjukkan  dengan semakin tinggi dan
meratanya       tingkat   pendidikan,    membaiknya   derajat   kesehatan
masyarakat yang didukung kemudahan akses,  pemerataan dan mutu
pelayanan   kesehatan;   menguatnya   sumber   daya   manusia   dalam
penguasaan   ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   di   berbagai   bidang;
meningkatnya   daya   saing   sumber  daya   manusia   pada   kompetisi
nasional dan global;  berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang
masalah   kesejahteraan   sosial;   pertumbuhan   penduduk   seimbang;
meningkatnya  peran  perempuan  dalam  pembangunan;  berkurangnya
tingkat     pengangguran    terbuka     dan    jumlah     penduduk    miskin;
meningkatnya     kesadaran     dan     kepatuhan     masyarakat     dalam
melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang beriaku; dan
mantapnya  situasi  dan   kondisi   penkehidupan   bermasyarakat  yang
didukung oleh penegakan HAM.

3.    MISI IVIEWuJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH.

Misi       ini       ditujukan       untuk       membangun       akuntabilitas

kepemerintahan       yang       bertanggung      jawab,       dan       amanah;

meningkatkan    efisiensi    dan    kinerja    birokrasi,    membangun    dan

menjaga   kemitraan   yang   serasi   antara  legislatif  dengan   eksekutif;

pendptaan stabilitas politik dan  konsistensi dalam  penegakan  hukum;

makin      meningkatnya      nilai      dan      etika      aparatur     pemerintah;

meningkatnya       kineria       penyelenggaraan       tata       pemerintahan;

meningkatnya     profesionalisme     aparatur     daerah;     meningkatnya

kualitas   pelayanan   publik   sesuai   dengan   standar  mutu   pelayanan

yang   berorientasi  pada  peningkatan   indeks  kepuasan  masyarakat;
berkembangnya  sistem  dan   iklim  demokrasi  pada  berbagai  aspek

kehidupan politik;  meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah

dalam mendukung pembangunan daerah;  kuatnya kelembagaan lokal

yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan  berperan alctif
dalam   pembangunan   daerah;   meningkatnya   hubungan   kerjasama

yang  saling  menguntungkan dengan  berbagai  pihak baik pada tingkat

lokal,  nasional, dan jntemasional;  meningkatnya komitmen, dukungan,
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dan  partisipasj  stakeholders  dalam  mempercepat  upaya  penjngkatan

kesejahteraan rakyat dan perbaikan pelayanan umum.

C.    Arab Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Untuk   memberikan   arahan   bagi   pelaksanaan   pembangunan   jangle

panjang daerah  kurun waktu 2005-2025,  maka  pencapaian sasaran-sasaran

pokok pada setiap misi  pembangunan jangka  panjang  daerah  yakni sebagai
berikut:

1.   Teiwujudnya  Perekonomian  Bone  Bolango yang  Maju  dan  Berdaya

Saing

Perekonomian   kuat  dan   berkualitas  memberikan  kesempatan   bagi

peningkatan  daya  saing  daerah,  periuasan  lapangan  kerja,  peningkatan

pendapatan   masyarakat  serta   pengurangan  jumlah   penduduk   miskin`
Peningkatan kegiatan ekonomi harus didukung oleh kualitas pertumbuhan

ekonomi      yang      semakin      merata      dan      berkelanjutan      dengan

memaksimalkan  pendayagunaan  potensi  keunggulan  lokal  dan  peluang

global,   yang   didukung   stabilitas   ekonomi   dan   politik  yang   sehat   dan

dinamis   sebagai   prasyarat   utama   peningkatan   kesejahteraan   rakyat.

Perwujudan    Perekonomian    Bone    Bolango   yang    maju    dan    mandiri

diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran pokok sebagaj berikut:

a.   Tercapainya       pertumbuhan      ekonomi      yang       berkualitas      dan

berkesinambungan    diatas    rata-rata    pertumbuhan    provinsi,    dan

memberikan   multiplier   effect   pada   perluasan   kesempatan   kerja,

peningkatan   pendapatan   masyarakat   dan   pengurangan   penduduk
miskin.

Pertumbuhan     ekonomi     Bone     Bolango     yang     berkualitas     dan

berkesinambungan diarahkan  untuk mencapai pertumbuhan  ekonomi

diatas  pertumbuhan  rata-rata  Provinsi  Gorontalo  serta  peningkatan

daya saing daerah yang  mendorong  penciptaan  lapangan  ker]a  (prc+

job)  serta  pengurangan  angka  kemiskinan  (pro-poor)  dan  disparitas

pembangunan      anfar     wilayah.      Pertumbuhan      ekonomi      yang

berkesinambungan  diarahkan  dengan  mengedepankan  pemanfaatan

sumber    daya    lokal,     mendorong     pertumbuhan     investasi    yang

berkualitas,    pengeluaran    pemerintah    yang   tepat   sasaran   serta

peningkatan komoditas unggulan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi

29



PENYUSUNAN  DOKUMEN

RP2KPKP
TIM   l'OKjANIS   R}'2Kpi(P

l`'AB    BONE_  BOLANGO ®
difasilitasi     melalui     melalui     kebijakan     revitalisasi     pertanian     dan

perdesaan,      pencjptaan      usaha      industri      hulu      hilir     terpadu,

pengembangan     insentif     bagi     UMKM     inovatif,     pengembangan

kemitraan    pemerintah    dan    swasta    dan    peningkatan    hubungan

kerjasama  antar  daerah,   serta   pembangunan   infrastruktur  wilayah

secara   terarah    dan   terintegrasi.    Dalam   jangka    panjang,    harus

dilakukan   pula   transformasi   bertahap   dari   perekonomian   berbasis

keunggulan   komparatif  sumber  daya   alam   menjadi   perekonomian

yang   berkeunggulan   kompetitif.   upaya  tersebut   dilakukan   dengan

peningkatan    produktivtes    daerah    melalui    inovasi,    penguasaan,

penelitian,   pengembangan   dan   penerapan   iptek   menuju   ekonomi

berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan.

b.   Terbarigunnya     struktur     perekonomian     yang      kokoh      berbasis

keunggulan lokal dengan semakm memperkuat peran sektor sekunder

dan  sektor  tersier  yang  memiliki  konektivitas  dengan  sektor  primer

dengan  mengembangkan  kawasan-kawasan  ekonomi  sebagai  basis

unggulan daerah.

Pembangunan  ekonomi  daerah  diarahkan  pada  penguatan  struktur

perekonomian  dengan  mendorong  pertumbuhan  sektor  industri  dan

jasa sebagai penggerak utama untuk menciptakan nilai tambah sektor

pertanian    melalui    pengembangan    komoditas    unggulan    tanaman

pangan dan  hortikultura,  peningkatan produktifitas usaha perkebunan,

menghidupkan     usaha     perternakan     dari      hulu      ke     hilir,      dan

memanfaatkan   potensi   kelautan   dan   perikanan   yang   berorientasi

kepada  penguatan  ekonomi  lokal     melalui  peningkatan  daya  saing

usaha kecil dan menengah. Pengembangan usaha ekonomi dilakukan

melalui  pengembangan  kawasan-kawasan  ekonomi  unggulan daerah

sesuai  karakteristik potensi sumber daya yang dimiliki  masing-masing

wilayah   dan   peluang   pasar   baik   ditingkat   lokal   maupun   ditingkat

global.  Penguatan    struktur  ekonomi  diarahkan  melalui  perbaikan  iklim

usaha   dan    tumbuhnya   investasi,    penyediaan    infrastruktur   yang

memadai,  pengembangan  kerjasama  baik  kerjasama    antar wilayah

maupun  kerjasama antara  pemerintah,  dunia  usaha,  masyarakat dan

institusi   lainnya,   peningkatan   akses   pasar   ekspor,       pengelolaan

konsumsi,    pembinaan    usaha    mikro    kecil    dan    menengah    seTta
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pemantapan   rantai   pasokan.   Pengembangan   koperasi  dan   Usaha
Mikro   Kecil   Menengah   (UMKM)   dikembangkan   untuk  mewujudkan

pemberdayaan  koperasi  dan  UMKM  yang  lebih  mandiri  dan  produktif

dengan  menciptakan  iklim  kondusif yang  mendukung  pemberdayaan

koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi berperan nyata dalam

upaya  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat.

Pemberdayaan     usaha    mikro    yang     strategis     diarahkan     untuk

meningkatkan    pendapatan    kelompok    masyarakat   berpendapatan

rendah   dalam   rangka   mengurangi   kesenjangan   pendapatan   dan

kemiskinan  melalui  peningkatan  kapasitas  usaha  dan  keterampilan

pengelolaan   usaha   dengan   pengembangan   produk   koperasi   dan

UMKM    yang    berkualitas,    inovatif   dan    kreatif   sehingga    mampu

memberikan  kontribusi nyata dalam perubahan struktur perekonomian

Bone Bolango.

c.    Tumbuhnya usaha ekonomi pedesaan yang mendukung pertumbuhan

desa   sebagai   basis   pertumbuhan   dan   kemajuan    pembangunan

daerah (Desa Tumbuh Daerah Maju).

Percepatan         pem ba ng u nan         pedesaan         diarah ka n         untu k

mendayagunakan     sumber     daya     lokal     secara     terarah     dan

berkelanjutan   terutama   pada   pusat   produksi,    pusat   pemukiman,

wilayah  tertinggal  dan  kantong  kemiskinan  dengan  mengembangkan

basis-basis      produksi      dan      mengembangkan      agribisnis      afau

agroindustri   sesuai   potensi   sumberdaya   yang   berbasis   pertanian,

pctemakan,  perikanan  dan  aktivitas ekonomi  lainnya.  Pembangunan

daerah   perdesaan   diarahkan   secara   terintegrasi   dengan   wilayah

perkotaan   agar   dapat   memenuhi   kebutuhan   perkctaan   sehingga
menjadi satu  kesatuan wilayah  ekonomi yang saling  mendukung dan

berkaitan.     Pengembangan     desa     sebagai     basis     pertumbuhan

dilakukan  dengan   peningkatan  investasi   balk  investasi   pemerintah

maupun   investasi   swasta   secara   merata   dan   berkeadilan   sesuai

karakteristik  wilayah  dan  potensi  pengembangannya  dalam  jangka

panjang.
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2.  Terwujudnya   produk   unggulan   daerah   yang   berdaya   saing   dengan

memanfaatkan   potensi  sumber  daya  alam   lokal  secara  merata  dan

berkelanjutan, serta mencipfakan dan memanfaatkan peluang pasar baik

ditingkat lokal maupun global.

Peningkatan  daya  saing  diarahkan  melalui  peningkatan  produktifitas

komoditas unggulan melalui pengembangan  produksi dan  kualitas komodjtas

andalan wilayah,  pengembangan industri  hulu  hilir terpadu berbasis unggulan

lokal,  pengembangan  teknologi  pengolahan  yang  sesuai  dengan  komodhas

unggulan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan, pemasaran serta

penyediaan  infrastruktur pendukung  yang  mendorong daya saing  komoditas

unggulan.  Pengembangan  sektor-sektor unggulan  yang  memiliki  keunggulan

regional    sebagai    sektor   base    diarahkan    pada    pengembangan    sektor

pariwisata berbasis sumber daya alam,  budaya dan sejarah,  pengembangan
sektor   pertanian   dan   perkebunan   khususnya   produk   pertanian   organik

termasuk  Kopi  Organik  Pinogu,  pengembangan  sektor  petemakan,  sektor

pertambangan  dan  energi,  sektor  sumber  daya  air,  pengembangan  usaha
industri   berbasis   potensi   sumber   daya   lokal   dan   pengembangan   jasa

pendidikan.

3.  Terwujudnya  kemandirian  dan  ketahanan   pangan  pada  tingkat  aman

sera    tersedjanya    jaminan    pangan    untuk    kesejahteraan    se[umuh

masyarakat.

Peningkatan      ketahanan      pangan      bertujuan      untuk      menjamin

ketersediaan   pangan   bagi   seluruh   masyarakat  Kabupaten   Bone  Bolango

dengan  memperhatikan  stabilitas,  keterjangkauan  serta  kualitas  konsumsi

dan  keamanan  pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Bone   Bolango   yang   diarahkan   melalui   (1)   peningkatan   produksi   dalam

daerah        khususnya        beras       secara        berkelanjutan,        peningkatan

keanekaragaman  dan  ketersediaan  produksi  pangan  temak,  ikan,  tanaman

pangan,  holtikulura,  dan   perkebunan  serta  olahannya,   (2)  pengembangan
kelembagaan  pangan  yang  menjamin  peningkatan   produksi.   ketersediaan

dan distribusi serta konsumsi pangan yang lebih beragam (3) pengembangan

usaha  bisnis  pangan  yang  kompetitif  yang  menjamin  ketersediaan  gizi  dan

pangan   bagi   masyarakat   (4)   Peningkatan   kemudahan   dan   kemampuan
mengakses    pangan    melalui    peningkatan    daya    bell    khususnya    bagi

masyarakat  tertentu  yang  rawan  pangan  (5)  Peningkafan  infrastruktur  dan
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kelembagaan   ekonomi   perdesaan   (6)   mendorong,   dan   mengembangkan

peran  serta  masyarakat  dalam  pemenuhan   keanekaragaman  pangan  0)
Peningkatan     mutu     dan     keamanan     pangan     dengan     meningkatkan

pengawasan    keamanan    pangan;     meningkatkan     kesadaran     produsen
terhadap  keamanan  pangan;  meningkatkan  kesadaran  konsumen  terhadap

keamanan pangan.

4.  Tersedjanya sarana prasarana wilayah yang terintegrasi dan didukung oleh

penataan ruang da®rah yang terarah dan konsjsten.

Pengembangan     sarana     prasarana     wilayah      khususnya     infrastruktur

transportasi,  energi  listrik,  telekomunikasi,  infrastruktur air  minum  dan  sanitasi,

sumber   daya   air,   perumahan   pemukiman,   serta   saranaprasarana   ekonomi

diarahkan    untuk    mendukung    kegiatan    sosial    ekonomi    dan    percepatan

pembangunan  ekonomi,   meningkatkan  pelayanan   publik  serta  meningkatkan

mobilitas    manusia,    barang    maupun   jasa   secara   lokal    maupun    regional,

peningkatan  daya  saing  dan   ketahanan  ekonomi  yang   penyelenggaraannya
dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan

pemanfaatan    potensi    sumber   daya    secara    berkelanjutan.    Pembangunan
transportasi  diprioritaskan  pada  pengembangan  infrastruktur jalan  serta fasilitas

pendukungnya,    dan    pengembangan    sarana    prasarana    perhubungan    baik

pembangunan    terminal,    moda    transportasi    maupun    rekayasa   jalan    dan

pengaturan  perilaku  lalu  lintas  melalui  pendekatan  pengembangan wilayah  agar
tercapai   keseimbangan   dan   pemerataan   pembangunan   antar  daerah   serta

terbentuknya   struktur   dan    pola    ruang   yang   terarah,    efektif,    efisien   dan

berkelanjutan.   Pembangunan  infrastruktur  jalan  diarahkan   pada  peningkatan

kualitas jaringan  infrastruktur jalan  yang  eksisting,  pengembangan  aksesibilitas

pada wilayah terpencil dan terisolasi khususnya wilayah Pinogu dan Bulango Ulu

dan   beberapa   titik   diwilayah   Bone   Pesisir,   serta   pembangunan  jalur   lintas

selafan    Suwawa-Kabila    Bone-Bolaang    Bongondow    Selatan,    jalan    akses

AladiTulabolo,  dan jalur lintas utara Tapa-Atinggola-Bolaang  Mongondow LJtara,

serta   pengembangan   ring   road   Bone   Bolango.   Pembangunan   sarana   dan

prasarana energi dan  ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan jaringan

energi     hingga     keseluruh     desa    dan     dapat    djakses    oleh     masyarakat

berpenghasilan rendah dengan mengedepankan pemanfaatan energi terbarukan

terufama mikrohidro dan energi surya;  Pembangunan dan penyediaan air minum

dan  sanitasi  diarahkan  untuk  peningkatan  akses  air  minum  bagi  masyarakat
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serta penyediaan kebutuhan dasar dibidang sanitasi sebagai upaya mewujudkan

kesejahteraan  masyarakat  dan  tata  kelola  lingkungan  yang  lebih  berkualitas.

Pembangunan  prasarana sumber daya air diarahkan  untuk mewujudkan fungsi

air  sebagai  sumber  daya  sosial  dan  sumber  daya  ekonomi  yang  seimbang

melalui     pengelolaan     yang     terpadu,     efisien,     efektif,     berkeadilan,     dan

berkelanjutan   sehingga  dapat  menjamjn   kebutuhan   pokok  hidup  dan   dapat

meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat.      Pemenuhan   perumahan   beserta

prasarana    dan    sarana    pendukungnya    diarahkan    pada    penyelenggaraan

pembangunan  perumahan  yang  berkelanjutan,  memadai,  layak  dan  terjangkau

oleh   daya    beli    masyarakat   serta   didukung   oleh    prasarana   dan   sarana

permukiman  yang  menoukupi  dan  berkualitas  serta  peningkatan  pemerataan

dan  penyebaran  pembangunan  perumahan  dengan  tetap  yang  memperhatikan

fungsi  dan  keseimbangan  lingkungan  hidup.  Pengembangan  sarana  prasarana

ekonomi    diarahkan    untiik    mendukung    pengembangan    kawasan    ekonoiTii

strategis   yang   dapat   menunjang   pengembangan   sektor   ekonomi   unggulan

dibidang  usaha  pertanian  tanaman  pangan,  perkebunan,  perikanan  dan  usaha

pctemakan.    Pengembangan   sarana   prasarana   ekonomi   dilakukan   secara
terintegrasi  dengan  pengembangan  sarana  prasarana  perdagangan  sebagaj

simpul    pertumbuhan    ekonomi    wilayah.    Penataan    ruang    diarahkan    untuk

penataan   dan   pengembangan   kawasan   baik   kawasan   budidaya   maupun
kawasan    lindung    secara    terarah.    terpadu,    Iestari,    berdaya    guna    dan

berkelanjutan,  dengan  tetap  mempertahankan  peran  dan  fungsi  wilayah  Bone

Bolango   sebagai    penyangga   ekosistem    lingkungan    di    Provinsi    Gorontalo

maupun   lingkungan   global   tanpa   mengabaikan   peran   dan   fungsinya   untuk

kepentingan  kesejahteraan  masyarakat.  Penataan  ruang  diarahkan  pula  pada

pengembangan   dan   penataan   pusat   pemerintahan   kabupaten   dan   wilayah
kecamafan,  kawasan pengembangan ekonomi, serta pada pusat-pusat kegiatan

dan  pelayanan  lainnya  sesuai  dengan  hierarki  dan  fungsi  serta  peningkatan

ak§es   pelayanan   secara   merata   dan    berhierarki   yang   dilakukan    melalui

penyediaan   Rencana   Tata   Ruang   sebagai   acuan   kebijakan   dan   penataan

pembangunan  spasial  untuk  lintas  sektor  dan  wilayah  yang  mengatur  struktur

ruang, pola ruang dan kawasan strategis.
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5.  Terwujudnya   penjngkatan   invesfasj  yang   menggerakkan   perekonomian

masyarakat.

Pembangunan  investasi  diarahkan  dengan  memperbaiki  iklim  investasi  dan

meningkatkan    daya    saing    Bone    Bolango    untuk    mendorong    percepatan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan  berkelanjutan dengan  menciptakan
iklim  yang  kondusif  melalui  penyediaan  infrastruktur  yang  handal  dan  regulasi

yang  mendukung sehingga dapat menarik penanaman  modal dalam  negeri dan
asing  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat

Bone  Bolango  serta  memberikan  insentif  bagi  pengembangan  produk-produk

unggulan lokal.

6.  Terwujudnya Masyarakat Bone Bolango yang Berkualitas

Pembangunan    sumber    daya    manu§ia    Bone    Bolango    ditujukan    untuk

mewujudkan  masyarakat  yang  produktif  dan  berkualitas  yang  ditandai  dengan

meningkatnya  kepribadian  dan  integritas  moral  masyarakat,  kualitas  daya saing

masyarakat,  meningkatnya  indeks  pembangunan  manusia  serta  meningkatnya

derajat kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kemampuan penguasaan

ilmu  pengetahuan  dan  teknologj  seiring  dengan  tumbuhnya  sikap  dan  perilaku

yang  menjunjung  nilai-nilai  agama,  moral  dan  budaya.  Pembangunan  sumber

daya manusia yang  berkua[itas merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan

kualitas  masyarakat  Kabupaten  Bone  Bolango  yang  sejahtera  dan  berakhlak

mulia  serta  mampu  berdaya saing.  0leh  karena itu  pembangunan  sumberdaya

manusia diarahkan pada pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan yang

berorientasi   pada   penciptaan   insan   kreatif  dan   inovatif,   peningkatan   lndeks

Pembangunan   Manusia   (lpM),   pengembangan   insentif   dan   disinsentif   bagi

usaha   baru   masyarakat  serta   mengembangkan   kerjasama   dengan   swasta

dalam  meningkatkan  partisipasi  tenaga  kerja.  Beberapa  sasaran  pokok  dalam

misi ini adalah sebagai berikut:

a.    Tumbuhnya    karakter    masyarakat    yang    tangguh,    disiplin,    taat    hukum,

kompetitif,    berakhlak   mulia,    bertoleran,    bergotong   royong,   dinamis   dan

bewawasan lpTEK,

Peningkatan perilaku masyarakat yang yang memiliki jiwa patriotik, kreatif dan

inovatif,   disiplin,   taat  asas  dan   hukum  serta   menjunjung  tinggi  etika   dan

budaya   daerah   yang   ditujukan    untuk   meningkatkan    upaya   pembinaan

kesadaran   hukum   dan   ketertiban   kepada   masyarakat   serta   penguatan
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penegakan  disiplin  dan  hukum  yang  berwibawa  melalui  penataan   pranata

hukum,    penerapan    insentif   dan    disinsentif   dalam    penegakan    hukum,

pengembangan  keamanan  lingkungan  yang  handal  dan  penguatan  aspek
budaya   dalam   penyelenggaraan   pendidikan   untuk   membangun   karakter

budaya  masyarakat.  Pembentukan  karakter tersebut diprioritaskan  pula  bagi

teiwujudnya  generasi  muda  yang  sehat,  mandiri,  produktif,  kreatif,  inovatif,

dan   memiliki   moral  dan   rasa   kebangsaan   yang  tinggi,   serta  terwujudnya

peningkatan   peluang   dan   peran   aktif   perempuan   dalam   pembangunan

daerah.

b.    Terwujudnya  peningkatan  kualitas  pendidikan  yang  merata,  adil dan  berdaya

saing.

Pembangunan   pendidikan   ditujukan   untuk   meningkatkan   kualitas   sumber

daya  manusia  agar  teiwujudnya  masyarakat  yang  berharkat,  bermartabat,

berakhlak   mulia   dan   sejahtera  sehingga   mampu   bersaing   dalam   tingkat

global.    Penyediaan    pelayanan    pendidikan    diarahkan    pada    peningkatan

kualitas  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  terintegrasinya  seluruh  jalur,

jenis dan jenjang pendjdikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah
dj    masa    depan.    Peningkatan    pelayanan    pendidlkan    dilakukan    melalui

pemenuhan  layanan  pendidikan  dasar dan  menengah  yang  berkualitas  dan
sesuai   dengan   kebutuhan   pembangunan,   peningkatan   akses   pendidikan

menengah  yang  berkualitas,  berdaya  saing  dan  selaras  dengan  kebutuhan

pembangunan,    peningkatan    profesionalisme    dan    pemerataan    distribusi

pendidik   dan   tenaga   kependidikan,   peningkatan   peran   serta   masyarakat
secara  aktif  dan   bertanggung  jawab  dalam   penyelenggaraan   pendidikan,

pemantapan  pelaksanaan  sistem  pendidikan  yang  holistik dan  integratif dan

penguatan tata  kelola  pendidikan  daerah yang  mampu  menjawab tantangan

pembangunan kedepan dengan tetap menjunjung tinggi  nilai  moral dan etika.

Pengembangan     pendidikan     diarahkan     pada     perluasan     kesempatan

memperoleh  pendidikan  pada semua jenjang  pendidikan  melalui peningkatan

akses terhadap  sumber-sumber  belajar terutama  bagi  mereka  yang  berasal

dart   keluarga   tidak   mampu.   peningkatan   kualitas   dan   relevansi   proses

pelaksanaan     pendidikan     sesuai     dengan     tuntutan     stakeholder,     dan

peningkatan   kualitas   infrastruktur   pendukung   serta   manajemen   intemal
institusi-institusi  pendidikan  dan  pengelola  sumber-sumber  belajar  lainnya.

Proses   pendidikan   yang   dijalankan   harus   mampu   membangkitkan   dan
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mengembangkan  kapasitas,  bakat  dan  kreatifitas  peserta  didik  pada  semua

jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan  non-formal dan  pendidikan

luar  biasa  melalui  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  tenaga  pendidik  dan

kependidikan.  baik teknis  maupun  non  teknis.  Pengembangan  pendidikan  di

Bone  Bolango  difokuskan  pula  untuk  mewujudkan  Bone  Bolango  sebagai

kawasan   strategis   pendjdikan   dan   pengembangan   sejarah   dan   budaya

daerah dalam skala regional.

c.    Terwujudnya    peningkatan    pelayanan    kesehatan    yang    teriangkau    dan

berkualitas.

Pembangunan  kesehatan  diarahkan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehafan

masyarakat   Kabupaten   Bone   Bolango   secara   adil   dan   merata   melalul

penyediaan    jaminan    kesehatan    bagi    seluruh    masyarakat    khususnya
masyarakat   berpenghasilan    rendah    (Universal   Hearth   Coverage),   serta

peningkatan  kctersediaan  dan  kualitas  layanan  kesehatan  yang  terjangkau
dan  merata  bagi  seluruh  masyarakat.   Pembangunan  kesehatan  dilakukan

melalui   peningkatan  akses  pelayanan   kesehatan  dasar  dan   rujukan   bagi

seluruh  masyarakat,   peningkatan  gizi  yang  berkualitas  bagi  ibu  dan  anak.

peningkatan   kualitas   layanan   KB,   pemberantasan   penyakit   menular   dan

penanganan    penyakit    tertentu    dengan    prevalensi    tinggi,     penyehatan
lingkungan  secara  terpadu  dan  berkelanjutan,  peningkatan  upaya  promotif

dan     preventif,     serta     peningkatan     profesionalisme,     pemerataan     dan

pendayagunaan     tenaga     kesehatan.     Peningkatan     [ayanan     kesehatan
dilakukan   juga    melalui    pemenuhan    sarana    prasarana   dan    perbekalan

kesehatan sesuai standar layanan kesehatan,  peningkatan ketersediaan dan

kualitas sumber daya tenaga kesehatan yang didukung  dengan  peningkatan

manajemen pelayanan kesehatan temasuk regulasinya.

d.     Terwujudnya  kesejahteraan  sosial  masyarakat  dengan  memfokuskan  pada

pengurangan    jumlah    penduduk    miskin    secara    terarah,    bertahap    dan
berkesinambungan.

Penurunan  penduduk  miskin  diarahkan   untuk  menekan  angka  kemiskinan

dibawah  9%  pada  akhir  Tahun  2025  melalui   peningkatan  dan  perluasan

program      perlindungan      sosial      yang      menyeluruh      bagi      masyarakat

berpenghasilan rendah, anak yatim, orang dengan  keterbatasan  kemampuan

fisik (Physical Chalengging People), dan penyandang masalah kesejahteraan
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social lainnya.  Peningkatan kesejahteraan masyarakat diarahkan pula  melalui

pemberdayaan  dan   peningkatan   kemandirian   masyarakat,   pengembangan
usaha   ekonomi   rakyat   yang   terarah   dan   berkelanjutan,   pengembangan

kualitas     perumahan     dan     lingkungan     pemukiman,     serta     percepatan

pembangunan   infrastruktur  dan   pembangunan   ekonomj   yang   terintegrasi

dengan ekonomi pedesaan sebagai basis pertumbuhan daerah.  Peningkatan

kesejahteraan  masyarakat  dilakukan  secara  komprehensif  dan  terintegrasi

lintas sektor dan pembiayaan, terpadu antar mufti stakeholder,  serta didukung

dengan    penguatan    kelembagaan    dan    regulasj    yang    memihak    pada

kepentingan   kesejahteraan   masyarakat   (Pro   Poor).   Peningkatan   kualhas

kesejahteraan  masyarakat  dilakukan  juga  dengan  memperkuat  peran  aktif

perempuan   baik   perananya   dilingkungan    keluarga   maupun   peranannya
dilingkungan  masyarakat  dan  dunia  kerja.  Pemberdayaan  perempuan  terus

semakin      ditingkatkan      peranannya      dalam      peningkatan      produktivitas

masyarakat.

e.     Tumbuhnya jtwa, semangat dan kreatifitas kepemudaan.

Peningkatan    kreativitas    pemuda    dilakukan    melalui    pembinaan    mental

kepemudaan,   pengembangan   usaha  dan   kreatifitas  pemuda,   peningkatan

kemampuan  dan  pengetahuan  pemuda,  penguafan  kelembagaan  organisasi

kepemudcan serta penyediaan sarana  prasarana olahraga,  seni dan  budaya

yang   mendukung   peningkatan   prestasi   pemuda  dan   remaja.   Pembinaan

pemuda     ditujukan     pula     pada     upaya     memberantas     penyalahgunaan
NARKOBA   dikalangan   generasi   muda   serta   sikap   mental   lainnya   yang

beTtentangan dengan etika, moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

f.       Mewujudkan pemerintahan Yang Amanah

Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  membutuhkan  peningkatan  kapasitas

aparatur,  perbaikan  manajemen dan administrasi pemerintahan daerah serta

lingkungan     masyarakat     yang     menjunjung     tinggi     supremasi     hukum.

Pemerintah  dituntut  membuat  kebijakan  dan  strategi  pembangunan  inovatif

yang  mendukung  teriaksananya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good

governance).   Sebagai   pranata  atau   lembaga   yang   eksis   dalam   seluruh

jenjang   pelayanan  publik,  pemerintah  daerah  menjadi  salah  satu  elemen

penting  dalam  mendorong akselerasi  pembangunan.  Peran dan fungsi yang
strategis  ini  akan  efektif  bila  pemerintah  mampu  membangun  pemerintahan
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yang amanah,  bersih,  profesional dan  berintegritas tinggi (Good Governance
and clean Governance).  Kondisi tersebut akan semakin kuat apabila tercipta

peningkatan    partisipasi    masyarakat    dalam    penetapan    kebijakan    dan

pelaksanaan    pembangunan   daerah   yang   didukung   oleh    kondisi   politik

yangdemokratis serta   peningkatan  profesionalisme dan  etos  ken.a aparatur,
efisiensi  birokrasi  dan   akuntabilitas  pemerintahan  daerah  yang   bermuara

pada  peningkatan  pelayanan  publjk,  sehingga  dapat terwujud  pemerintahan

yang  bersih,  berwibawa  dan  bertanggung  jawab.  Beberapa  sasaran  pokok
dalam misj ini adalah sebagai berikut:

>  Terwujudnya  reformasi  birokrasi  dan   perbaikan  kapasitas  kelembagaan

pemerintahan yang efektif, efisien dan handal dalam menjalankan amanah

rakyat.

Pelaksanaan  reformasi birokrasi diarahkan  untuk meningkatkan  kapasitas
dan kinerja pemerintahan melalui penataan kelembagaan, administasi dan
manajemen  pemerintahan,  peningkatan  kompetensi  dan  profesionalisme
aparatur,  dan  penciptaan  pe[ayanan   publik  yang  prima  dan  berkualitas.
Reformasi   birokrasi   dilaksanakan   secara   komprehensif   dalam   semua
aspek kepemerintahan termasuk perbaikan  proses pelayanan  masyarakat
dan   penataan   tata   laksana   serta   manajemen   organisasi.   Penuntasan
penanggulangan   korupsi   dan   penyalahgunaan   wewenang   harus  terms
dilakukan  dengan  penerapan  prinsip-prinsjp  tata  pemerintahan  yang  balk

pada semua unit dan jenjang pemerintahan   melalui peningkatan intensitas
dan    efektivitas    pengawasan    aparatur   melalui    pengawasan    internal,
pengawasan  fungsional  dan  pengawasan  masyarakat,  peningkatan  etika
birokrasi  dan   budaya   keria  serta   pengetahuan   dan   pemahaman   para
aparatur terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang balk,  penegakan
hukum    dan    disiplin,    pemberiaan    penghargaan    bagi    aparatur    yang
berkinerja  baik,   serta  pemberian   hukuman   kepada  pelaku  korupsi  dan
penyalahgunaan   wewenang   sesuai   dengan   ketentuan   yang   berlaku.
Pengembangan   dan   penataan   produk   hukum   daerah   terus   diperbaiki
seiring    dengan    penataan    sistem    pendokumentasian    produk   hukum,
sosialisasi    serta    penegakan    pelaksanaan     produk    hukum    daerah.
Penciptaan   komunikasi  dan  kemitraan  yang  konstruktif  antar  eksekutif,
Iegislatif   dan   penyelenggara   pemerintahan   lainnya   terms   ditingkatkan
dalam      mendukung     suksesnya      keberlangsungan      penyelenggaraan
pemerintahan.     pelaksanaan    pembangunan    dan    pelayanan    kepada
masyarakat.   Pengembangan  infrastruktur  pemerintahan  diarahkan  pada
percepatan  penyediaan sarana prasarana pemerintahan yang mendukung
pelayanan   publik,   serta   peningkatan   kualitas  dan   pemanfaatan   sistem
informasi  dan  komunikasi  yang  didukung  dengan  teknologi  yang  relevan
dengan     kebutuhan     daerah.     Kapasitas     pemerintah     daerah     terus
dikembangkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahanan
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hingga  ditingkat  pemerintahan  desa  dan  dusun,   peningkatan   kapasitas

perencanaan   pembangunan,   pengelolaan   keuangan  atau  aset  daerah,
peningkatan    kapasitas    pengawasan,    serta    peningkatan    kemampuan
manajemen kepegawaian.   Penguatan tata kelola pemerintahan diarahkan
juga pada  peningkatan  kepasitas lembaga legi§latif daerah  dalam  rangka
peningkata n          kual itas          kesadaran          dan          i nteg ritas          u ntuk
mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance.

>  Terwujudnya   peningkatan   kompetensi,   disiplin,   profesionalisme   dan

etika     aparatur     pemerintahan     daerah     untuk     mewujudkan     tata

pemerintahan yang balk, bersih dan berwibawa.

Pembangunan  aparatur  pemerintahan  daerah  dilakukan  secara  terarah
dan  komprehensif  sejak  tahapan  perencanaan  dan  rekruitmen  aparatur,
pengembangan  kanr,   peningkatan  kompetensi,  profesionalisme,   disiplin,
serta   integritas   etika   dan   moral   penyelenggara   pemerintahan   dalam
mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang   baik  dan  kualitas  layanan
publik.     Peningkatan     kapasitas    aparatur    daerah     dilakukan     melalui
pembinaan aparatur yang terarah dan berkesinambungan serta pendidikan
dan    pelatihan    aparatur    baik    diklat    fungsional,    diklat    teknis,    diklat
kepemimpinan   maupun   pendidikan   akademik  pada   berbagai  jenis  dan
jenjang     pendidikan     sesuai     kebutuhan     dan     kemampuan     daerah.
Pengembangan   aparatur   diarahkan    pula   melalui   upaya   peningkatan
kesejahteraan    aparatur,    pemberian    penghangaan,    penguatan    kinerja
KORPRI,   serta   perlindungan   hokum   dan   hak   azasi   manusia   dalam
pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai  abdi  negara  dan  abdi
masyarakat.

>  Tersedianya   pelayanan    publik   yang   prima   dan   menjunjung   tinggi

kebutuhan  dan  dinamika  masyarakat.   Peningkatan  pelayanan  publik

yang   prima   diarahkan   untuk   meningkatkan   kepuasan   layanan   dan

jaminan  akses  layanan  masyarakat  yang  cepat,  mudah  dengan  biaya

yang terjangkau.

Peningkatan  layanan  publik  diarahkan  pula  untuk  peningkatan  daya tarik
investasi  khususnya  bagi dunia  usaha  dan  masyarakat,  serta  mendorong
motivasi     masyarakat     untuk     berperan     aktif     dalam      pelaksanaan
pembangunan daerah. Peningkatan pelayanan publik prime dikembangkan
melalui   penyediaan   system   layanan   yang   handal,   termasuk   kerangka
regulasi terstandarisasi yang menjamin kemudahan dan kepastian layanan
serta     efektifitas    dan    efisiensi     setiap    jenis     layanan,     peningkatan
pengetahuan dan penguasaan teknis,  peningkatan kemampuan manajerial
dan    kepemimpinan    aparatur,    serta    penyediaan    sarana    prasarana
pelayanan publik handal dan berkualitas.
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>  Terwujudnya      peningkatan      efisiensi      dan      efektivitas      kebijakan

pembangunan,   pelaksanaan  dan   pengawasan   pembangunan  dalam
kerangka good governance.

Peningkatan     kapasitas     pemerintah     dalam     perumusan      kebijakan
pembangunan yang  berkualitas  merupakan  prasyarat  utama keberhasilan
pelaksanaan   otonomi   daerah.   Kebijakan   publik   yang   berkualitas  juga
mendorong   terwujudnya   penyediaan   pelayanan   publik   yang   lebih   balk
kepada     masyarakat.     Peningkatan     kualitas     penyusunan     kebijakan
pembangunan  diarahkan  pada  peningkatan  kapasitas  pemerintah  daerah
dalam    merumuskan    kebijakan    pembangunan    berbasis    pengetahuan
didukung data dan informasi yang  relevan dan akurat dalam suatu  proses
pengambilan  keputusan  yang  inklusif.  Disamping  itu  peningkatan  kualhas
penyusunan    kebijakan    pembangunan    dilakukan    melalui    peningkatan
kapasitas  lembaga  penelitian  dan   perguruan  tinggi   untuk  berpartisipasi
aktif dalam  proses penyusunan  kebijakan,  pengembangan  basis data dan
infomasi pembangunan yang akurat dan mutakhir, pengembangan proses
pengambilan  keputusan  yang  terbuka dan  akuntabel,  serta  pengendalian
dan evaluasi kebijakan pembangunan yang konsisten.

>  Terciptanya    peningkatan    kemampuan    pemerintah    daerah    dalam

pembiayaan pembangunan daerah.

Kemampuan     pembiayaan     pembangunan     daerah     diarahkan     untuk
meningkatkan  kemampuan  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  dalam
memenuhi  kebutuhan fiskal  dalam  pelayanan  publik yang  berkualitas dan

peningkatan  kesejahteraan  rakyat  yang  merata  dan  berkesinambungan
melalui      peningkatan      sumber-sumber      pendapatan      asli      daerah,
pengembangan   kemitraan   (Public  Private   Partnership),   pengembangan
investasi daerah, serta peningkatan mobillitas ekonomi yang member efek
stimulus  fiskal  bagj  peningkatan  alokasi  dana  transfer  khususnya  dana
bagi hasil pajak untuk pembangunan daerah.

222     RPTro KAB. BONE BOIANG0 2016-202i

Visi

"TERlh7UJUDNYA BONE BOLANGO CERERLANG"

MISI

Misi   yang   terkandung   dalam   dokumen   RPJMD   kabupaten   Bone

Bolango   merupakan   Janji   Bupati   dan  wakil   Bupati   Bone   Bolango  dalam

rencana program keria pada saat pidato kampanye politik. Jani-janji tersebut
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menjadi   bagian   yang  dituangkan   ke  dalam  dokumen   RPJMD   Kabupaten

Bone Bolango 2016-2021  sepehi dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.2 Misi dan Program RPJMD Kab. Bone Bolango

MIsl PROGRAM

1

Mewujudkan masyarakatSehat,Cerdasdansejahtera

1

Meningkatkan layanan pendidikan  gratis dan berkualitas:
melanjutkan beasiswa SMA dan PT, sarana lT Bus Antar jemput
un(uk siswa, kenaikan tunjangan guru terpencil dan kenderaan
bermotor untuk guru berdedikasi.

2
Meningkatkan layanan kesehatan  gratis dan berkualitas: mobil
antar jemput pasien, pembangunan Rumah Sakit Toto dan Rumah
Sakjt Tombulilato,  serta beasiswa untuk paramedis dan dokter

3
Meningkatkan    pemberian   bantuan    modal   usaha   untuk   ribuan
keluarga yg kurang mampu, termasuk bantuan untuk perempuan yg
menjadi kepala keluarga Oanda).

4 Meningkatkan  Bantuan  yatim  piatu,  bantuan  duka,  bantuan  nikah
dan Bantuan melahirkan untuk warga kurang mampu

2

Mewujudkan percepatan

1

Meningkatkan pembangunan desa dengan intervensi melalui
alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) serta program afirmatif
Iainnya yg berdampak pada membaiknya desa, irfrastruktur desa
serta peningkatan kesejahteraan rakyat di desa

2
Menjngkatkan jumlah usaha kectl menengah (UKM),  BUMDES
sebagai penggerak ekonomj desa

3
Meningkatkan  bantuan  perbaikan   dan  pembanguman  ribuan  unit
rumah keluarga kurang mampu

4
Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pasar

pembangunan infrastruktur pasar, irigasi, jalan usaha tani, sarana air bersih dan jaringan listrik
dan desa sebagaipenopangpertumbuhan utk rakyat

5

Meningkatkan   pembangunan   pusat   pemerintahan   dan   memulai
wi layah berbasis lingkungan revitalisas].   4   kecamatan   induk   menjadi   berwajah   kcta   dengan
hidup pelebaran   jalan,    penghijauan,   pembuatan   saluran,   pembuatan

median jalan,  lampu penerangan jalan umum dan taman kota serta
prasarana olahraga.

6

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA & LH
melalui  pola  kemitraan;   Peningktan  pengendalian  pencemaran  &

perusakan   Lingkungan   Hidup;   Mengamankan   dan   merehabilitasi
daerah  aliran   sungai   (DAS)  termasuk  untuk  antisipasi   bencana
banjir dan irigasi pertanian;

3

Mewujudkan perekonomianDaerahyangberdayasaing,meratadanBerkeadilan
1

Mempertajam      ikon      pariwisata      unggulan      daerah      berupa
pengembangan  taman  laut  olele,  pantai  molotabu  dan  bctutonuo
serta pemandian lombongo

2
Meningkatkan produk komoditi unggulan yaitu kopi pinogu, gula

aren, dan gula madu

3
Perluesan   pewilayahan   komoditi    unggulan   pertanian   berbasjs

Organic

4
Mewujudkan tata

1

Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai dengan
pemeri ntahan moderen melaksanakan pendidikan dan pelatihan periodik, pemberian
yang berbudaya fasilitas beasiswa (S1, S2 dan S3) dan pemberian Tunjangan
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MIS' PROGRAM

Kineria Daerah (TKD).

2
Meningkatkan  sistem  manajemen  pengelolaan  keuangan  daerari
berbasis  /r;  Penjkatan  sistem  pengawasan  &  akuntabilifas  kinena
aparatur pemerintah;  Penegakan Hukum & Pemberantasan Korupsi

3
Mengembangkan  egovemmenf dalam tatakelola pelayanan  publik
pada level kabupaten, Kecamatan dan Desa

Sumber : Dok. RPJMD Kab.  Bone Bolengo 2oi 6 - 2o2i

2.23  RTRW KABUPATEN BONH BOLANGO 2011-2031

A.   K®bijakan dan Stratogi Penataan Struktur Ruang

Kebijakan penataan struktur ruang Kabupaten Bone Bolango meliputi:

a`    Peningkataan  akses  perkctaan  dan   pusat  pertumbuhan  ekonomi  wilayah

secara merata dan hierarkis, dengan strategi berupa :

1)   Mempromosikan  Pusat  Kegiatan  Lokal  (PKLp)  berupa  kota-kota  satel.rt

penyangga ibukota Kabupaten Bone Bolango;

2)   Meningkatkan  interkoneksi  antar  kawasan  perkotaan  yang  meliputi  PKL

eksisting,   PKLp,   PPK   dan   PPL,   antar   kawasan   perkotaan   dengan

kawasan  perdesaan,  serta  antar  kawasan  perkotaan  dengan  kawasan

perdesaen, serta antar kawasan perkotaan dengan  wilayah sekitamya:

3)   Mengembangkan    pusat-pusat    pertumbuhan    baru    di    kawasan   yang

potensil dan belum teriayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;

4)   Mengendalikan  pemanfaatan  ruang  wilayah  rawan  longsor di  perbukitan

dan rawan banjir di tepi sungai; dan

5)   Mendorong   kawasan   perkctaan   dan   pusat   pertumbuhan   agar   lebih

kompctitif  dan  lebih  efektif  dalam  mendorong   pengembangan  wilayah

sekitamya.

b.    Peningkatan     kualitas     dan    jangkauan     pelayanan    jaringan     prasarana

transportasi,  telekomunikasi,  energi  dan  sumberdaya  air  yang  terpadu  dan

merata di seJuruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, dengan strategi berupa :
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1)   Meningkatnya  kualitas jaringan  prasarana  dan  mewujudkan  keterpaduan

pelayanan transportasi darat secara terpadu;

2)   Mendorong    pengembangan   prasarana   informasi   dan   telekomunikasi

terutama di kawasan yang masih terisolir;

3)   Meningkatkan   jaringan   energi   dengan   lebih   menumbuh-kembangkan

pemanfaatan  sumber  daya  terbarukan  yang   ramah   lingkungan  dalam
sistem  kemandirian  energi  area  mlkro,  dibanding  pemanfaatan  sumber

daya   yang   tak   terbarukan,    serta   mewujudkan   keterpaduan   sistem

penyediaan tenaga listrik;

4)   Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan

sistem jaringan sumber daya air; dan

5)   Meningkatkan jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas kabupaten

yang terpadu dengan jaringan dalam tataran provinsi dan nasional secara
Optimal.

8.  Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

a.    Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, meliputi :

>    Pemeljharaan    dan     perwujudan     kelestarian    fungsj    sistem    ekologi
wilayah(ecoregion);

>    Merehabilitasi kawasan [indung yang mengalami ancaman antroposentris;
dan

>    Pencegahan      dampak      negatif     kegiatan      manusia      yang      dapat
menimbulkankerusakan lingkungan hidup.

Strategi   untuk   pemeliharaan   dan   perwujudan   kelestarian   fungsi   sistem

ekologtwilayah meliputi:

«:»   Menetapkan   kawasan   lindung   di   ruang  darat,   laut  maupun   udara,

termasuk didalam bumi;

<.   Mewujudkan  kawasan  berfungsi  lindung  dalam  satu  wilayah  dengan

luas   palingsedikit   30%   dari   luas  wilayah   tersebut   sesuai   dengan

kondisi ekosistemnya; dan
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<.   Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah

menurunakibat   pengembangan   kegiatan   budidaya,   dalam   rangka

mewujudkan danmemelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Strategi    untuk    pencegahan    dampak    negatif    kegiatan    manusia    yang

dapatmenimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah meliputi:

•:»   Menyelenggarakan  upaya  terpadu  untuk  melestarikan  fungsi  sjstem

ekologivilayah;

a   Melindungi   kemampuan   lingkungan   hidup   dari  tekanan   perubahan

dan/ataudampak  negatif yang  ditimbulkan  oleh  suatu  kegiatan  agar

tetap  mampumendukung  perikehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup

lainnya;

«:.   Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,

dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

•:»   Mencegah teriadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak

langsung    menimbulkan    perubahan    sifat    fisik    lingkungan    yang

mengakibatkan  lingkungan  hidup  tidak  berfungsi  dalam  menunjang

pembangunan yang berkelanjutan;

•:.   Mengendalikan   pemanfaatan   sumberdaya   alam   secara   bijaksana

untuk menjamin  kepentingan  generasi  masa  kini dan  generasi  masa

depan;

•:»   Mengelola    sumberdaya    alam    tak    terbarukan    untuk    menjamin

pemanfaafannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem
ekologi lokal serta pembangunan sumberdaya baru untuk penghasilan

dan pelestarian lingkungan;

•:.   Mengelola    sumberdaya   alam    yang    terbarukan    untuk   menjamin

kesinambungan    ketersediaannya   dengan   tetap   memelihara   dan

meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan

•:»   Mengembangkan  kegiatan  budidaya yang  mempunyai  daya adaptasi

bencana di kawasan rawan bencana.
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b.    Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

>    Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan

budidaya;

>    Pengendalian  perkembangan  kegiatan  budidaya  agar  tidak  melampaui

daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi   untuk  perwujudan  dan  peningkatan   kcterpaduan  dan   keterkaitan

antar kegiatan budidaya meliputi:

•:.   Menetapkan     kawasan    budidaya    yang     memiliki    nilai    strategis

kabupaten untukmemanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, Iaut,

dan  udara,  termasuk  ruang  di  dalam   bumi  secara  sinergis  untuk

mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

•:.   Mengembangkan   kegiatan   budidaya   unggulan   di   dalam   kawasan

beserta    prasarana    secara    sinergis        dan    berkelanjutan    iintuk

mendorong pengembangan perekonomian kawasan;

<»   Mengembangkan  kegiatan  budidaya  untuk  menunjang  aspek  politik,

pertahanan  keamanan,  sosial  budaya,  serta  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi;

•:.   Mengembangkan   dan   melestarikan   kawasan   budidaya   pertanian

pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan provinsi;

¢   Mendukung  kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bemilai

ekonomi   tinggi   di   Alur   Laut   Kepulauan    Indonesia   (ALKI),   Zona

Ekonomi     Ekslusiflndonesia     atau     landasan      kontinental      untuk

meningkatkan perekonomian nasional;

Strategi    untuk    mengendalikan    perkembangan    kegiatan    budidaya    agar

tidakmelampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

<.   Membatasi   perkembangan   budidaya  terbangun  di   kawasan   rawan

bencana  untukmeminimalkan  potensi  kejadian  bencana  dan  potensj

kerugian akibat bencana;

<.   Menumbuhkembangkan   fisik   pusat   kota   dengan   mengoptimalkan

pemanfaatanruang secara vertikal dan kompak, asri dan lestari seperti
kcta faman ;
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•:.   Menumbuhkembangkan  agropolhan   yang   memadukan  agroindustri,

agrobisnis,agroedukasi  serta  model  rumah  kebun  di  klaster  sentra-

sentra produksi komoditaspertanian unggulan;

•:.   Mengembangkan  ruang terbuka  hijau  dengan  luas  paling  sedikit 30%

dari luaskawasan perkotaan;

•:»   Membatasi perkembangan  kawasan terbangun di kawasan perkotaan

besar   danmetropolitan   untuk   mempertahankan   tingkat   pelayanan

prasarana   dan   saranakawasan   perkotaan   serta   mempertahankan
fungsi kawasan perdesaan disekitarnya; dan

¢   Mengembangkan      kegiatan      budidaya      kelautan      yang      dapat

mempertahankankeberadaan pulau-pulau kedl.

c.    Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten ini meliputi:

>    Pelestarian    dan    peningkatan    fungsi    dan    daya    dukung    lingkungan

untukmempertahankan   dan    meningkatkan    keseimbangan    ekosistem,

melestarikan keanekaragaman          hayati ,          mem pertahanka n          dan

meningkatkan fungsi  perlindungan  kawasan,  melestarikan  keunikan  rona

alam, dan melestarikan warisan ragam budaya lokal:

>    Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

>    Pengembangan  dan  peningkatan fungsi  kawasan dalam  pengembangan

perekonomian  kabupaten  yang  produktif,  efisien,  dan  mampu  bersaing
dalam perekonomian nasional atau internasional;

>    Pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan  atau  perkembangan  iptek  secara

optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

>    Pelestarian   dan   peningkatan   kualitas   sosial   dan   budaya   lokal   yang

beragam.

>    Pelestarian   dan   peningkatan   nilai   kawasan   lindung   yang   ditetapkan

sebagai warisan dunia; dan

>    Pengembangan    kawasan   tertinggal    untuk   mengurangi    kesenjangan

sosial, ekonomi, budaya antar kawasan.

Strategi    untuk   pelestarian    dan    peningkatan    fungsi    dan    daya   dukung

lingkungan hidup, meliputi:
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•:»   Menetapkan kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung;

«:.   Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional maupun

kabupaten yang berpctensi mengurangi daya lindung kawasan;

•:.   Membatasi  pemanfatan  ruang  di  sekitar  kawasan  strategjs  nasional

maupun    Kabupaten    yang    berpotensi    mengurangi    daya    lindung

kawasan.

•:»   Membatasi  pengembangan  prasarana  dan  sarana  di  dalam  dan  di

sekitar  kawasan  strategis  nasional  maupun  kabupaten  yang  dapat

memicu perkembangan kegiatan budidaya;

•:.   Mengembangkan    kegiatan    budidaya   tidak   terbangun    di    sekitar

kawasan    strategis    nasional    maupun    Kabupaten    yang    berfungsj

sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan

kawasan budidaya terbangun; dan

•:.   Merehabilitasi  fungsi  lindung  kawasan  yang  menurun  akibat  dampak

pemanfaafan   ruang   yang   berkembang   di   dalam   dan   di   sekitar
kawasan strategis nasional maupun provinsi.

Strategi  untuk peningkatan fungsi  kawasan  bagi  pertahanan  dan  keamanan

negara, meliputi:

•:.   Mendukung   penefapan   kawasan   strategis   nasional   dengan  fungsi

khusus pertahanan dan keamanan;

•:.   Mendukung  kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar

kawasan  §trategis  nasional  untuk  menjaga  fungsi  pertahanan  dan

keamanan, dan

«:.   Mendukung   pengembangan   kawasan   lindung   dan   atau   kawasan

budidaya   tidak   terbangun   di   sekitar   kawasan   strategis   nasional

sebagai   zona   penyangga   yang   memisahkan    kawasan   strategis

nasional dengan kawasen budidaya terbangun,

Strategi   untuk   pengembangan   dan   peningkatan   fungsi   kawasan   dalam

pengembangan perekonomian kabupaten meliputi:
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•:.   Mengembangkan  pusat  pertumbuhan  berbasis  potensi  sumberdaya

alam   dan   kegiatan   budidaya   unggulan   sebagai   penggerak  utama

pengembangan wilayah;

•:.   Menciptakan   iklim   yang   kondusif   bagi   investasi   yang   mendukung

peningkatan     kesejahteraan     masyarakat     lokal     dan     pelestarian
lingkungan;

•:.   Mengelola   pemanfaatan   sumberdaya   alam   agar  tidak   melampaui

daya dukung dan daya tampung kawasan;

«:.   Mengelola dampak negatif kegiatan  budidaya agar tidak menurunkan

kualitas  sosial,  ekonomi,  budaya  masyarakat  dan  lingkungan  hidup

kawasan;

•:.   Mengintensifkan   promosi   peluang   investasi   bagi   kegiatan   ramah

lingkungan     dan     berdampak     pada     peningkatan     kesejahteraan

masyarakat lokal, dan

•:.   Meningkatkan  pelayanan  prasarana  dan  sarana  penunjang  kegiatan

ekonomi.

Strategi   untuk  pemanfaatan   sumberdaya  alam   dan   atau  teknologi  tinggi

secaraoptimal,  meliputi:

«:.   Mengembangkan  kegiatan  penunjang  dan atau  kegiatan turunan daii

pemanfaatansumberdaya dan atau teknologi tinggi;

•:.   Meningkatkan    keterkaitan    pemanfaafan    sumberdaya    dan    atau

teknologi     tinggi     dengan     kegiatan     penunjang     dan/turunannya.

dan;Mencegah  dampak  negatif  pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan

atau     teknologitinggi     terhadap     fungsi     lingkungan     hidup     dan

keselamatan masyarakat.

Strategi   untuk   pelestarian   dan   peningkatan   sosial   dan   budaya   bangsa,

me'iputi:

¢.   Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang

mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;

•:.   Mengembangkan    penerapan    ragam    nilai    budaya    lokal    dalam

kehidupan masyarakat; dan
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•:.   Melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam.

2.2.4  STRATEGI SANITASI ROTA (SSH) KAB. BONE BOLANGO 2014-2018

2.2.4.1   Program Pengembangan Sanitasi Kab. Bone Bolango

1.Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Promosi Higiene

Rencana strategis pembangunan kesehafan kabupaten Bone Bolango

bertujuan  menguraikan  langkah  terpilih  untuk mencapai tujuan-tujuan

program pembangunan daerah sub sektor kesehatan dengan

Visi  :

``Terwviudnya Sanitesi Bone Bolango yang lebih balk,

berkelanjutan dan berbasis Nlasyarakat"

Visi ini mempunyai makna :

a.   "Terwujudnya"   mengandung   arti   usaha  dan   upaya   percepatan

pencapaian sanitasi yang lebih baik

b.    "Sanitasi    Bone    Bolango"    yang    lebih    baik    mengandung    arti

peningkatan  sanitasi  dengan  pengelolaan  air  bersih,  air  limbah,

persampahan   dan   drainase  sesuai   standar  na§ional   indonesia

(SNl) dan standar pelayanan minimal (SPM)

c.    "Berkelanjutan"    mengandung    arti     sanitasi     kabupaten     Bone

Bolango dalam pengelolaannya harus berorientasi jangka panjang

d.   "Berbasis Masyarakat" mengandung arti  pengelolaan sanitasi ikut

mem berdayakan masya rakat

Misj sanitasi Kabupaten Bone Bolango :

a.    Meningkatkan fasilitas dan akses layanan kesehatan, air bersih dan

sanitasi bagi seluruh masyarakat kabupaten Bone Bolango

b.    Meningkatkan  upaya  penyehatan  lingkungan  permukiman  melalui

program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

c.    Meningkatkan    akses    air    minum    dan     sanitasi    dasar    yang

berkesinambungan dalam pencapaian MDGs Tahun 2015

d.    Meningkatkan    pengelolaan    air    bersih    dan    sanitasi    berbasis

masyarakat
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e.    Meningkatkan     perencanaan,     pelaksanaan,      pembinaan     dan

penilaian akses sanitasi kab. Bone Bolango
f.     Meningkatkan   derajat  kesehatan  dan   kesejahteraan   masyarakat

kabupaten Bone Bolango

2.   Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kebijakan   pemerintah   Kabupaten   Bone   Bolango   dalam   pengelolaan   air

limbah adalah

a.    Mengawasi  kerusakan dan  pencemaran  lingkungan  yang disebabkan air

limbah  dan  menyebar luaskan  informasi  tentang  pentingnya  kesehatan

lingkungan kepada masyarakat melalui penyuluhan

b.    Disusunya rencana kualitas lingkungan daerah

c.    Meningkatkan kualitas aparatur ingkungan hidup

d.   Tersedjanya saluran air buangan rumah tangga

3.   Penirigkatan Pengelolaan Persampahan

Usulan   dan   prioritas   program   pengelolaan   persampahan   dalam   rangka

percepatan akses dan sarana prasarana persampahan, sebagai berikut :
a.    Pengurangan volume sampah dimulai sumbernya

b.    Peningkatan   peran  aktif  masyarakat  dan  dunia  usaha/swasta  sebagai

mitra pengelolaan

c.    Peningkatan    cakupan    pelayanan    dan    kualitas    sistem    pengelolaan

persampahan
d.    Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan-undangan

4.   Peningkatan pengelo[aan drainase lingkungan

Kondisi    drainase    lingkungan    di    kabupaten    Bone    Bolango    khususnya

dmngkungan  perumahan  dan  kawasan  permukiman  belum  memadai,  hal  ini

dhandai  dengan  terjadinya  genangan  di  beberapa  kawasan  di  kabupaten

Bone Bolango. Permasalahan utama adalah

a.   Tidak optimalnya fungsi drainase

b.    Belum sinkronnya antara bangunan drainase dengan tata ruang daerah

Arah   pengembangan   dan    kebij.akan   penge[olaan   drainase   perbaikan   dan

pembangunan drainase di lokasi kawasan permukiman perkctaan dan atau yang
menjadi pusat-pusat genangan guna mengantisipasi musim hujan.
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5.   Peningkafan Komponen terkait sanitasj

a.    Peningkatan cakupan dan kualitas air minum

b.    Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaran SPAM

c.    Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan-undangan

d.    Peningkafan penyediaan air baku secara berkelanjutan

e.    Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat

2.2.S     RENCANA  INDUK  PENYEDIAAN  AR  MINUM  (RISPAM)  KAB.  BONE

BOLANG0 TAHUN  2012

A.    RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN

Rencana   sistem   penyediaan   air   minum    (SPAM)    Kabupaten    Bone

Bolango  dan   prioritas   penanganan   yang   akan   dilakukan,   disesuaikan

dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  kabupaten.  Untuk  pemenuhan  air

baku  air  minum   Kabupaten   Bone  Bolango,   baik  yang  dilakukan  oleh

PDAM      maupun      PAMDES,      dalam      pengembangannya      haruslah

mempunyai   daerah   pelayanan   yang   jelas   pada   masing-masing   urn

SPAM.

Pengembangan   penyediaan  air  minum   dalam   peningkatan   pelayanan

diLakukan   secara   bertahap   sesuai   dengan   kemampuan   daerah   dan

PDAM   Kabupaten   Bone   Bolango   sebagai   pengelola   penyediaan   air

bersih.

Adapun  strategi   pengembangan  sistem  penyediaan  air  bersih  adalah

sebagai berikut:

-1   0ptimalisasi  kapasitas  produksi  sistem  penyediaan  air  bersih

saat ini

+   Rehabilitasi sistem penyediaan air bersih

+   Penambahan   kapasitas   produksi   secara   bertahap   sesuai

rencana Prioritas.

&   Penambahan  kapasifas  produksi  akan  mempengaruhi  sistem

penyediaan  air  bersih  seperti  adanya  penambahan  dimensj

perpipaan,     peiluasan    jaringan,     dan    bangunan    fasilitas

penunjang lainnya.

52



PENYUSUNAN  DOKUMEN

RP2KPKP
TiM  POKJANIS  RP2KPKP

KAB   BONE  BOLANGO a
8.    RENCANA ZONA PELAYANAN

Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bone Bolango direncanakan

untuk dapat melayani  daerah  pelayanan  dengan jangka waktu  15 -20

tahun    mendatang    dan    dibagi    ke    dalam    beberapa    zona    wilayah

pelayanan, yaitu sebagai berikut:

a)   Wilayah  Zona  1   (Kec.Tapa,   Bulango  Selatan,   Bulango  Timur,  dan

Tilongkabila)

Rencana  pengembangan  pelayanan jaringan  perpipaan  di  unit  Tapa

sebagai Zona 1  akan mencakup 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Tapa,

Bulango   Selatan,    Bulango   Timur,   sebagian   Bulango   Utara,   dan

Kecamatan Tilongkabila.

b)   Wilayah Zona 2 (Kec. Kabila, Suwawa, dan Suwawa Tengah)

Rencana  pengembangan  pelayanan  jaringan   perpipaan  di  Zona  2

akan mencakup Kec. Kabila, Suwawa, dan Suwawa Tengah.

c)   Wilayah Zona 3 (Kec. Kabila Bone)

Rencana pengembangan pelayanan jaringan  perpipaan  baru di Zona

3akan mencakup beberapa desa di Kec.  Kabila Bone ini.

d)   Wilayah Zona 4 (Kec. Bulawa)

Rencana pengembangan  pelayanan jaringan  perpipaan  baru di Zona

4akan mencakup beberapa desa di Kec. Bulawa ini.

e)   Wilayah Zona 5 (Kee. Suwawa Selatan)

Rencana  pengembangan pelayanan jaringan  perpipaan  baru di Zona

5 akan mencakup beberapa Desa di Kec. Suwawa Selatan ini.

c.    ALTERNATIF slsTEM RENCANA Am BAKu

Dalam   pemenuhan   air   baku   di   Kabupaten   Bone   Bolango   yang

direncanakan  dapat  melayani  air  mjnum  dalam  waktu   15  -20  tahun

mendatang,  dibutuhkan  sumber  air  baku  yang  handal  baik  dalam  segi

kualitas  maupun  kuantitas.  Pemenuhan  air  baku  eksisting  yang  terdapat

pada    masing-masing    unit    SPAM    PDAM    maupun    PAMDES    tetap
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dipertahankan     dan     dioptimalkan     fungsinya     sehingga     kekurangan

kapasitas  produksi  air  baku  (sesuaj  proyeksi)  digunakan  sebagai  dasar

penentuan besaran sistem.

Ada  beberapa  altematif  pemenuhan  air  baku  yang  digunakan  dalam

penyediaan air minum pada SPAM Kabupaten Bone Bolango, yaitu:

+   Pengembangan dan pemanfaatan Sungai Bulango

a   Pengembangan dan pemanfaatan Sungai Palanggua/Langge

*   Pengembangan sumber daya air Sungai Lombongo

+   Pengembangan sumber daya air Sungai Uabanga

+   Pengembangan dan pemanfaatan Sungai Libungo

D.    PEMENUHAN   AIR   BAKU   SPAM   KABUPATEN   BONE   B0LANGO

SISTEM PERKOTAAN (2013 -2028)

+   SISTEM PENYEDIAAN AIR BAKU DARI SUNGAI BULANGO DAN

SUNGAI PALANGGUA

Pengembangan    dan    pemanfaatan    air    baku    dari    Sungai

Bulango dan Sungai Palanggua direncanakan untuk memenuhi sistem

penyediaan  air  minum  (SPAM)  unit  Tapa  (Tapa,   Bulango  Selatan,

Bulango  Timur,  Tilongkabila,  dan  sebagian  Bulango  Utara).  Potensi

pengambilan   air   baku   dari   intake   Langge/Palanggua   dan   sungai

Bulango  adalah  sampai  dengan   300  liter/detik  (debit  andalan)  dan

pengaliran  secara  gravitasi  masih  dapat  dilakukan  sampai  periode

akhir perencanaari.

Pengambilan  dari  Sungai  Bulango  mempunyai  potensi  yang

besar  yaitu  mampu  sampai  dengan  1.000  liter/detik  (debit  andalan)

dan sistem  pengaliran pipa transmisi maupun distribusi adalah secara

gravitasi  sehingga dapat diprogramkan  untuk  usulan  SPAM  Fiegional

untuk  mensuplai   beberapa   wilayah   regional  terdekat   seperti   Kota

Gorontalo,  Kabupaten  Gorontalo,  dan  Kabupaten  Bone  Bolango  itu

sendiri.
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4-   SISTEM  PENYEDIAAN  AIR  BAKU  DARI  SUNGAI  LOMBONGO
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Pemenuhan air baku melalui sistem air baku Lombongo dan Ulanta ini

direncanakan  untuk  melayani  daerah  pelayanan  wilayah  perkotaan

Kecamatan Suwawa, Kabila, dan Suwawa Tengah dan sekitamya.

+   SISTEM PENYEDIAAN AIR BAKU DARI SUNGAI B0TUTONUO

Sistem air baku dari Sungai Botutonuo direncanakan  untuk memenuhi

kebutuhan  air  baku  di wilayah  pelayanan  di  Kecamatan  Kabila  Bone

sampai dengan TPI Batu Barani.

+   slsTEM pENyEDIAAN Am BAKu DARI SuNGAI UABANGA

Sistem  air baku dari  Sungai  Uabanga direncanakan  untuk memenuhi

kebutuhan air baku di wilayah pelayanan Kecamatan Bulawa.

E.    RENCANA PENGEMBANGAN SPAM

i*   RENCANA PENGEMBANGAN CAKUPAN PELAYANAN SPAM

Adanya    instalasi    pengolahan    air    minum    eksisting    yang

beriokasi   di   beberapa   kecamatan   di   Kabupaten   Bone   Bolango,

terutama di Kecamatan Suwawa Tengah dan Kecamatan Tapa, serta

adanya   program   rehabilitasi   bangunan-bangunan   penunjang   dan

pengambilan  sumber  air  baku,  merupakan  salah  satu  lokasi  yang
disiapkan  untuk  pengembangan  SPAM  di  Kabupaten  Bone  Bolango.

Instalasi    pengolahan   air   minum    ini   disiapkan    untuk   menunjang

kebutuhan  air minum  di  Kabupaten  Bone  Bolango  sampai  dengan  5

tahun  ke  depan.  Gabungan  dari  beberapa  instalasi  pengolahan  air

minum   yang   ada   di   Kabupaten   Bone   Bolango   diharapkan   dapat

memenuhi   kebutuhan   air   minum   khususnya   untuk   masyarakat  di

Kabupaten Bone Bolango.  Dengan dibangunnya instalasi pengolahan

air minum  di  wilayah-wilayah  tersebut,  diharapkan  dapat  menunjang

Program   Millenium   Development   Goals  dimana   pada  tahun   2015

sebanyak    68%    masyarakat    perkotaan    dan    40%    masyarakat
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perdesaan   sudah   terakses   dengan   penyediaan   air   bersih   yang
memenuhi syarat kesehatan.

r&   RENCANA PENGEMBANGAN SPAM TAHUN 2o]3 _ 2o33

Dalam    penyusunan    RISPAM    Kabupaten    Bone    Bolango    ini,

direncanakan  pengembangan  SPAM  untuk  meningkatkan  cakupan

pelayanan  jaringan   perpipaan  mulai  dari  60%   pada  awal  periode
desain sampai dengan 80% dari jumlah populasi penduduk di wilayah

administrasi    pada    akhir    periode    desain,    dengan    penambahan

pelanggan dari sekjtar 6.000 unit sambungan saat ini sampai dengan
30.492  unit  sambungan  di  akhir  periode  desain,  yang  direncanakan

meliputi:

•     VVILAYAH    ZONA     1     (KEC.TAPA,     BULANGO    SELATAN,

BULANGO TIMUR,  DAN TILONGKABILA)

Kecamatan   Tapa   saat   ini   sudan   dimekarkan   menjadi   4

kecamatan   yaituterdiri   atas   Kec.   Tapa,   Bulango   Selatan,

Bulango     Timur,     setelah     sebelumnya     merupakan     satu

kecamatan yang dilayani oleh unit PDAM yang sama yaitu urn

Tapa.  Untuk saat ini,  pelayanan di ketiga kecamatan tersebut

masih  ditanganj  oleh  satu  unit  PDAM  yang  sama  sebanyak

1.837 SR. Rencana pengembangan pelayanan jaringan

perpipaan  di  unit  Tapa  sebagai  Zona  1   akan  mencakup  4
kecamatan yaitu Kec. Tapa, Bulango Selatan,  Bulango Timur,

sebagian dan "longkabila.

•     WILAYAH     ZONA     2     (KEC.     KABILA,     SUWAWA,     DAN

SUWAWA TENGAH)

Untuk wilayah Zona 2, saat ini pelayanan di ketiga kecamatan

tersebut   masih   ditangani   oleh   satu   unit   PDAM    Suwawa

sebanyak   1.649   SR.   Rencana   pengembangan   pelayanan

jaringan  perpipaan  di  Zona  2  akan  mencakup  Kec.  Kabila,

Suwawa, dan Suwawa Tengah.
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•      WILAYAHZONA 3(KEC.  KABILA BONE)

Wilayah  Zona  3  untuk  saat  ini  pelayanan  di  kecamatan  ini

masih    masuk    ke    unit    PDAM    Bilungala    di    Bone    Pantai

sebanyak    100    SR.    Rencana    pengembangan    pelayanan

jaringan  perpipaan di Zona 3 akan  mencakup beberapa desa
di Kec. Kabila Bone .

•     WILAYAH ZONA 4 (KEC.  BULAWA)

Wilayah  Zona  4  untuk  saat  ini  pelayanan  di  kecamatan  ini

masih    masuk   ke    unit    PDAM    Bilungala   di    Bone    Pantai

sebanyak    65    SR.     Rencana    pengembangan    pelayanan

jaringan  perpipaan di Zona 4  akan  mencakup beberapa desa
di Kec. Bulawa

•     WILAYAH ZONA 5 (KEC. SUWAWA SELATAN)

Wilayah  Zona  5  untuk  saat  ini  pelayanan  di  kecamatan  ini

masih   masuk   ke   unit   PDAM   Suwawa   sebanyak   97   SR.

Rencana    pengembanganpelayanan   jaringan    perpipaan   dj

Zona   5  akan   mencakup   beberapa   Desa   di   Kec.   Suwawa

Selatan.

2.3       KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

2.3.I      UNDANG-UNDANG NO.I TAHUN 20ll

Undang  -Undang   No.1   Tahun  2011   mengamanatkan   upaya  peningkatan

kualitas   pemukiman   kumuh   pada   dasarnya   meliputi   4   (empat)   tahapan

utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengelolaan.

Selain    itu,    uU    No.1/2011      juga    mengamanatkan      bahwa      penyelenggaraan

perumahan    dan kawasan permukiman   dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah     dengan     melibatkan   peran   masyarakat.   Terkait   hal   ini,   ma§ing-masing

stakeholder memmki peran, tugas dan fungsi sesuai   dengan    kapasitasnya   dalam

penyelenggaraan      kawasan     permukiman,     termasuk   di dalamnya terkait  upaya

pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh, sebagaimana yang dapat
dilihat pada gambar dibawah ini :
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Gambar 2.3.2
Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Pd?PKPuted(Bippm8,Kemndaprf`thtiwhen.
Kemenpum   KemenA"   Kemenkes   KenenKurm   BPS)

keaerterien ferfuil `(emenKKP,  iferriertan   r{€menpar,

Kgi!}endespoT,  Xemenhub ,  BNPP,  BNP8}

PEMERINTAH PROPINSI
•     SKPO  PTovinsi

•     Saker PKP  provtHsi

PEMEHI NTAH KOTA/RAE
•    §rm  twaVAftype!on

•    PquapKP  Ko(aimaoipa!en

•    Foam Pengerfuangan  petumahm dan

Kav8§an  PermHkimn

MASVARAKAT&

SWABWDUNIA

•rmTurmiFiEftyND^veAVDAVxuiouoniNAsiowALptNyELEneGimAN
PunJklVAX:PemmuchPedormUmrmtitrypenyslen»amanpermulaman

•pENQINGcmAN,MONrmiuef8upEAvlsi,pREEmAVGANKAf]Asms,di

• raEMBmAAV roK» pxi]

•ouxuNaANXEPENurAVrmqulJPATEX:i(oedinasi,@nkwhsesl,en

•PrmAVAANDAVPEMRERthAN01APBD:Alol¢asidanetoprooramfrmyelenqoananpemmuman

•PunJRANOunNPEN^AIG^N^«XUMJH:PerdsKumuh,Pedaee."aTanRuno,oil.

• KrmAonA!i mx,iA pxi].

•DOKumaanTEGl&PfREllc*N"(pngrmiirm..li.i,mdrdm,BED.ue,fl(8):

•PanAVM»RANPrmRARAN01AP€D:Alckesioanadenpng!emPenceychandanPeningkan

KuaRE ;

•F.RAxsARAkceIATAVrm!mN«VASAVOILAVrmi^m^OnpmiKm^Hkuun:

•DUKUNaAVttVASVARAxmlwhaslKBbiiclan,apesiaslparri8ipesj.koedflasi,oil

•PErm8ARANPA"SIPA"::P€irutaanS`ndayaPetryusurmProfilkymuhctnPerencaneanParlisipefPenanoanan

kumun &Penceyahan hamBn di komunifes

•iRTEcrmiPrmcoullKfm[uiEM8TRATE8l&PERENexNAAV(8ur/rm-Kp)

•PENGun"KElenMAN:PengwhnftysdsBKMdanPemedutchKe`urawhoB§adalamPenangrrtanK8mA}dan
F]enceqchanKLmuh',

•pELAxsA»A^NxE€iATAViavESTrsiFrmrsTftymuRpENiNGRATOuxunJusrmpuemAiwhiununTiN8«T
unrmAs:

23.2     PERMEN pupR NO. 02nRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN

KUALITAs TERIIADAp PERUMAIIAN KUMUH DAN pERMum4AN

KurmH

A.          Kriteria perumahan Kumuh dan permukjman Kumuh

Kriteria   perumahan      kumuh   dan   permukiman   kumuh   merupafan

kriteria yang digunakan  untuk menentukan   kondisi  kekumuhan   pada

perumahan      kumuh  dan    permukiman    kumuh.  Kriteria  perumahan

kumuh  dan  pemukiman  kumuh  meliputi  kriteria  kekumuhan  ditjnjau

dari:

1.   Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:

1)   Ketidakteraturan Bangunan
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Ketidakteraturan    bangunan    merupakan    kondisi    bangunan

gedung pada perumahan dan permukiman:

a.   tidak    memenuhi    ketentuan    tata    bangunan    dalam

Rencana   Detil   Tata   Ruang   (RDTR),   yang   meliputi

pengaturan  bentuk,  besaran,  perletakan,  dan tampilan
bangunan pada suatu zona; dan/atau

b.   tidak memenuhi   ketentuan   tata  bangunan     dan   tata

kualitas  lingkungan     dalam  Rencana  Tata  Bangunan

dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok

lingkungan,      kapling,      bangunan,      ketinggian      dan

elevasi    lantai,   konsep    identitas  lingkungan,  konsep

orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

2)   Tingkat    Kepadatan       Bangunan       Yang    tinggi    Yang

Tidak  Sesuai dengan    Ketentuan Rencana Tata Ruang

Tingkat  kepadatan  bangunan  yang  tinggi  yang  tidak  sesuai

dengan  ketentiian rencana tata  merupakan  kondisi  bangunan

gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

a.    Koefisien    Dasar    Bangunan    (KDB)    yang    melebihi

ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau

b.    Koefisien     Lantai     Bangunan     (KLB)    yang     melebihi

ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

3)   Kualitas  Bangunan  yang tidak sesuai  dengan  persyaratan

teknis

Ketidaksesuaian     terhadap     persyaratan     teknjs  bangunan

gedung     memupakan     kondisi   bangunan        gedung        pada

perumahan    dan   permukiman    yang   bertentangan    dengan

persyaratan:

a.    pengendalian dampak lingkungan:

b.    pembangunan  bangunan  gedung  di  atas  dan/atau  di
bawah  tanah,  di  atas  dan/atau  di  bawah  air,  di  atas
dan/atau di bawah prasarana/sarana umum;
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c.    keselamatan bangunan gedung:

d.    kesehatan bangunan gedung;

e.    kenyamanan bangunan gedung; dan

f.     kemudahan bangunan gedung.

Semua   persyaratan   di   atas   secara   prinsip   semestinya   siidah

tercantum   dalam   lMB   atau   persetujuan   sementara   mendirikan

bangunan,  oleh  karena  itu  penilaian  ketidaksesuaian  persyaratan

teknis  bangunan    gedung    dapat  merujuk  pada  kedua  dokumen

perizinan tersebut.

2.  Kriteria Kekumuhan Ditjnjau dari Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

1)   Jaringan      Jalan       Lingkungan      Tidak      Melayani    Seluruh
Lingkungan    Perumahan   atau permukiman

Jaringan          jalan        lingkungan          tidak       melayani       seluruh
lingkungan       perumahan      atau  permuklman  merupakan  kondisi
sebagian  lingkungan  perumahan  atau  permukiman  tidak terlayani
dengan jalan lingkungan.

2)    Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk

Kualitas   permukaan  jalan   lingkungan   buruk  merupakan   kondisi
sebagian    atau    seluruh    jalan    lingkungan    ter]adi    kerusakan
permukaan jalan.

3.  Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:

1)   Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Ketidaktersediaan   akses   aman   air   minum   merupakan   kondisi
dimana   masyarakat     tidak   dapat   mengakses   air  minum   yang
memiliki kualitas tidak berwama,  tidak berbau, dan tidak berasa.

2)   Tidak  Terpenuhinya     Kebutuhan   Air  Minum   Setiap   lndividu
Sesuai Standar Yang Berlaku

Tidak   terpenuhinya       kebutuhan       air   minum    setiap    individu
merupakan     kondisi  dimana   kebutuhan   air   minum   masyarakat
dalam  lingkungan  perumahan  atau  permukiman  tidak  mencapai
minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.
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4.   Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

1)    Drainase         Lingkungan        Tidak         Mampu         Mengalirkan
Limpasan   Air  Hujan     Sehingga Menimbulkan Genangan

Drainase          lingkungan         tidak       mampu          mengalirkan
limpasan        air      hujan        sehingga  menimbulkan  genangan
merupakan  kondisi  dimana jaringan  drainase  lingkungan tidak
mampu    mengalirkan    limpasan   air   sehingga   menimbulkan

genangan  dengan  tinggi  lebih  dari  30  cm  selama  lebih  dari  2
jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

2)   Ketidaktersediaan Drainase

Ketidaktersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran
tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

3)   Tidak Terhubung  dengan Sistem Drainase Perkotaan

Tidak     terhubung     dengan     sistem     drainase     perkotaan
merupakan   kondisi   dimana   saluran   lokal   tidak   terhubung
dengan      saluran      pada      hierarki      diatasnya      sehingga
menyebabkan   air   tidak   dapat   mengalir   dan   menimbulkan

genangan.

4)   Tidak  Dipelihara  Sehingga  Terjadi  Akumulasi  Limbah  Padat
dan Cair di Dafamnya

Tidak      dipelihara       sehingga       teriadi       akumulasj     limbah

padat     dan   cair   di   dalamnya  merupakan    kondisi   dimana
pemeliharaan      saluran    drainase    tidak  dilaksanakan    baik
berupa:

a.    pemeliharaan rutin; dan/atau

b.    pemeliharaan berkala.

5)   Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk

Kualitas   konstruksi drainase   lingkungan     buruk   merupakan
kondisi   dimana    kualitas  konstruksi  drainase    buruk,    karena
berupa   galian    tanah    tanpa  material    pelapis  atau  penutup
atau telah teriadi kerusakan.

5.   Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbali

Kn-teria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:
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1)   Sistem  Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan  Standar

Teknis Yang Berlaku

Sistem     pengelolaan       air    limbah     tidak    sesuai    dengan
standar    teknis  yang     berlaku   merupakan     kondisi  dimana

pengelolaan    air  limbah  pada  lingkungan    perumahan    atau
permukiman tidak memmki  sistem  yang  memadai,  yaitu terdiri
darl kakus/kloset yang terhubung    dengan    fangki  septik balk
secara  individual/domestik,    komunal  maupun terpusat.

2)   Prasarana    dan    Sarana    Pengelolaan    Air    Limbah    Tidak
Memenuhi Persyaratan Teknis

Prasarana      dan    sarana    pengelolaan      air    limbah    tidak
memenuhi    persyaratan   teknis merupakan  kondisi prasarana
dan   sarana   pengelolaan   air   limbah   pada   perumahan   atau
permukiman dimana:

a.    kloset    leher    angsa    tidak    terhubung    dengan    tangki
septik;atau

b.   tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau
terpusat.

6.   Kriferia        Kekumuhan        Ditjnjau        dari        Pengelolaan
Persampahan

Kriteria    kekumuhan    ditinjau    dari    pengelolaan    persampahan
mencakup:

1)   Prasarana  dan  Sarana  Persampahan  Tidak  Sesuai  dengan
Persyaratan Teknis

Prasarana   dan   sarana   persampahan   tidak   sesuai   dengan
persyaratan  teknis merupakan  kondisi  dimana  prasarana dan
sarana    persampahan    pada    lingkungan    perumahan    atau
permukiman tidak memadai sebagai berikut:

a.   tempat  sampah  dengan  pemilahan   sampah   pada  skala
domestik atau rumah tangga;

b.   tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce,
reuse, recycle) pada skala lingkungan;

c.    gerobak   sampah    dan/atau    truk   sampah    pada    skala
lingkungan; dan

d.   tempat  pengolahan  sampah  terpadu  ITPST)  pada  skala
lingkungan.

2)   Sistem       Pengelolaan       Persampahan      Tidak      Memenuhi
Persyaratan Teknis
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Sistem      pengelolaan         persampahan        tidak      memenuhi
persyaratan        teknis        merupakan    kondisi                 dimana
pengelolaan     persampahan     pada    lingkungan     perumahan
atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.    pewadahan dan pemilahan domestik;

b.    pengumpulan lingkungan;

c.    pengangkutan lingkungan; dan

d.    pengolahan lingkungan.

3)   Tjdak  Terpeliharanya    Sarana  dan   Prasarana    Pengelolaan
Persampahan       Sehingga  Terjadi   Penoemaran   Lingkungan
Sekitar oleh  Sampan,  Baik Sumber Air Bersih,  Tanah  Maupun
Jaringan Drainase

Tidak   terpeliharanya   sarana   dan    prasarana    pengelolaan
persampahan    sehingga    terjadi    pencemaran        lingkungan
sekitar  oleh  sampan,  baik  sumber  air  bersih,  tanah  maupun
jaringan            drainase        merupakan            kondisi        dimana
pemeljharaan           sarana       dan        prasarana    pengelolaan
persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:

a.    pemeliharaan rutin; dan/atau

b.    pemeliharaan berkala.

7.   Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

Kriteria   kekumuhan   ditinjau   dari   proteksi   kebakaran   mencakup
ketidaktersediaan sebagai berikut:

1 )   Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan      prasarana      proteksi   kebakaran      yang
memenuhi     persyaratan     teknis  merupakan  kondisi  dimana
tidak tersedianya:

a.    pasokan  air  yang  diperoleh  dari  sumber  alam  (kolam  air,
danau,  sungai,  sumur  dalam)  maupun  buatan  (tangki  air,
kolam renang, reservoir air,  mobil tangki air dan hidran);

b.    jalan        lingkungan        yang        memudahkan           masuk
keluarnya     kendaraan       pemadam  kebakaran,  termasuk
sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi;

c.    sarana  komunikasi  yang  terdiri  dari  alat-alat  yang  dapat
dipakai   untuk   pemberitahuan   terjadinya   kebakaran   baik
kepada  masyarakat  maupun  kepada  lnstansi  Pemadam
Kebakaran; dan/atau
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d.    data  tentang  sistem  proteksi  kebakaran  lingkungan  yang

mudah diakses.

2)   Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan       sarana       proteksi     kebakaran       yang

memenuhi      persyaratan      teknis  merupakan  kondisi  dimana

tidak tersedianya

sarana proteksi kebakaran yang meliputi:

a.    Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

b.   kendaraan pemadam kebakaran;

c.    mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau

d.    peralatan pendukung lainnya.

233     PERMEN     pupR     NO.      i4mRT/M/2018     TENTANG     PENCEGAHAN

DANPENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAIIAN KUMUII DAN

PERMUKIMAN KUMUH

A.         Kriteria perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh

Kriteria   perumahan      kumuh   dan   permukiman   kumuh   merupakan

kriteria yang digunakan  untuk menentukan   kondisi  kekumuhan   pada

perumahan      kumuh  dan    permukiman    kumuh.  Kriteria  perumahan

kumuh  dan  permukiman  kumuh  meliputi  kriteria  kekumuhan  ditinjau

dari:

1.       Kriteria Kekumuhan Ditjnjau dari Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:

a)   Ketidakteraturan Bangunan

Ketidakteraturan   bangunan   merupakan   kondisi    bangunan

gedung pada perumahan dan permukiman:

I     tidak    memenuhi    ketentuan    tata    bangunan    dalam

Rencana   Detil   Tata   Ruang   (RDTR),   yang   meliputi

pengaturan  bentuk,  besaran,  perletakan,  dan  tampilan

bangunan pada suatu zona; dan/atau

64



PENYUSUNAN  DOKUMEN

RP2KPKP
T  i r\i   )7 o K i A N  I s   P` r' .,! i( P K [1

lt\AB    BON[   BOLANGO a
I     tidak memenuhi   ketentuan   tata  bangunan     dan   tata

kualitas  lingkungan     dalam  Rencana  Tata  Bangunan

dan  Lingkungan (RTBL),  yang meliputi pengaturan blok

lingkungan,      kapling,      bangunan,      ketinggian      dan

elevasi     lantai,   konsep     identitas  lingkungan,   konsep

orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

b)   Tingkat   Kepadafan     Bangunan     Yarlg   Tinggi   Yang

Tidak  Sesuai dengan   Kdentuan Rerroana Tata Ruang

Tingkat  kepadatan   bangunan  yang  tinggi  yang  tidak  sesuai

dengan  ketentuan  rencana tata  merupakan  kondisi  bangunan

gedung pada perumahan dan permukjman dengan:

I     Kcefisien    Dasar    Bangunan    (KDB)    yang    melebihi

ketentuan RDTR, dan/afau RTBL; dan/atau

Koefisien    Lantai     Bangunan     (KLB)    yang    melebihi

kctentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

c)   Kualitas Bangunan yang tidak rnemenuhi syarat

Kualitas  bangunan  yang tidak  memenuhi  syarat merupakan

kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman

tidak sesuai persyaratan teknis, yang terdiri dari :

•     Persyaratan tata bangunan, yaitu :

•     Peruntukan    lokasi    dan    intensitas    bangunan
gedung

•     arsifektur bangunan gedung;
•     pengendalian dampak lingkungan;
•     rencana tata  bangunan  dan  lingkungan  (RTBL);

dan
•     pembangunan     bangunan     gedung     di     alas

dan/atau     di     bawah     tanah,     air     dan/atau
Prasarana/Sarana umum.

-     Persyaratan keandalan bangunan gedung; yaitu :

•     persyaratan keselamatan bangunan gedung;
•     persyaratan kesehatan bangunan gedung;
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•     persyaratan   kenyamanan    bangunan   gedung:

dan
•     persyaratan kemudahan bangunan gedung.

2.     Kriteria Kekumuhan Ditjnjau dari Jalan Lingkungan

Kriteria kekumulian ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

a)   Jaringan     Jalan     Lingkungan     Tidak     Melayani   Seluruh
Lingkungan   Perumahan   atau permukiman

Jaringan   jalan    lingkungan   tidak   melayani   seluruh   lingkungan

Perumahan  atau  Permukiman  merupakan  kondisidimana jaringan

jalan   tidak   terhubung   antar   dan/atau   dalam   suatu   lingkungan

Perumahan atau Pemukiman

b)   Kualitas Perinukaan Jalan Lingkungan Buruk

Kualitas   permukaan  jalan   lingkungan   buruk  merupaken   kondisi
sebagian    atau    seluruh    jalan     lingkungan    teriadi    kerusakan

permukaan ja[an yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

3.     Kriteria Kekumuhan Djtinjau dari penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:

a)   Akses aman air minum tidak tersedia

Akses  aman  air minum  tidak tersedia  merupakan  kondisi  dimana

masyarakat  tidak  dapat  mengakses  air  minum  yang  memenuhi

syarat  kualitas  sesuai  dengan   ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.

b)   Kebutuhan air minum minimal sctiap individu tidak tersedia

Kebutuhan   air   minum   minimal   setiap   individu   tidak   terpenuhi

merupakan   kondisi   dimana   kebutuhan   air   minum   masyarakat

dalam  lingkungan  Perumahan  atau  Permukiman  tidak  mencapei

minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

4.    Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup:

a)   Drainase lingkungan tidak tersedia
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Drainase  lingkungan  tidak  tersedia  merupakan   kondisi  dimana

saluran  tersier  dan/atau  saluran  lokal  tidak  tersedia,  dan/atau

tidak   terhubung    dengan    saluran    pada    hierarki    di    atasnya

sehingga     menyebabkan     air     tidak     dapat     mengalir     dan

menjmbulkan genangan.

b}   Drainase       Lingkungan       Tidak       Nlampu       Nlengalirkan
Limpasan   Air  Huifen    Sehingga Menimbulkan Genangan

Drainase     lingkungan     tidak    mampu     mengalirkan     limpasan
air        hujan          sehingga   menimbulkan   genangan   merupakan
kondisi    dimana   jaringan    drainase    lingkungan    tidak    mampu
mengalirkan    limpasan    air   sehingga    menimbulkan    genangan
dengan  tinggi  lebih  dari  30  cm  (tiga  puluh  sentimeter)  selama
lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

c)   Kualitas Konstnlksi Drainase Lingkungan Buruk

Kualitas konstruksi drainase lingkungan  buruk merupakan kondisi

dimana  kualfas  konstruksi drainase  buruk  karena  berupa galian

tanah  tanpa   material   pelapis  atau   penutup  atau   telah  teriadi

kerusakan.

§.     Kriteria Kekumuhan Ditjnjau dari pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:

a)   Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Sfandar
Teknis

Sistem   pengelolaan     air   limbah   tidak   sesuai   dengan   standar

teknis  yang   beriaku  merupakan    kondisi  dimana  pengelolaan  air

limbah    pada   lingkungan    Perumahan   atau    Permukiman   tidak

memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang

terhubung  dengan  tangki  septik  baik  secara  individual/domestik,

komunal maupun terpusat..

b)  Prasarana    dan    Sarana    Pengelolaan    Air    Limbah    Tidek
Memenuhi Persyarafan Teknis

Prasarana        dan     sarana     pengelolaan        air     limbah     tidak
memenuhi    persyaratan  teknis merupakan kondisi prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau  permukiman
dimana:
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•     kloset   leher   angsa   tidak   terhubung   dengan   tangki

septik;atau

-     tidak tersedianya  sistem  pengolahan  limbah  setempat
atau terpusat.

6.       Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari pengelolaan persampalian

Kriteria     kekumuhan     ditinjau     dari     pengelolaan     persampahan
mencakup:

a)   Prasarana  dan  Sarana  Persampahan  Tidak  Sesuai  dengan
Persysratan Teknis

Prasarana   dan    sarana    persampahan   tidak   sesuai    dengan
persyaratan  teknis  merupakan  kondisi   dimana   prasarana  dan
sarana     persampahan     pada     lingkungan     perumahan     atau
permukiman tidak memadai sebagai berikut:

•     tempat sampah dengan  pemilahan sampah pada skala
domestik atau rumah tangga;

I     tempat   pengumpulan   sampah   (TPS)   atau   TPS   3R

(reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;

•     sarana   pengangkut  sampan   pada   skala   lingkungan;
dan

I     tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala
lingkungan.

b)  Sistem     Ftongelolaan      Persampahan     Tidak     Nlemenuhi
Persyaratan Teknis

Sistem       pengelolaan          persampahan          tidak      memenuhi
persyaratan   teknis   merupakan kondisi     dimana     pengelolaan
persam pahan          pada         I i ng ku ngan          peru rna nan         atau
pemukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

•     pewadahan dan pemilahan domestik;

I      pengumpulan sampan lingkungan;

I     pengangkutan sampah ljngkungan; dan

I     pengolahan sampah lingkungan.

7.     Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari proteksi Kebakaran

Kriteria    kekumuhan    ditinjau    dart    proteksi    kebakaran    mencakup
ketidaktersediaan sebagai berikut:
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a)   Prasarana Proteksi Kebakaran tidak terseelia

prasarana    proteksi  kebakaran  tidak  tersedia  merupakan  kondisi
dimana tidak tersedianya:

I     pasokan  air  yang  diperoleh  dari  sumber  alam  (kolam

air,   danau,   sungai,   sumur   dalam)   maupun   buatan

(tangkj air,  kolam  renang,  reservoir air,  mobil tangki air
dan hidran);

I      jalan       lingkungan      yang      memudahkan         masuk

keluamya   kendaraan     pemadam kebakaran

I     sarana   komunikasi   untuk   pemberitahuan   tetadinya

kebakaran

I     data   tentang   sistem   proteksi   kebakaran   lingkungan

yang mudah diakses

b)  Sarana Proteksi Kebakaran tidak torsedia

Sarana     proteksi   kebakaran  tidak tersedia     merupakan  kondisj

dimana tidak tersedianya :

I     Alat pemadam Api Ringan (APAR);

-     kendaraan pemadam kebakaran;

I     mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau

2.3.4    KRITERIA    PERUMAHAN    KUMUH    DAN    pERMulm4AN    KUMull

Dls EsuAIKAN         DENGANKETEr`ITUAN         DALAM         PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN.

Ketentuan   dalam   peraturanperundang-undangan        yang   dijadikan   aouan

sebagai berikut:

A.    Aspek  Kondisi  Bangunan  Gedung  (rumah  dan  sarana  perumahan
dan/atau permukiman)

1)   Keteraturan Bangunan

Komponen keteraturan bangunan meliputi:

a.    Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal

GSB  adalah    sempadan  yang  membatasi  jarak  terdekat
bangunan   terhadap   tepi jalan;  dihitung  dari  batas terluar
saluran    air    kotor    (riol)    sampai    batas    teriuar    muka
bangunan,     berfungsj    sebagai    pembatas  ruang,    atau
jarak  bebas   minimum   dari   bidang  teriuar  suatu   massa
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bangunan     terhadap     lahan   yang   dikuasaj,   batas  tepi
sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau
rencana  saluran,  jaringan  tegangan  tinggi  listrik,  jaringan

pipa gas, dan sebagainya (building line).

b.    Tinggi Bangunan

Tinggi    bangunan    adalah   tinggi    suatu    bangunan   atau
bagian  bangunan,  yang  diukur  dari  rata-rata  permukaan
tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai
puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.

c.    Jarak Bebas Antarbangunan

Jarak  bebas  antarbangunan  adalah  jarak  yang  terkecil,
diukur    di     antara     permukaanpermukaan     denah     dari
bangunan-bangunan      atau   jarak   antara   dinding   terluar
yang berhadapan antara dua bangunan.

d.    Tampilan Bangunan

Tampilan      bangunan      adalah      ketentuan      rancangan
bangunan     yang   ditetapkan dengan   mempertimbangkan
ketentuan     arsitektur     yang   berlaku,      keindahan     dan
keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya

e.    Penataan Bangunan

rL   pengaturan blok,  yaitu  perencanaan   pembagian  ]ahan

dalam  kawasan  menjadi  blok  dan  jalan,  di  mana  blok
terdiri   alas   petak   lahan/leveling   dengan   konfigurasi
tertentu

-1   pengaturan   kaveling   dalam   blok,   yaitu   perencanaan

pembagian    lahan     dalam     blok    menjadi     sejumlah
kaveling/petak      lahan      dengan      ukuran,       bentuk,

pengelompokan dan konfigurasi tertentu.
-1   pengaturan        bangunan        dalam    kaveling,        yaitu

perencanaan     pengaturan     massa  bangunan  dalam
blok/kaveling.

f.     Identitas Lingkungan

rL   karakter     bangunan,        yaitu   pengolahan        elemen-

elemen     fisik bangunan     untuk mengarahkan       atau
mem beri                ta n da                 peng enal                suatu
lingkungan/bangunan,     sehingga     pengguna     dapat
mengenali karakter lingkungan yang dikunjunginya.
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rl   penanda               identitas             bangunan,               yaitu

pengolahan
bangunaMingkungan
atau        penamaa n
pengg u na        da pat
menjadi tujuannya.

elemen-elemenfisik
untuk   mempertegas    identitas
suatu   bangunan         sehingga

mengenali       bangunan      yang

-i   tata  kegiatan,   yaitu   pengolahan     secara  terintegiasi

seluruh    aktivitas    informal    sebagai    pendukung    dari
aktivitas formal  yang  diwadahi  dalam  ruang/bangunan,
untuk     menghidupkan     interaksi     sosial     dan     para

pemakainya.

9.    Orientasi Lingkungan

rl   tata   informasi,    yaitu    pengolahan       elemen   fisik   di

lingkungan    untuk    menjelaskan    berbagai    jnformasi/

petunjuk      mengenai      tempat      tersebut,      sehingga
memudahkan     pemakai     mengenali     lokasi     dirinya
terhadap lingkungannya.

I+   tata   rambu     pengarah,     yaitu   pengolahan     elemen

fisik    di     lingkungan       untuk  mengarahkan     pemakai
bersirkulasi  dan  berorientasi  baik  menuju  maupun  dari
bangunan atau pun area tujuannya.

h.   Wajah Jalan

rL   penampang jalan dan bangunan

•1   perabot jalan

4-   jalur dan ruang bagi pejalan kaki

-1   elemen papan reklame

2)   Tingkat Kepadafan Bangunan

a.    KDB,    yaitu  angka    persentase      perbandingan      antara
luas   seluruh   lantai   dasar bangunan  gedung yang  dapat
dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.

b.    KLB,  yaitu  angka  persentase  perbandingan  antara jumlah
seluruh   lantai   bangunan   gedung   yang   dapat   dibangun
dengan luas lahan yang dikuasai.

3)   Persyaratan    Teknis    Bangunan      Gedung      Komponon
porsyaratan   toknis bangunan meliputi
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a.    Pengendalian     Dampak    Lingkungan     Untuk    Bangunan

Gedung      Tertentu      bagi  bangunan  gedung  yang  dapat
menimbulkan     dampak     penting     terhadap     lingkungan,
termasuk  di  dalamnya  di   luar  bangunan     rumah  tinggal
tunggal    dan    deret.    Elemen    pengendalian        dampak
lingkungan  adalah Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan

(AMDAL).  dan  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan dan  Upaya
Pemantauan Lingkugan (UKLJUPL)

4-   AMDAL   adalah    kajian   mengenai    dampak    penting
suatu   usaha   dan/atau  kegiatan   yang   direncanakan
pada   lingkungan   hidup   yang   diperlukan   bagi proses
pengambilan      keputusan    tentang    penyelenggaraan
usaha  dan/atau kegjatan.

•L    UKL/UPL    adalah     pengelolaan       dan     pemantauan

terhadap       Usaha     dan/atau  Kegiatan     yang     tidak
berdampak      penting    terhadap      lingkungan       hidup

yang    diperlukan            bagi        proses        pengambilan
keputusan   tentang   penyelenggaraan  usaha  dan/atau
kegiatan.

b.    Pembangunan     bangunan     gedung  di  atas  dan/atau  di
bawah  tanah,  air  dan/atau  prasarana/sarana  umum  yang
dibangun    dengan    memperhatikan    kesesuaian    lokasi,
dampak          bangunan                    terhadap          lingkungan,
mempertimbangkan      faktor   keselamatan,   kenyamanan,
kesehatan dan  kemudahan  bagi pengguna bangunan, dan
memiliki perizinan.

c.    Persyaratan Keselamatan

i   persyaratan  kemampuan  Bangunan  Gedung  terhadap
beban  muatan  meliputi  persyaratan  struktur Bangunan
Gedung,     pembebanan     pada     Bangunan     Gedung,
struktur   atas   Bangunan       Gedung,   struktur   bawah
Bangunan     Gedung,     pondasi  langsung,        pondasi
dalam,     kesefamatan     struktur,   keruntuhan     struktur
dan persyaratan bahan.

-i   persyaratan        kemampuan        Bangunan        Gedung

terhadap    bahaya    kebakaran meliputi sistem proteksi
aktif  (di  luar  rumah  tinggal  tunggal  dan  rumah  derct),
sistem  proteksi pasif (di  luar rumah tinggal tunggal dan
rumah   deret).    persyaratan   jalan       ke       luar      dan
aksesibilitas        untuk        pemadaman            kebakaran,
persyaratan  pencahayaan     darurat,   tanda   arab     ke
luar    dan    sistem  peringatan       bahaya,   persyaratan
komunikasi   dalam    Bangunan   Gedung,    persyaratan
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instalasi      bahan      bakar      gas      dan      manajemen
penanggulangan  kebakaran.

-1   persyaratan        kemampuan        Bangunan        Gedung

terhadap   bahaya   petir   meliputi  persyaratan  instalasi

proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.

d.   Persyaratan Kesehatan

-1   sistem  penghawaan     berupa ventilasi   alami  dan/atau

ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.

-i   pencahayaan     berupa     sistem  pencahayaan     alami

dan/atau      buatan      dan/atau   pencahayaan   darurat
sesuai dengan fungsinya

-i   sanitasi  dan  penggunaan     bahan   bangunan   berupa

sistem  air  minum  dalam  Bangunan     Gedung,    sistem

pengolahan       dan     pembuangan       air    limbah/kotor,
persyaratan  instalasi  gas medik (untuk sarana medik),
persyaratan    penyaluran    air       hujan,        persyaratan
fasilitasi   sanitasi dalam   Bangunan    Gedung    (saluran

pembuangan            air         kotor,      tempat         sampan,
penampungan            sampah         dan/atau   pengolahan
sampan).

e.    Persyaratan Kenyamanan

-1   kenyamanan     ruang     gerak     dan   hubungan     antar

ruang         merupakan         tingkat   kenyamanan      yang
diperoleh    dari    dimensi  ruang    dan  tata  letak  ruang
serta       sirkulasi       antarruang       yang       memberikan
kenyamanan bergerak dalam ruangan.

rl   kenyamanan   kondisi  udara  dalam   ruang  merupakan

tingkat    kenyamanan    yang    diperoleh                      dari
temperatur      dan     kelembaban      di     dalam     ruang
untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

rl   kenyamanan  pandangan  merupakan  kondisi  dari  hak

pribadi     pengguna    yang    di    dalam     melaksanakan
kegiatannya     di     dalam     gedung     tidak     terganggu
Bangunan Gedung lain di sekitarnya.

•1   kenyamanan        terhadap        tingkat   getaran         dan

kebisingan      merupakan      tingkat  kenyamanan    yang
ditentukan      oleh      satu      keadaan      yang           tidak
mengakibatkan  pengguna       dan     fungsi     Bangunan
Gedung        terganggu        oleh      getaran        dan/afau
kebisingan  yang  timbul  dari  dalam  Bangunan  Gedung
maupun lingkungannya.

73



PENYUSUNAN  Dol(UMEN

RP2KPKP
I  (i`VI   POKJANIS   RP2KPKP

I(AB    BONE  BOIANGO a
f.     Persyaratan Kemudahan

rl   kemudahan       hubungan       ke,   dari,   dan   di   dalam

Bangunan           Gedung     tersedianya     fasilitas     dan
aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk

penyandang   cacat,   anak-anak,   ibu   hamil   dan   lanjut
usia.

4-kelengkapan       sarana       dan       prasarana       dalam
pemanfaatan      Bangunan      Gedung      yaitu      sarana
hubungan    vertikal    antar  lantai  yang  memadai  untuk
terselenggaranya   fungsi   Bangunan   Gedung   berupa
fangga,  ram, lift,   tangga berialan (eskalator) atau lantai
be rjalan (travelator).

a.  Aspek Kondisi Jalan Lingkungan

Komponen jalan lingkungan meliputi:

1.    Cakupan pelayanan

a.    Perlunya     keterhubungan       antar    perumahan       dalam
lingkup  pemukiman    skala wilayah

+   Jalan  lingkungan  sekunder  bagi  kendaraan  bermotor
beroda 3 (tiga) atau lebih.

-1   Jalan  lingkungan  sekunder  yang  tidak  diperuntukkan

bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.

b.    Perlunya   ketethubungan   antar   persil   dalam   perumahan
dalam skala kawasan

4   Jalan  Lingkungan  I,  merupakan  penghubung    antara

pusat   perumahan   dengan   pusat  lingkungan     I,   atau
pusat  lingkungan     I  dengan     pusat  lingkungan  I  dan
akses menuju jalan Lokal Sekunder Ill.

rt    Jalan   Lingkungan   11,   merupakan   penghubung   antara

pusat  lingkungan   I   dengan   pusat  lingkungan   11,  atau
pusat   lingkungan   11   dengan   pusat   lingkungan   11   dan
akses   menuju   jalan   lingkungan   I   yang   lebih   tinggi
tingkat hirarkinya.

2.    Kualitas    Permukaan    Jalan,    mengacu    dan    menyesuaikan
dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan

a.    Kualitas jalan aspal

rl    Baik      :lRIS4

~1    Sedang               :  lRl>4danlRIS8

b.    Kualitas jalan penmac (penetrasi macadam)
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-1    Baik      :lRls8

'*    Sedang              :  lRl>8danlRlsl0

c.    Jalan tanah/diluar perkerasan

r|    Baik       :lRIS10

T*    Sedang               :  lRl>  10danlRIS12

lRl         (lntemational     Roughness     Index)    jalan     adalah

parameter  kekerasan  permukaan jalan  yang  dihitung  dari
jumlah   kumulatif  naik  turunnya  permukaan     arah     profil
memanjang dibagi dengan jarak/panjang permukaan.

C.  Aspek Kondisi Penyedjaan Air Minum

Komponen penyediaan air minum meliputi:

1.    Akses aman air minum

Syarat kesehatan  air  minum  sesuai peraturan   menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

a.    Persyaratan      fisika:  sifat    fisik  air   seperti    bau,    wama,
kandungan   zat padat, kekeruhan, rasa, dan suhu

b.    Persyaratan   mikrobiologis:   kandungan   bakteri   dalam   air

yaitu bakteri E-Coli dan bakteri koliform,

c.    Persyaratan  kimiawi:  kandungan  mineral  dalam  air seperti
arsen,  fluorida,  sianida,   khlorin,  alumunium,   mangan  dan
mineral Iainnya

2.    Kebutuhan air minum

Kebutuhan  minimal  adalah  60  liter/orang/hari.   Kebutuhan  air
minum  dapat dipenuhi  dengan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum
dengan     jaringan      perpipaan      (SPAM)      maupun      Sistem
Penyediaan   Air   Minum   Bukan   Jaringan   Perpipaan   (SPAM
BJP).

a.    SPAM

SPAM  merupakan  satu  kesatuan  sistem fisik  (teknik)  dan
nonfisikdari  prasarana  dan     sarana     air   minum     yang
unit      distribusinya         melalui      perpipaan         dan         unit

pelaya nan nya                  menggu nakan                  sam bu ngan
rumah/sambungan  pekarangan,  hjdran  umum,  dan  hidran
kebakaran. Komponen SPAM meliputi

-1   Unit  air  baku  dengan    kapasitas    Rencana  130%  dari

kebutuhan rata-rata, dengan komponen:
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.     mataair

I     airtanah

I     air permukaan (sungai, danau, laut)

I     pipa  transmisi  air  baku   dari  sumber  air  baku   ke

lnstalasi Pengolahan   Air Minum (lpA)

•1    Unit  produksi  dengan    kapasitas  rencana  120%

darikebutuhan    rata-rata, dengan komponen

-     Bangunan penangkap MataAir

•     Bangunan   Pengambilan  Air  Baku  dari  Air  Tanah

(Sumur)

I     Bangunan saringan pasir Lambat

I      lnstalasi pengolahan Air Minum

I      Pipa transmisi air minum dari lpA ke reservoir.

+   Unit distribusi dengan  kapasitas rencana  115% -300%
dart kebutuhan rata-rata, dengan komponen

I     Reservoir  (penampungan   air  sementara  sebelum
didistribusikan)

•     Pipa distribusi dari reservoir ke unit pelayanan

4-   Unit pelayanan dengan komponen

I     sambungan rumah

I     hidranumum

I     hidran kebakaran

b.    SPAMBJP

SPAM  BJP merupakan   satu kesatuan sistem fisjk (teknik)
dan  non    fisik  dari  prasarana      dan    sarana    air    minum
balk     bersifat     individual,        komunal,     maupun   komunal
khusus    yang    unit    distribusinya    dengan    atau    tanpa

perpipaan  terbatas  dan   sederhana,   dan  tidak  termasuk
dalam SPAN.  SPAM BJP meliputi sumur dangkal dan/atau
Sumur Dalam :

-1   Penampungan Air Hujan (PAH)

i   Perlindungan Mata Air (PMA)

•1   Saringan Rumah Tangga (Sarut)

+   Destilator surya Atap Kaca
-i    lpA sederhana
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-1    Terminal Air (mobil tangki / tangki air)

D.  Aspek Kondisi Drainase Ljngkungan

Pe nyediaan                             ja ringa n                   d rai naseadalahuntu k
mengelola/mengendalikan    air   permukaan  (limpasan    air   hujan)
sehingga    tidak  menimbulkan    masalah   genangan,    banjir    dan
kekeringan   bagi  masyarakat  serta   bermanfaat  bagi   kelestarian
ljngkungan  hidup.  Yang  disebut  genangan  adalah  terendamnya
suatu   kawasan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan lebih
dari 2 kali setahun). Komponen Drainase Lingkungan meliputi:

1.    Sistem Drainase yang terbentuk

a.    Sistem drainase   utama  adalah  jaringan   saluran   drainase

primer,   sekunder, tersier beserta bangunan   pelengkapnya
yang  melayani  kepentingan     sebagianbesar    masyarakat.
pengelolaan/pengendalian     banjir   merupakan    tugas   dan
tanggung jawab pemerintah kota

b.    Sjstem   sistem   drainase   lokal   adalah   saluran   awal   yang
melayani  suatu  kawasan  kota  tertentu     seperti     komplek,
areal  pasar,   perkantoran,    areal   industri  dan komersial

2.   Sarana Drainase

Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan
bangunan yang ikut mengatur dan  mengendalikan sistem aliran
air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah
curam, bangunan tersebut.

a.    Gorongngorong

b.    Bangunan pertemuan Air

c.    Bangunan Terjunan Air

d.    Siphon

e.    Street Inlet

f.     Pompa

9.     PintuAir

3.   Prasarana Drainase

Prasarana  Drainase  adaalah  lengkungan  atau  saluran  air  di
permukaan  atau  di  bawah  tanah,  baik  yang  terbentuk  secara
alami     maupun     dibuat     oleh     manusia,      yang      berfungsi
menyalurkan   kelebihan  air  dari  suatu   kawasan  ke  badan  air

penerima.
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a.   Sumur Resapan

b.    Kolam Tandonckolam retensi

4.    Konstruksi Drainase

a.    Saluran     pasangan     batu:   umumnya     digunakan     pada
daerah    yang  mempunyai tekstur tanah  yang  relatif  lepas,
dan mempunyai kemiringan yang curam.

b.    Saluran   beton:   umumnya   djgunakan   pada   daerah   yang
mempunyai  topografi,  yang  terlalu  miring  atauteria[u  datar,
serta mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas.

c.    Saluran    dengan    perkuatan    kayu:   umumnya   digunakan

pada     daerah     yang  mempunyaai     tekstur   tanah     yang
sangat    jelek    (gambut)    dan    selalu    terjadi  pergeseran
(tanah bergerak).

5.   Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Komponen Pengelolaan Air Limbah meliputi:

1.    Sistem pengelolaan Air Limbah

a.    Sistem   Pengelolaan   Air   Limbah   Terpusat   (SPAL-T)
adalah   sistem   pengelolaan   air  limbah   sistem   secara
kolektif  melalui  jaringan   pengumpul   dan   diolah   serta
dibuang secara terpusat.

b.    Sistem   Pengelolaan   Air   Limbah   Setempat   (SPAL-S)
adalah  sistem  pengelolaan  air  limbah  secara  individual
dan/atau        komunal,        melalui        pengolahan        dan

pembuangan air Air limbah limbah setempat.

2.    Prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah

a.    Sarana    dan    Prasarana    Pengelolaan        Air    Limbah
Terpusat

rl   Sarana   Buangan   Awal   menjadi   tanggung   jawab

pemilik rumah

I     Kioset leherangsa dan kamar mandi

I     MCKumum

1   Unit   Pelayanan   menjadi   tanggung   jawab   pemilik
rumah

I    Sambungan Rumah
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I    Lubang  lnspeksi

~L   Unit    Pengumpulan         menjadi    tanggung    jawab

pengembang/pemerintah

I      Pipa retikulasi

I      Pipainduk

I     Bangunan pelengkap

4   Unit      Pengolahan       menjadi      tanggung      jawab

pengembang/pemerintah,       baik      lpAL      Komunal
ataupun lpAL Kota

I     Fasilitas utama lpAL

•     Fasilitas pendukung  lpAL

I     Zona penyangga

+   Unit   Pembuangan   Akhir   menjadi   tanggung  jawab

pengembang/pemerintah

I     Sarana pembuangan efluen

I     Sarana   penampungan  sementara  lumpur  hasil

pengolahan

b.    Sarana    dan    Prasarana    Pengelolaan        Air    Limbah

Setempat

+   Sarana   Buangan   Awal   menjadi   tanggung   jawab

pemilik rumah

•     Kloset leherangsa dan kamar mandi

I     MCKumum

*   Unit Pengolahan  Setempat menjadi tanggung jawab

pemilik rumah

I      Cubluk

•     Tangki septik dengan sistem resapan

I      Biofilter

I      Unit pengolahan air limbah fabrikasi
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+   Unit     Pengangkutan     menjadi     tanggung     jawab

pengembang/pemerintah

I     Truktinja

I     Motor roda tiga pengangkuttinja

rl   Unit pengolahan       Lumpur           Tinja     menjadi

tanggung     jawabpengembang/pemerintah

-     Fasilitas utama lpLT

I     Fasilitas pendukung lpLT

I     Zonapenyangga

-1   Unit   Pembuangan   Akhir   menjadi   tanggung  jawab

pengembang/pemerintah

1     Sarana pembuangan efluen

I     Sarana   penampungan   sementara  lumpur  hasil

pengolahan

6.   Aspek  Kondisi   Pengelolaan   Persampahan

Komponen    dart    pengelolaan persampahan meliputi:

1.    Sistem Pengolahan Sampah yang saling terintegrasj

a.    Pemilahan

Sistem  pemilahan    adalah     kegiatan    pengelompokan

sampan  menjadi  paling   sedikit  5  (lima)  jenis  sampah

yang terdiri atas:

4-   sampah  yang  mengandung  bahan  berbahaya  dan

beracun   .        serta   limbah   bahan   berbahaya   dan

beraoun

ir   sampah yang mudah terurai

+   sampah yang dapat digunakan kembali

i   sampan yang dapat didaur ulang
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+   sampah lainnya

b.    Pengumpulan

Sistem pengumpulan   adalah  kegiatan   mengambil   dan

memindahkan   sampah   dari   sumber  sampah   ke  TPS

atau TPS 3R.

c.    Pengangkutan

Sistem    pengangkutan    adalah     kegiatan    membawa

sampan dari sumber atau TPS menuju TPST  atau TPA

dengan   menggunakan   kendaraan  bermotor atau tidak

bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

d.    Pengolahan

Sistem      pengolahan     adalah      kegiatan      mengubah

karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

e.    Pemrosesan Akhir

Sistem     pemrosesan         akhir         adalah         kegiatan

mengembalikan           sampah    dan/atau       residu    hasil

pengolahan   sebelumnya     ke media ljngkungan  secara
aman.

2.   Prasarana dan Sarana Pengolahan Sampah

a.    Sarana pemilahan

i   Kantong sampan

+   Baksampah

+   Kontainer sampah

b.    Sarana dan Prasarana Pengumpulan

4.   Gerobak sampah

4-   Motorsampah

+   Mobil Bak sampah

+   Perahu / Sampan sampah
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4.   Tempat Penampungan Sementara (TPS)

c.    Sarana pengangkutan

•1   Dump Truck

+   Armroll Truck

A   Compactor Truck

4,   Trailer Truck

d.    Prasarana pengolahan

4   Tempat   Pengolahan   Sampah   Dengan   Prinsip   3R

(TPS 3Fi)

+   Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

4   Stasiun   Peralihan   Antara   (SPA)   jika   lokasi   TPA

jauhnya lebih dari 25 kin dari pusat permukiman.

e.    Prasarana Pemrosesan Akhir,  yaitu TPA dengan sistem

Sanitary   Landfill,   Controlled         Landfill,      dan         TPA

dengan    menggukan    teknologi    ramah lingkungan.

7.   Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran

Komponen Proteksi Kebakaran meliputi:

1.    Prasarana proteksi Kebakaran

a.    Pasokan     air  yang     diperoleh       dari     sumber    alam

(kolam    air,  danau.  sungai,     sumur    dalam)     maupun

buatan    (tangki   air,   kolam   renang,  reservoir air,  mobil

tangki air dan hidran).

b.   jalan      lingkungan         yang      memudahkan         masuk

keluarnya     kendaraan  pemadam  kebakaran,  termasuk

sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi.

c.    Sarana  Komunikasi  yang  terdiri  dari telepon  umum  dan

alat-alat  lain  yang  dapat  dipakai  untuk  pemberitahuan

terjadinya  kebakaran   balk kepada masyarakat maupun

kepada lnstansi Pemadam Kebakaran.
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d.    Data   tentang   sistem      proteksi   kebakaran   lingkungan

yang   tehetak   di   dalam   ruang   kendali   utama   dalam

bangunan  gedung  yang terpisah dan mudah diakses.

2.   Sarana proteksi Kebakaran

a.    Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

b.    Mobil  pompa.

c.    Mobil tangga sesuai kebutuhan

d.    Peralatan pendukung lainnya.

E.   TIPOLOGI    PERUMAIIAN    KUMUII     DAN     PERMUKIMAN

KUMUH

Perumahan     kumuh     dan     permukiman     kumuh     merupakan

pengelompokan  perumahan  kumuh    dan    permukiman      kumuh

berdasarkan        lctak     lokasi     secara     geografis.             Tipologi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan

kumuh dan permukiman kumuh:

a.    diatasair;

b.    b.Tepiair

c.    di dataran rendah

d.     di perbukitan

e.   di daerah rawan bencana

Secara    umum,     pembagian      tipologi    perumahan       kumuh    dan

permukiman    kumuh  dapat dijelaskan sebagai berikut.
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Tabel 2.3.3

Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh

NO TTpOLcrei LOKAS' rerEFENGAN
1 perumahan kumuh perumahan kumuh (-I'~`,?i.;.rT``-rfu,illLi•ifeL,.-).ra

dan permukiman danpermukiman kumuh
kumuh di alas air yangberada di atas air, baik

daerah pasang surut, rawa,
sungai ataupun laut.

2 perumahan kumuh perumahan kumuh
--   '   _aE|`,_   ,"dan permukiman danpermukiman kumuh

kumuh di tepi air yangberada tepi badan air F,ii.    `

(sungai,  pantai, danau,waduk dan
sebagainya),namun berada di luar
Garissempadan Badan Alr.

3 perumahan kumuh perumahan kumuh

I

dan permukiman danpemukjman kumuh
kumuh di dataran

¥eann88Erdaed#nd€3rma#rindgata%anrendah
.j - ( - `  I-, ' .-> i , Ii+..i__-AI-f,-L-lereng <  10%.

4 perumahan kumuh perumahan kumuh

~,t--niEE!I-ina,I=!_r=7-TE•Jl||III'`IIIIl||llllE-
dan permukiman danpermukiman kumuh
kumuh di yangberada di daerah dataran
perbukitan tinggi dengan kemiringan

lereng > 10 % dan < 40%

5 perumahan kumuh perumahan kumuh

I     ,-                         .      i

dan permukiman danpermukiman kumuh
kumuh di daerah yangterletak di daerah rawan
rawan bencana bencana alam  khususnyabencana

alam tanah longsor,gempa bumi EEfu.£
dan  baniir. ?i/`JT£.`(Y:r+;`i``

Sumber :  Buku Panduan Penyusunan RFxpKPKP -2016
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23.s     PERMEN pu NO.imRT/M/2Oi4 STANDAR PHLAyANAN MINIMAL BIDANG

PEKERJAAN UMUM I)AN PENATAAN RUANG

Berdasarkan   Peraturan   Menteri   Pekerjaan  Umum   No.1   tahun  2014  tentang  standar

pelayanan  minimal  bidang  pekerjaan umum dan penataan   ruang,  djamanatkan   bahwa

penoegahan    dan  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  menjadi  tanggung  jawab
bersama antara pemerintah dan pemerintah   daerah,   dimana  dalam hal ini pemerintah

daerah     bertanggung       jawab     atas   penurunan        kawasan     permukiman     kumuh

sebanyak 10%.

Beberapa       ketentuan       SPM    bidang   keciptakaryaan   yang   terkait   dengan   upaya

pencegahan  dan  peningkatan  kualitas permukiman  kumuh  dapat dijelaskan  pada tabel-
tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.5
Standar Minimal Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub bidang

Keciptakaryaan

• Jenis Sa InI Sat Targ Care Upa
D4Ia`iana I |art Llan \,a

S PM Provins I

1 Penyedi Meningkat persentase 0 60 Pengukuran kondisi Setiap
aan nya tingkat kondisi jalan untuk Pemerintah
ja'an kualitas jalan memperoleh nilai Provinsi
untuk layanan provinsi  baik IRl dapat dilakukan

---:I:'`:  -I-+
Membina danmenyediakansumberdayamelayan jalan dan sedang. menggunakan:

kebutuhan Provinsi }dsA#d`a{s#aasral

masyarakat Roughometer) Faapnaut:`ayang
2.  Metode visual 1.  Melakukan
dengan cara survei kondisi
menaksir nilai Road jalan menggu
Condition  Index (RCI) nakan alat
yang kemudiandikonversikan Naasra/

Melakukan
ke nilai  lntemational pemeliharaan
Roughness Index rutin dan
(lRl) yang dilakukan pemeliharaan
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2 Penyedi Tersediany persentase a 1 Pusat-pusat kegiata n Setiap

aan a terhubungnya 0 dan pusat produksi Pemerintah
jalan konektivita pusat- 0 sesuai Provinsi
untuk S pusat kegjatan yang tercantum pada melakukan
melayani wilayah

::ondE:i:t
RTRW Provinsi telah pembangunan/

kebutuh Provinsi terhubung oleh penambahan
anmasyara (konektivitas)diwilayah jaringan jalan

ri lae  ialan
Percepatan

kat provinsi penyelesaian
Penyedi Meningkat persentase I 60 Pengukuran kondisi Setiap
aan nya tingkat kondisi jalan  untuk Pemerintah
Ialan kualitas jalan memperoleh nilai  lRl Kabupaten/
untuk layanan kabupaten/kot dapat dilakukan

Membina dan
melayan jalan a balk dan menggunakan..
kebutuhanFaisyara Kab/Kota sedang. alat(Naasra/Romdas/Roughometer)-visualdengancaramenaksirnilaiRoad menyediakansumberdayamanusiayangdapat:1.Melakukan

Condition|nedme:d([E:I)yangdikonversikan survei kondisijalanmenggunakanalatNaasra/....-

Melakukanpemeliharaanrutindanpemeliharaanberkalauntuk

No Jenis Sa I Satu Ta,gotTahun9n''® Ca upa
Pelayanan Sa n an ya
Penyediaan Tersedian persentase % 1 Pusat-pusat Setiap
jalan untuk a terhubungnya 0 kegiatan dan Pemerintah
melayani konektvita Pusat- 0 pusat produksj Kabupaten/Kot
kebutuhan S pusat kegiatan sesuai a
masyarakat wilayah dan pusat yang tercantum melakukan

Kab/Kota produksi dl pada RTRW pembangunan
wilayahkabupaten/ Kabupaten/ Kotate'ah • -.    .. .    .    -

Percepatan
kota terhubung olehI... penyelesaianPerdatentana

1 Penyediaan Meningkat persentase %
81, Contoh  survey;air minum nya penduduk Pendu

kualitas yang duk 77 kuesioner;  dll.

2 Penyediaan Meningkat persentase % 6, Contoh  survey;
sanitasi nyakualitassanitasi(airlimbah,Persa penduduk Pendu kuesioner;  dll.

persentase %
2, Contoh  survey;

pengurangan Pendu kuesioner;  dll.

persentase %
7, Contoh   survey;

mpahan pengangkutan Pendu kuesioner;  dll.
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dan persentase %

7 Contoh   survey;drainase) pengoperasian Pen
permukimanperkotaan TPA 9-Operas 0% kuesioner;  dll.

persentasependudukyangterlayanisistem %pendu
50 Contoh   survey;kuesioner;dll.

%Pengura
5

?u°en:?ohnesrrHFy;jaringandrainase skalakotasehinaoa ngangenan 0%

3 Penataan Meningkat persentase lMB
6 pendataanBangunan nya tertib jumlah  lzin

dan pembangu Mendirikan 0

4 Penangan Berkurang persentase Ha

10

Contoh   survey;
Pemukiman nya berkurangnya kuesjoner;  dll.
Kumuh permukima luasan
Perkotaan n Dermukiman

5 Penyediaan Meningkat persentase
% 50 Survey

penertiban
Ruang nya tersedianya area yang
Terbuka ketersedia Iuasan RTH direncanakan

I-`---`- I.  --       -      -
Sumber : Panduan Penyusunan RP2KPKP

Keterangan:
1.   Apabila menggunakan alat pengukur ketidakrataan permukaan jalan (Naasra/ Romdas/
Roughometer) hasilnya sudah tidak feasible ( nilai count/ 81 > 400)
2.    Apabila situasi lapangan tidak memungkinkan menggunakan kendaraan survei,  maka
disarankan menggunakan metode visual (Rcl)
3.   Apabila tidak mempunyai kendaraan dan alat survei, maka disarankan menggunakan
metode visual (Rcl)
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03 PROFIL PERMUI{lMAN  I{UMLJH

IIAB. BONE B0LANGO

3.1           SEBARAN  PERMUKIMAN  KUMUI1,  PET-A  DELINIASI   KAWASAN  KUMUH,  LOKASI  BESERTA

LUASAN HAsll VERIFIKASI

SK  Penetapan  Lokasi   Perumahan  dan  permukiman  Kumuh  di  Kabupaten
Bone   Bolango   Nomor   :   28.a/KEP/BUP.BB/123/2017   Tanggal    13   Januari   2017
berjumlah 14 kecamatan dengan jumlah 39 desa/kelurahan dengan luas total274,27
Ha  (Dua  Ratus  Tujuh  Puluh  Empat  koma  dua  puluhtujuh)  seperti  dalam  gambar
dibawah ini  :

Gambai. 3.1

Lampiran SK Perumahan dan Pemukiman Kumuh
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3.1.1      SEBARAN PERMUKIMAN KUMul1

Sesuai  arahan  dokumen  RTRW  Kabupaten  Bone  Bolango  tentang  lokasi

kawasan  perkotaan  hanya  berada di 4 (empat)  kecamatan yakni  kecamatan

kabila, suwawa, Tapa dan Tilongkabila. Keempat kecamatan ini masuk dalam

lampiran  SK  penetapan  kawasan  kumuh  dengan  luas  sebaran  permukiman

kumuh; (1) kecamatan Kabila dengan jumlah 8 desa/kelurahan luas kawasan

kumuh      45,53      Ha,      (2)      Kecamatan      Tilongkabila      dengan      jumlah

2desa/kelurahan  dengan  luas  kawasan  kumuh   17,02   Ha,  (3)  Kecamatan

suwawa dengan jumlah 2 desa/kelurahan dengan luas kawasan kumuhl2,11

Ha   dan   (4)   kecamatan   Tapa  dengan   3   desalkelurahan,   luas  63,89   Ha.

Sebarannya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Gambar 3.1.1

Peta Seba ran kawasan Kumuh 8esuai SK Bupatj Kab. Bone Bolango

8
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Gambar 3.1.2

Pota Sebaran Kawasan Kumuh sesuai Arahan RTRW Kab. Bone Bolango
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3.1.2      DEL[NiAsi KAWASAN KUMUH, LOKAsl DAN LUASAN HaslL

VERIFIKAsl

Deliniasi   adalah     penggambaran     hal     penting   dengan   garis  dan

lambang  tertentu  dalam  peta.   Deliniasi  permukiman  kumuh  adalah

garis   (membentuk   po[igon   tertutup/berada   dalam   satu   hamparan)

yang menggambarkan batas permukiman kumuh.

Delineasi  permukiman  kumuh  dapat  mencakup  sebagian,  satu  atau

lebih      RT/dusun      dalam      satu      kelurahan/desa.      Dalam      satu

desa/kelurahan    dimungkinkan    terdapat   lebih    dari    satu   delineasi

permukiman    kumuh,    dengan    catatan    harus    memenuhi    syarat

permukiman   dan  jarak   satu   delineasi   dengan   delineasi   yang   lain

cukup jauh.
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Deliniasi  dilakukan  hanya  pada  kawasan  perkotaan  sesuaj  arahan

dokumen     RTRW    Kabupaten     Bone     Bolango.     Batas     delineasi

permukiman  atau  lingkup entitas  perumahan dan  permukiman  kumuh

Kabupaten  Bone  Bolango menggunakan  batas administratif wilayah  (

bata§  kel/desa;     batas  RT/dusun  dll)  dan  sebagian  kecil  kelurahan

menggunakan   Batas  fisik  yang   nyata  (  jaringan  jalan,  jaringan   rel

kereta   api,   sungai,   danau   dll).   Jadi   dalam   menentukan   deliniasi

kawasan  kumuh  Kabupaten  Bone Bolango menggunaan dua metode

yaitu  berdacarkan  administratif  dan  batas  fisik.  Seperti  dalam  tabel

dibawah ini:

Tabel 3.1.2
Sebaran Permukiman Kumuh sesuai arahan RTRW Kab. Bone

Bolango

NO KECARATAN DESA/KEL LUAS STATUS

1 Kabila 1.Padengo 9,79 Ha Kumuh Berat

2. oluhufa 5,13 Ha Kumuh Berat

3. OIuhuta utara 8,00 Ha Kumuh Berat

4. Tumbihe 5,21  Ha Kumuh Berat

5. Pauwo 4,61  Ha Kumuh Berat

6.  Dutohe 8,00 Ha Kumuh Berat

7. Tanggilingo 1 , 1 2  Ha Kumuh Berat

8. Poowo Barat 3,67 Ha Kumuh Beret

v2-,,,.i,)-

Jumlah 45,53 Ha

2 Tilongkabila 9. Tamboo 7,87 Ha Kumuh Sedang

10. Tu,,ggulo 9,15 Ha Kumuli Rendah

Jumlah 17'02 Ha

3 Suwawa 11.Bubeya 5,90 Ha Kumuh Berat
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12.  Bube Baru 6,21  Ha Kumuh Berat

Jumlah 12,11  Ha

4 Tapa 13.Talulobutu 22,19 Ha Kumuh Berat

14. Talulobutu Selatan 15,3 Ha Kumuh Berat

15. Talumopatu 26,4 Ha Kumuh Berat

+-It, _.I   .«,'`rJJ-`#,
Junhah 63,89 Ha

Sumber :  Lempiran SK Kumuh  Kab.  Bone Bolango Thn 2017

Dari  label  diatas  dapat  dilihat  bahwa  sebaran   permukiman   kumuh

yang  akan  diverifikasi  adalah  138,55  Ha.  Verifikasi  hasil  luasan  dan

sebaran    permukiman    kumuh   dilakukan    dengan   cara   melakukan

deliniasj dengan melibatkan masyarakat kelurahan.

Penggunaan   metode   batas   administratif   berdasarkan   karakteristik

wilayah dimana terdapat kepadatan kawasan permukiman sedangkan

untuk metode  batas fisik digunakan  karena  lokasi  kelurahan  memiliki

kepadatan  bangunan  yang  rendah  sedangkan sarana  dan  prasarana

terdapat di lokasi luar permukiman.

Deliniasi dilakukan di  masing-masing  kecamatan di wilayah  kelurahan

sampai  ke  dusun  dan  lingkungan  dengan  melibatkan  Lurah/kepala

desa, kepala dusun/Iingkungan dan tokoh serta lembaga lokal

Hasil   Verifikasi   yang    dilakukan   Tim    pokjanis   dalam    hal   ini   tim

perkimtan   (Perumahan   Permukiman   dan   Pertanahan)   Kabupaten

Bone  Bolango terdapat  penambahan jumlah  luasan  kawasan  kumuh

adalah seperti yang terdapat pada tabel dbawah ini :
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Tabel 3.1.2.1

Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Verffikasi Kecamatan Kabila

No Ke-n Luas Wilayah(Ha)
Luas Kumuli Lokasi dan Luas Permukiman Kumuli Hasil

scoLiai SK Bupati2017 Vedfikasil (Ha)

Kelurallan/Desa Lokasi Luas (Ha)

1 Kabila 84,9 9,79 Ha 1.Padengo Lingk. 2,3 12,9

148 5,13 Ha 2. 0'uhuta Lingk.  1 5,13

208,64 8,00 Ha 3. 0luhuta Utara unok. 3 8,00

86,96 5,21  Ha 4. Tumbihe Lingk.  2 7,55

87.18 4,61  Ha 5. Pauwo Lingk.  2,3 12,7

74,8 8,00 Ha 6.  Dutohe Dusun  1,2,3 8,00

120,87 1 , 1 2 Ha 7. Tanggiljngo Dusun 2,3 9,70

70,19 3,67 Ha 8. Pcowo Barat Dusun 2,3 7,79

eel,54 #
pr                         ¥;)('.?;,;i,

`-,-I   ,   -\lx  t

;:,`2` |,gri5nggrrdt=ar3`:±;

Sumber : Hasil Deliniasi Kawasan 2018

Dari  tabel  diatas  dapat dilhat  perbedaan  luasan  deliniasi  hasil  verifikasi  di  kawasan

kabila   menjadi  71,77   Ha.   Hal   ini  disebabkan   karena  luas   kawasan   kumuh  di  4

(empat) kelurahan bertambah

Tabel  3.1.2.2

Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Kecamatan Tilongkabila

No Kesanatn
Lua8 Luae Kumuli Lokasi dan Luas Pemukiman Kumut] Hasil Vdrifikasil

Wilayah(Ha) Sesuai SKBupaG2017
-      (Ha)

Kelifrahanroosa Lokas[ LuaS (Ha)

2 Tilongkabila 393 7.87 1. Desa Tamboo Dusun  1,2 7,87

535 9,15 2. Desa Tunggulo Dusun 3,4 9,15

Jvun     + 928 '1?'   `
•{fdrfif RA`~JR            `>,-,      _,yf+=i7(   -`''    c- '`w-`    `rf*±;EsiRE   I

-,  -   ,,^g#glfg¥
;,

Sumber : Hasil Deliniasi Kawasan 2018
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Hasil   verifikasi  dan   transek  lapangan,   luasan   permukiman   kumuh   di   kecamatan

Tilongkabila tidak berubah yakni seluasl7,02 Ha

Tabel 3.1.2.3

Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Vermkasi Kecamatan Suwawa

No Keeamatan
Luas Luas Kumull Lokasi dan Luas Pemukiman KuiTNIh Hastl Verifikasif

rmlayal,(Ha) sesuai SK BupeG2017 (Ha)

Kelurahanroesa Lokasi Luae (Ha)

3 Suwawa 72,1 5,9 1. Desa Bubeya Dusun  1,2 9,57

116 6,21 2. Desa Bube Baru Dusun 3 10,0
I  ,`    ++

188,1 12,llHa        :i, ~jJ`+I,'',-

Sumber : Has
•`,~,i.       a'             I

il  Deliniasj Kawasan 2018

Di   Kecamatan   suwawa   luasan   permukiman   kumuh   hasil   verifikasi   bertambah

menjadi   19,57 Hayang disebabkan oleh lokasi sebaran permukiman kumuh di desa

Bubeya [ebih dekat dengan bantaran sungai.

Tabel 3.1.2.4

Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Verifikasj Kecamatan Tapa

No Kecanatan
Luas Luas Kumuh Lohasi dan Luas Permukiman Kumuh Hasil verifihasil

"Iayah(Ha) 8esual SKBupati2017 (Ha)

Ke]urahan/DoSa Lokasi Luas (Ha)

4 Tapa 35,0 22,19 1.  Desa Talulobufu Dusun  1,2,3 22,5

39,9 15,3 2. Ds Talulobuto Selatan Dusun  1,2,3 19,0

79,3 26,4 3, Desa Talumopatu Dusun  1,2,3 26,4

'?jRE5av:avas,

Jmu, I,ng 63.cO            6,,--`,`,-.I',r7S
• y.^-,:, ,?iTj,          __

Sumber : Hasil Deliniasi Kawasan 2018

Berdasarkan hasil verifikasi maka kawasan kumh di kabupaten Bone Bolango di bagi

sesuai   kecamatan  menjadi  4  (empat)  kawasan  yakni   (1)   Kawasan   Kabila,   (2)

Kawasan  suwawa,  (3)  Kawasan  Tapa,  dan  (4)  Kawasan  Tilongkabila,  dengan

memperhatikan :

•1   Karakteristik lokasj dan tipologi kumuh yang sama

+   Lokasi dengan jarak yang berdekatan

4.   Pembentuk  sistem  jaringan  infrastruktur  yang  tidak  dapat  ditangani  dalam

bentuk spot-spot kumuh
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Gambar 3.1.4

Pefa Sebaran Kawasan Kumuh llasil Overlay Kab. Bone Bolango
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3.2           PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DANGAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN LOKAL

3.2.1     PROFIL KAWASAN PERMUKIMANKUMUII

Profil kawasan permukiman kumuh merupakan  hasjl olahan data berbasis 7 aspek

19 kriteria dan 21  parameter yang bersumber data base dan hasil survey lapangan

di masing-masing kawasan.  Seperti dalam tabel dibawah ini :
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A.   Profit Kawasan Kumuh Keeamatan Kabila

Data Umum

Provinsi Gorontalo Jlh Kawasan 8 Jlh  Kep.  RT non MBR 368

Kabupaten BoneBolango Jlh Kepala Rumah Tangga 926 Jlh Penduduk Laki-Iaki 2003

Kecamatan Kabila Jlh Kepala Keluarga 1772 Jlh Pendudukperempuan 1910

Ktwasan Kabila Jlh Kep.  Rumah TanggaMBR 558 Jlh Penduduk 3913

Koordjnat Lokasi : Garis Lintang = 0.32'26.57"U ; Garis Bujur = 123° 5'57.28''T

Profil Kumuh Kawasan Kabila

-

ff#,T?{"`rfuz                   F'.<rfeulxL:   `g'b    fro\..ti

J     I    lag+2.j7a..                        ,~    `             `-¥-at:     Ill.dr=L\`,:'-zof

€  ,-" -*  --I-i,;l-RT#F!grp.
y.         I           ,-           ,       ;           'r%'--Hit

=`LdrT,,   I,-1'   -`           --                  ,

`rs   ,.      ,R\,  ".         1„,    uti+*   ;(-.I,-;-I     ¢/i*-.`z

asvA

1. KONDISI

a`      Kdidakteraturan bangunan
Bangunan pada tokasi1tidakmemilikiketerafuran

337 Unit 36,39%

b.      Tingkat Kepadatan Bangunan
Bangunan memiliki

Ha 0%BANGUNAN 2      kepedatantidaksesuaj
GEDUNG keterfuan

c     #sdya:=:i::nd:nBgaanngunan
Bangunan pada tokasi3tidaknromilikipersyaratantcknis

444 unit 47,9§%

2. KONDISI JALANLINGKUNGAN
a     #g#:apne'ayananJalan

4      Panjeng Jalan Ideal 11.270 Meter 100%

5      Panjang Jalan Existhg 11.270 Meter 100%

b.     [{nuga['u#ermukaan Ja|an 6   P#::#n"%akgan 7.232 Mete, 64,17%

3. KONDIslPENYEDIAAN AIRMINUM
a.     #;nteu:diaan AksesAman Air

Jumlah KK tidck7teraksesairminumamen
234 KK 13,21%

b.     %baukufuteh:neh¥rhLnrnaum
Jumlah KK tidak8terpenuhikebutuhanAirMinumminimalnya

41 KK 2,31%

4. KONDISII)RAIRASELJNGKUNGAN a     rjem°;asTn#uan Mengalirkan g   L##enk8#£g#g 20 Ha 29,92%

b.      Ketidaktersediaan Dralnase o     Fd:n2ang Dralnase 15.828 Meter 100%

97



PENYuSUNAN  DOKUMEN

RP2KPKP

I  ,rvl   Prjr(.iANis   RP.,:Kp+<l>
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„    E%ta:gg Dra,nase 15.828 Meter 100%

c.   §:#t:hj::::g;:cid::gaann 12    Pkaen!2#eg:a##n akses Meter 0%

a.     Erdar#£rpeliharanya
Pgivang saluren13diainasetid8kteri)elihara

10.287 Meter 64,99%

e.      Kualitas Konstruksj Dralnase 14   P%%es%% 9.997 Meter 63,16%

5. KONl)lslPENGELOLAAN AIRLlneAH

Sistem Pengelolaan AIra.LimbahTidaksesuaistandarTeknis
Jumleh KX tidck15#mTakba#Sses:#earprstap#arteknis

647 Unit 36,51%

Prasarana dan Sarana Jumlch KK  dengan

557 Unit 31,43%b  =:u#::a#::;:h#ak 16  Ss%:%#ntdi
Teknis tcknis

6. KONDIsl

Prasarana dan Sarana Jumfah KK dengen

775 KK 43,74%
Persapahan Tidak Sesual sarpras pengofahen

a.     dengan persyarafan Teknis 17     sampchyang  tdksesuaipersysrafanteknis

Sistem Pengelolaanb.Persampahanyang tidaksesuajStandarTeknis
Jumlah KK dg  sistem

735 KK 41,48%PEWGELOLJIANPERSAMPAHAN 78   &ek":#hars,::#Ateknis

"dakterpeliharanya Saranac.danprasaranapengelolaanPersanpahan
Jumlah KK dengan`9::#asAP%g?/clan•'-..

775 KK 43,74%

7. KOND]SlPROTEKslKEBARARN
a.    #otitde#sf#jkaaraarnanprasarana

Jumlah bangunan20:%a:e#y#!ets,.kebakaran

Unit 0%

b.    5%££%:jk:nansarana
Jumlali bangunan21tidekteriayanisarenaproteksikebckaran

926 Unit 100%

Sumber :  Hasil Olalian data 2018
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Tabel 3.2.1.2

Profil Permukiman Kumuh Kawasan Kabila Hasil Verifikasi

8.   Profit Kawasan Kumuh Kecamafan Suwawa

Data Umum

Provinsi Gorontalo Jlh Kawasan Kumuh 2 Jlh Kep.  RT Non MBR 56

Kabupaten BoneBolango Jlh Kepala Rumah Tangga 184 Jlh  Penduduk Laki-laki 418

Kecamatan Suwawa Jlh Kepala Keluarga 327 Jlh Pendudukperempuan 491

Kawasan Suwawa Jlh Kep.  Rumah TanggaMBR 128 Jlh Penduduk 909

Koordinat : Garis Lintang : 0°32.18.09"U, Garis Buju r :  123. 7'54.67"T
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Profit Kumuh Kawasan

I,            , ASPEK

KRITERIA PARAMETER
KONDIsl

NILAI SAT +

1. KONDISI

a.      Ketidakteraturan bangunan
Batigunan pada1tokasittdckmemilikikcterrfuran

93 Unit 36.39%

b.      Tingkat Kepadatan Bangunan
Bangunan memiNlki

Ha 0%BANGUNAN 2      kepedatanunak
GEDUNG sesuai ketorfuen

Ketidaksesuaian dengan Bangunan pada
88 Unit 47,950/ac.      Persyaratan Teknis 3       Iokasitidak memitiki

Bangunan persyaratan teknis

2. KONDISI JALANLINGKLJNGAN
a     :,::#:#ga¥layanan Jalan

4      Ptryang Jalan Ideal 2,096 Meter 100%

5    PEa#ggJalan 2.096 Meter 100%

b      [{nugalk#g:ermukaan lalan '          ''-,      .    ,.`..      ''-'. 970 Meter 64,17%

3. KONDIslPENYEDIAAN AIRENum
a.    #teM#ud*aan Akses Amen

Jumlah KK tidak7teraksesairminumaman
74 KK 13,21%

b.    Zjedba#gnewrh#iynaum
Jumlch KK tidck8terpenuhjkebufuhanAirMinumrnirlimainya

74 KK 2,31%

4. KONDIslDRAINASEL]NGKUNGAN

a.     %flndgg,mrke:PL:::acan Alr 9    ##enka##gyanno 13 Ha 29,92%

b.      Ketidaktersediaan Drainase

JO     [£naj,ano Dralnase 2.969 Meter 100%

„     E:,n±anngg Dralnase 2.969 100%

C.    §:sti##::::gpaenckd:#ann 72    :%£n*gessa!"fe?kofa Meter 0%

"dak Terpeliharanya Panjang saluran
1.634 Meter 64,99%d,      Dralnase 13     drainasetidakterpethara

e.      Kualitas Konsfroksi Drainase •`..,...'..,. 2.385 Meter 63,16%

5. KONDIslPENGELOLAAN AIRL[MBAH

Sistem Pengelolaan Air Jumlah KK REck

72 Unit 36,51%a.    :!emk::sh "ak sesual sfandar 15   #ashessf ea##ndarteknis

Prasarana dan SaranabPengelolaanAlrLimbahTidakSesualdengan
6   #amRE3%gchanidksesuaipersyaratan 143 Unit 31,43%
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Persyaratan Teknis teknis

6. KONDIsl

Prasarana dan Sarana
Jumlali KK dengansarpr8spengolahen

40 KK 43,74%a.     Persanpahan Tidak sesuai 17     sampahyang  tdk
dengan persyaratan Tcknis sesuni persyaratanteknis

Sistem Pengelolaanb.PersanpahanyangtidaksesualStandarTeknis
Jumlah KK dg  sislem

205 KK 41,48%
PENGELOLAANpERSArmAHAN `8    #k"goals:ha%|§a##Ateknis

Tidakterpeliharanya Saranac.danprasaranapengelolaanPersampahan
Jumlch KK dengan79§#pgh##atantoapelihara

40 KK 43,74%

7. KONDISI
a.      Ketidaktersediaan prasarana

Jumlah bangunan2o#aska:#;cks/

Unit 0%

PROTEKslKEBARARN Prctcksi Kebakaran kebakaran

b'   #otit:a:r#j#na:arana
Jumlah bangunan21tidakterlayanisaranaprcteksikebakaran

184 Unit 100%

Tabel 3.2.1.3

Profil Permukiman Kumuh Kawasan Suwawa Hasil Verifikasi

I t-n- L-- rev-ibi omtl ~i ouo hoei dlzi .an
I. tridd-..ap in toh penuL. halb oi .d.
`i.I.-~th-.H*--ELF+ce-.~*-h==-=>
L|*pptm4.h*|||*-=±==-...|bl5.--*fa®-ro"'
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Provinsi Gorontalo Jlh Kawasan Kumuh 3 Jlh Kep.  RT Non MBR 178

Kabupaten BoneBolango Jlh Kepala Rumah Tangga 497 Jlh  Penduduk Laki-laki 2264

Kecamatan Tapa Jlh Kepala Keluarga 981 Jlh Pendudukperempuan 3044

Kawasan Tapa Jlh Kep.  Rumah TanggaMBR 319 Jlh Penduduk 5sO8

Koordinat Lokasi : Gari8 Lintang = O®36-33.81"U; Garis Bujur = 123® 4'56.20"T

Profil Kumuh Kawasan

',-2-----rafr_

ff#    I,:_

`,-,-`

:-±j..IFjEI€,."`

•         `              `:`              .:`         . .   ,      qA.J#t.&Tiiv¥-     ,    ,  to,#
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1. KONDIsl

a.      Ketidakteraturan bangunan
Bangunan pada1Iokasitidakmemilikiketeraturan

144 Unit 35,91%

b.      TingkatKepadatan Bangunan
Bangunan memilikl

Ha 0%BANCUNAN 2      kepadatantidek
GEDUN¢ sesual ketenfuan

Kctidaksesuaian dengan Bangunan pada
272 Unit 45,45%c.      Persyarafan Teknis 3       lokasitidak memiliki

BangLinan persyaratan tckliis

2. KONDISI JALANUNGKUNGAN
a.    :,#:a#apnelayanan Jalan

4       Partyang Jalan Ideal 6.152 Mifer 100%

5    P#fggJalan 6.152 Meter 100%

b.     ,{nugalk#g:nermukaan Jalan 6    P#3a£'nenm%cknoan 3.572 Meter 65,34%

3. KONDIS]PENYEDIAAN AIRMINUM
a.     #teM#ud+aan Akses Amen

Jumlah KK tidck7teraksesairminumamen
545 KK 23,42%

b.     I:dbaukufutehgnenAIvrh#jynaum
Jumlch KK tjdck8terpenuhikebutuhanAirMinumminimalnya

488 KK 6,87%

4. KONDIslDRAINASELINGl(UNGAN

a    #eti;dg¥,mrkTaTL#:asan AIr 9     Lteuteckasenka#ns=:gygg 7 Ha 21,82%

b.      Ketidaktersediaan Drainase

70     Fd:n!,ang Dralnase 9.648 Meter 100%

„    E#nnggDranase 9.648 Meter 100%
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Ke6dakterhubungan denganC.SistemDrainaseperkotaan #   :;snfnkgess:.#e:kcta Meter 0%

Tidak Terpeliharanya Panjang salurm
8.290 Meter 57,32%d.      Dralnase 13     dr8inasetidakterpelihara

e.      Kualifas Konsfroksi Dralnase 14   Pdar%'%,%es%# 7.299 Mete, 60,98%

5. KONDISIPENGELOLAAN AIRLIHBAL1

Sistem Pengelolaan AI.r Jumlah KK tidck

627 Unit 35,93%a.     ¥:ink::sh Tidak sesual sfandar 15    t#bkaxsses:%eenprsta#8rteknis

Prasarana dan Sarana Jumlah KK  dengan

373 Unit 34,39%b   :ednfe£::t:nL#:ah 16Ssaerspruarpra8;pear#nidk

Persyaratan Teknis toknis

6, KONDISI

Prasarana dan Sarana
Jumlah KK dengan•','-''..

548 KK 52,18%a.     Persampahan Tidak sesual 17     sanpehyang  tdk
dengan persyaratan Teknis sesoaiperyara(antcknis

Sistem Pengelolaanb.Persampahanyang tidaksesuajStandarTeknis
Juml8h KK dg  sisten

166 KK 39,88%
PENGELOLAANPERSAMPAHAN 78   t#Oofs:Aarsf::#teknis

Tidaktapeliharanya Saranac.danprasaranapengelolaanPersanpahan
Jumlah KK dengan`9§#£Shpf?d#han='-..

548 KK 52,18%

7. KONDIsl
a.      KeGdatersediaan prasarana

Jumlah bangunan2o#%a;::'pa:!ets,

Unit 4%

PROTEKslKEBARARN Proteksi Kebakaran kebakaran

b.    %t:#%:3diaaraarna:arena
Jumlah bangunen21tidakterlayanisaranaproteksikebakaran

497 Unit 100%
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Tabel 3.2.1.4

Profil Permukiman Kumuh Kawasan Tapa Hasil Verifikasi

quun
erty

Jut,-da
tedtym.pin-er.a               `      a      `m
pmde.ebtrn
hunb_co
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A.   Profil Kawasan Kumuh Kecamatan Tilongkabjla

Data UmLim

Provinsi Gorontalo Jlh Kawasan 2 Jlh Kep.  RT Non MBR 75

Kabupaten BoneBolango Jlh Kepala Rumah Tangga 193 Jlh  Penduduk Laki-laki 529

Kecamatan Tilongkabila Jlh Kepala Keluarga 406 Jlh Pendudukperempuan 745

Kawasan Tilongkabila Jlh Kep.  Rumah TanggaMBR 118 Jlh Penduduk 1274

KOordinal Lokasi : Garis Lintang =  0°34'28.27"U,Garis Bujur = 123. 6'50.38"T

Profil Kumuh Kawasan
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b.      Tingkat Kepadatan Bangunan

Bengunen mem«ikj2kepadatantidaksesuaikcterfuan
Ha 0%

Ketidaksesuaian dengan Bangunan peda
109 Unit 45.45%c.      Persyaratan Teknis 3       Iokasitidak memiliki

Bangunan persyaraten tcknis

2. KONDISI JALANLINGKUNGAN
a     :,::#:::apne'ayanan Jalan

4      Panjang Jalan Ideal 4.215 Meter 100%

5     PEaxn#3Jalan 4.215 Meter 100%

b      |{nugalkju%aFTukaan Jalan 6    P#uH#nannrsdenckgan 2.059 Meter 65,34%

3. KONDISIPENYEDIAAN AIRMINLIM
a.     #teMrjsn#aan Akses Amen

Juml8h KK tidak7tercksesairminumamen
64 KK 23,42%

b.     #edb#futeh¥nAltLnjynaum
Jumlah KK tjdck8tetpenur\ikebufuh8nAirMinumminimalnya

91 KK 6,87%

4. KONDIslDRAINASELJNGKUNGAN

a.    #eti:d#k#L:manpasan AIr 9   ##e##=gyaanng Ha 21,82%

b.      Ketidaktersediaan Dralnase

a     Fdaen2ang Dralnase 6.002 Meter 100%

„     E%tipnngg Dramase 6.002 Meter 100%

C.    i:stifmngrr::b::Spa:kd#¥nn ~   :fsn::n4gess8#mnto,a Meter 0%

Tidck Terpeliharanya Parljang satwran
4.280 Meter 57,32%a.      Dralnase 13     dralnasetidckterpalihara

e.      Kualhas Konstr`iksi Dralnase 14   Pda#asges%% 4.357 Meter 60,98%

5. KONDIslPENGELOLJIAN AIRUMBAH

Sistem Pengelolaan Air Jumlch KK tidck

144 Unit 35,93%a.     :jemk#sh Thdak sesual standar 15   #mra#Ss::%#s#arteknis

Prasarana dan Sarana Jurfuah KK  dengan

111 Unit 34,39%b   :ednfcts°£::#::#ah '          !',:'i        .'...      '

Persyaratan Teknis teknis

6. KONDIsl

Prasarana dan Sarana
Jumlah KK dengansarpraspengolahan

260 KK 52,18%a.      Persampahan Tidak sesual. 17     sampchyang  tdk

PENGELOLJIAN dengan persyaratan Teknis sesuai persyaratan

PERSAMPAHAN teknis

b.     Sisfem pengelolaan 18     Jumlaln KKdg  sistem 260 KK 39,88%
Persampahan yang 6dck pengolahan sampah
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sesuai Standar Tcknis tdk sesuat standarteknis

Tidakterpeliharanya Saranac.danprasaranapengelolaanPersampahan Jumlah KK dengan79::#asAP##/alantepelihara

309 KK 52,18%

7. KONDIsl
a.      Ketjdaktersediaan prasarana

Jumlch bangunan20#s`al;8#y£';4s,.

Unit 4%

PROTEKSIKEBARARN Protekst Kebakaran kebck8ran

b.    5:oti£#K:::jk=na:arana
Jumlah bangunan21tidakterlayaniserenaprdeksikebak8ran

193 Unit 100%

Tabel 3.2.1.5

Profil Permukiman Kumuh Kawasan Tilongkabila Hasil Verifikasi

3.2.2     GAMBARAN  UMUM KELEz`ueAGAAN LOKAL

Kelembagaan   lokal   yang   dimaksud   adalah   kelembagaan   lokal   yang   ada

dalam lingkup pemerintah kelurahan/desa yakni (1 ) lembaga kepemerintahan

seperti   Posyandu,    BPD/LPM,    BKM,    POSDAYA,    Desa   Siaga,    RTS   (2)
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Lembaga   Sosial   Budaya   seperti   Ta'mirul   Masjid,   Gsl,   Rukun   Duka,   (3)

Lembaga  Sosial  kepemudaan  seperti     karang  taruna,   Remaja  Muda,   (4)

Lembaga Sosial ekonomi seperti POKTAN, Kelompok Nelayan.

Keberadaan   lembaga   lokal   merupakan   gambaran   dari   keterpaduan   dan

keaktifan  masyarakat dalam  mendukung  dan  mendorong  kinerja pemerintah

kelurahan /desa dalam pembangunan.

Keterlibatan    Kelembagaan    lokal    dalam    proses    penyusunan    dokumen

RP2KPKP     diharapkan     mampu     memberikan     umpan     balik     terhadap

permasalahan  terkait  7  indikator khususnya  diwilayah  kawasan  permukiman
kumuh mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiafan

dengan  tujuan  kegiatan  yang  dibangun  akan  dapat dipelihara  serta  mampu

menumbuhkan   kesadaran   warga   khususnya   penerima   manfaat   sebagai

wujud nyata dari pola keberlanjutan.

Pelibatan    masyarakat   dan    kelembagaan    lokal    diawali   dengan    proses

sosialisasi,   penguatan   dan   pembentukan   tim   perencana   partisipatif  yang

berperan    sebagai    relawan    dalam    menuntaskan    permasalahan    kumuh

diwilayahnya.

3.3           I(RITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN PENENTUAN  KLASIFIKASI  DAN SKALA PRIORITAS

PENANGANAN

3.3.1       KRITERIA PERUIVIAHAN  I(UMUH  DAN  PERMUKIMAN KUMUH

Berdasarkan   Permen   PuPR   No.14/PRT/M/2018   pada   pasal   18   tentang

Kriteria  perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh  merupakan  kriteria yang

digunakan  untuk  menentukan  kondisi  kekumuhan  pada  perumahan  kumuh

dan pemukiman kumuh.

Kriteria    perumahan    kumuh    dan    permukiman    kumuh    meliputi    kriteria

kekumuhan ditinjau dari :
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a.   Bangunan Gedung

b.    Jalan Lingkungan

c.    Penyediaan Air Minum

d.    Drainase Lingkungan

e.    Pengelolaan Air Limbah

f.     Pengelolaan persampahan, dan

9.    Proteksi Kebakaran

A.   Kriteria Kekumuhan Ditjnjau dari Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:

1.    Ketidakteraturan   Bangunan,   Ketidakteraturan   bangunan   merupakan

kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukjman:

a)   Tidak  memenuhi  ketentuan  tata  bangunan  dalam  Rencana  Dctil

Tata  Ruang  (RDTR),  yang  meliputi  pengaturan  bentuk,  besaran,

perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau;
b)   Tidak   memenuhi   ketentuan   tata   bangunan   dan   tata   kualitas

lingkungan   dalam   Rencana   Tata   Bangunan   dan    Lingkungan

(RTBL),    yang    meliputi    pengaturan    blok    lingkungan,    kapling.

bangunan,    ketinggian    dan    elevasi    lantai,    konsep    identitas

lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

Tingkat  Kepadatan  Bangunan  Yang  Tinggi  Yang  Tidak  Sesuai  dengan

Kctentuan Rencana Tata Ruang.

2.   Tingkat  kepadatan  bangunan  yang  tinggi  yang  tidak  sesuai  dengan

ketentuan  rencana  tata  merupakan  kondisi  bangunan  gedung  pada

perumahan dan permukiman dengan :

a)     Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR,

dan/atau RTBL; dan/atau

b)     Koefisien  Lantai  Bangunan  (KLB) yang  melebihi  ketentuan  dalam

RDTR, dan/atau RTBL.

3.    Kctidaksesuaian   Terhadap   Persyaratan   Teknis   Bangunan   Gedung

Ketidaksesuaian   terhadap    persyaratan   teknis   bangunan   gedung

merupakan     kondisi     bangunan    gedung     pada    perumahan    dan

permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:
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a)   pengendalian dampak lingkungan;

b)   pembangunan  bangunan  gedung  di  atas  dan/atau  di  bawah

tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah

prasarana/sarana umum;
c)   keselamatan bangunan gedung;

d)   kesehatan bangunan gedung;

e)   kenyamanan bangunan gedung; dan

0    kemudahan   bangunan  gedung.   Semua  persyaratan  di  atas
secara  prinsip  semestinya  sudan  tercantum  dalam  lMB  atau

persetujuan  sementara  mendirikan  bangunan,  oleh  karena itu

penilaian     ketidaksesuaian     persyaratan     teknis     bangunan

gedung    dapat    merujuk    pada    kedua    dokumen    perizinan
tersebut.

8.   Kritcria Kekumuhan Ditjnjau dari Jalan Lingkungan;

Kriteria kekumuhan ditinjau dari ja]an lingkungan mencakup:

1.    Jaringan    Jalan    Lingkungan    Tidak    Melayani    Seluruh    Lingkungan

Perumahan    atau    Permukiman;    Jaringan    jalan    lingkungan    tidak

melayani      seluruh      lingkungan      perumahan      atau      permukiman

merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman

tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

2.    Kualitas   Pemukaan   Jalan   Lingkungan   Buruk;   Kualitas   permukaan

jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan

lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

C.   Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum.

1.  Kriteria  kekumuhan  ditinjau  dari  penyediaan  air  minum  sebagaimana

dimaksud mencakup:

a.   akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau

b.    kebutuhan   air   minum    minimal   setiap   individu   tidak

terpenuhi.

2.  Akses  aman   air   minum   tidak  tersedia   merupakan   kondisj   dimana

masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat

kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3.  Kebutuhan    air    minum    minimal    setiap    individu    tidak    terpenuhi

merupakan  kondisi  dimana  kebutuhan  air  minum  masyarakat  dalam

lingkungan   Perumahan   atau   Permukiman   tidak   mencapai   minimal

sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

D.   Kriteria Kekumuhan Ditjnjau dari Drainase Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drajnase lingkungan mencakup:

a.    drainase lingkungan tidak tersedia;

b.    drainase      lingkungan      tidak      mampu      mengalirkan

limpasan  air  hujan  sehingga  menimbulken  genangan;

dan/atau

c.    kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

1.    Drainase lingkungan tidak tersedia merupakan kondisi dimana saluran

tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung

dengan  saluran  pada  hierarki  di  atasnya  sehingga  menyebabkan  air

tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

2.    Drainase  lingkungan  tidak  mampu   mengalirkan   limpasan   air  hujan

sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana jaringan

drainase lingkungan tidak mampu  mengalirkan  limpasan air sehingga

menimbulkan  genangan  dengan  tinggi  lebih  dart  30  cm  (tiga  puluh

sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua)

kali setahun.

3.    Kualitas   konstruksi   drainase   lingkungan   buruk   merupakan   kondisi

dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah

fanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

E.   Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Ljmbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:

a.    sistem     pengelolaan     air     limbah     tidak     memenuhi

persyaratan teknis; dan/afau
b.    Prasarana  dan  Sarana  pengelolaan  air  limbah  tidak

memenuhi persyaratan teknis.
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1.    Sistem  pengelolaan  air  limbah  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis

merupakan  kondisi dimana  pengelolaan air limbah  pada lingkungan

Perumahan  atau  Permukjman tidak memiliki  sistem  yang  memadai,

yaitu terdiri  atas  kakus/kloset yang  terhubung  dengan  tangki  septik
baik secara individuavdomestik, komunal maupun terpusat.

2.    Prasarana   dan   Sarana   pengelolaan   air  limbah   tidak   memenuhi

persyaratan   teknis   merupakan   kondisi    Prasarana   dan    Sarana

pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana:

a.    kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau

b.   tidak  tersedianya  sistem  pengolahan  limbah  setempat  atau

terpusat.

F.   Krkeria Kekumuhan Ditjnjau dari Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditjnjau dari pengelolaan persampahan mencakup:

a.   Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan

teknis; dan/atau

b.   sistem   pengelolaan   persampahan  tidak  memenuhi   persyaratan

teknis.

1.    Prasarana     dan     Sarana     Persampahan     tidak     Sesuai     dengan

Persyaratan Teknis Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai

dengan persyaratan teknis merupakan  kondisi dimana prasarana dan

sarana  persampahan  pada  lingkungan  perumahan  atau  permukiman

tidak memadai sebagai berikut:

a.   tempat   sampah    dengan    pemilahan    sampan    pada    skala

domestik atau rumah tangga;

b.   tempat  pengumpulan  sampah  (TPS)  atau  TPS  3R  (reduce,

reuse, recycle) pada skala lingkungan;

c.    gerobak sampah dan/atau truk sampan pada skala lingkungan:

dan d. tempat pengolahan sampah terpadu ITPST) pada skala

lingkungan.

2.    Sistem   Pengelolaan   Persampahan   Tidak   Memenuhi   Persyaratan

Teknis      Sistem      pengelolaan      persampahan      tidak      memenuhi

persyaratan     teknis     merupakan     kondisi     dimana     pengelolaan
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persampahan  pada  lingkungan   perumahan  atau   permukiman  tidak

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.    pewadahan dan pemilahan domestik;

b.    pengumpulan lingkungan;

c.    pengangkutan lingkungan; dan

d.    pengolahan lingkungan.

G.  Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup

a,   Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan

b.    Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

1.    Prasarana    proteksi    kebakaran    tidak   tersedia    merupekan

kondisi dimana tidak tersedianya:

a.    pasokan  air yang  diperoleh  dari  sumber alam  maupun

buatan;

b.   jalan  lingkungan  yang  memudahkan  masuk  keluarnya

kendaraan pemadam kebakaran;

c.    Sarana   komunikasi   untuk   pemberitahuan   terjadinya

kebakaran; dan/atau

d.   data   tentang   sistem   proteksi   kebakaran   lingkungan

yang mudah diakses
2.    Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia terdiri atas:

a.    Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

b.   kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau

c.    mobil tangga sesuai dengan kebutuhan.

3.3.2     PENILAIAN LOKASI DAN KLASIFIKASI SKALA PRI0RITAS
PENANGANAN

A.    PENILAIAN LOKASI KAWASAN KUMUH

Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai  hasil identifikasi lokasi

dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:

a.    kondisi kekumuhan

b.    Iegalitas tanah; dan

c.    perfumbangan lain
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Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan adalah

mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut :

a-    ringan;

b.    sedang; dan

c.    beret.

Penilaian  lokasi  berdasarkan  aspek legalitas tanahterdiri  alas

klasifikasi

a.   status tanah legal; dan

b.    status tanah tidak legal

Penilaian lokasi berdasarkan pertimbangan lainterdiri alas:

a.    pertimbangan lain kategori rendah;

b.    pertimbangan lain kategori sedang; dan

c.    pertimbangan lain kategori tinggi.

Hasil penilaian lokasi perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten Bone

Bolango sesuai  arahan  permen  PUPR  no.14/PRT/ tahun 2018 dafam tabel

diatas dapat di uraikan sebagai berikut :

A.   Identifikasi Ponilaian aspek I(ondisi kekumulian

Parameter penilaian aspek kekumuhan di tentukan sebagai berikut :

1.    Kumuh Berat bila memiliki nilai 60 - 80

2.    Kumuh sedang bila memiliki nilai 38 - 59

3.    Kumuh Rendah bila memiliki nilai 16 -37

Beiidasarkan     paramcter    diatas     maka     kondisi     kekumuhan     di

kecamatan  Bone  Bolango  adalah  Kumuh  Rendah,  nilai  kekumuhan

16 -37. Dengan rincian hasil sebagai berikut :

1.    Kawasan Kabila memiliki nilai kekumuhan 19

2.    Kawasan Suwawa memiliki nilai kekumuhan 18

3.    Kawasan Tapa memiliki nilai kekumuhan 26

4.    Kawasan Tilongkabila memiliki nilai kekumuhan 26
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8.  Identifikasi penilajan aspek Pertimbangan Lain

Parameter penilaian aspek pertimbangan laian adalah sebagai berikut

1.    Pertimbangan lain tjnggi,  bila memiliki nilai  11  -15

2.    Pertimbangan lain sedang, bila memiliki nilai 6 -10

3.    Pertimbangan lain Rendah, bila memiliki nilai 1  -5

Hasil   identifikasi   penilaian   aspek   pertimbangan   lain   di   kecamatan

Bone  Bolango  adalah  Pertimbangan  lain  tinggidengan  parameter

nilai 11 -15, sebarannya seperti dibawah ini :

1.    Kawasan Kabila nilai pertimbangan lain  11

2.    Kawasan Suwawa nilai pertimbangan lain  11

3.    Kawasan Tapa nilai pertimbangan lain 11

4.    Kawasan Tilongkabila nilai pertimbangan lain 11

C.   Identjfikasi penilaian aspek legalitas lahan

Parameter    aspek     legalitas     lahan     dinilai     berdasarkan     aspek

kekumuhan dimana suatu lokasi memiliki :

1.    Status tanah legal bila memiliki nilai positif(+)

2.    Status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-)

Penilaian  aspek  legalitas  lahan  di  kecamatan  Bone  Bolanga  adalah

status tanah legal d®ngan nilai (+) dengan rincian sebagai berikut :

1.    Kawasan Kabila nilai legalitas lahan positif (+)

2.     Kawasan suwawa nilai legalitas lahan positif (+)

3.    Kawasan Tapa nilai legalitas lahan positif (+)

4.    Kawasan Tilongkabila nilai legalitas lahan positif (+)

3.322  KLASIFIKASI  SKALA PRIORITAS  KEBUTUHAN PENAGANAN

Berdasarkan   penilaian   yang  telah  dilakukan   berdasarkan  formula   penilaian

tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh

dapat    dikelompokkan    dalam    berbagai    klasifikasi    prioritas    sebagaimana

ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3.2.1
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Formulasi Klasifikasj Penentuan skala prioritas Penanganan

L`   ,1              :      I\K-oNDrsiKEKLi ANGAN          A
A A A

B:R 3ABG \,BK M: G:,|    I,L` {LBAS'F:KAS:       c

i                _¥---_.
i.:-` -

-:,,i_.r=`_',``         .,

Ill_IllM '  I-)  `-,'yt

cO-80        KUM UH BERAT         X X X X X X

38-59      KUMU H SEDANG X X X X X

16-37       KUM UH RINGAN X X X X X X

LEGunAsLAHAH                                               :;--'-`---.
:,-

?:=t%.-Ir=I-Tiiiiiiiii-I-----I---I-I-__I_I_I
(+)          STATL:SGAiHAN      x X X X X X X X X

(-)      s#TUS LAHANAKLEGAL
X X X X X X X X X

punNRANGAN LAIN
I I

1"5    PEETLMTiNANG8tt     x X X X X X

-p#TlMBANGANSEDANG
X X X X X X

"PENlMBANGANRENDAH
X X X X X X

Sumber : Lampiran Pemen No.14/PRT/2018

Tabel formulasi  diatas akan  digunakan  dalam  menentukan  klasifikasi  skala  prioritas

kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bone Bolango.

Terdapat  18  kemungkinan  klasifikasi  perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh,

dengan penjabaran sebagai berikut :

1,     Al   merupakan  lokasi   kumuh   berat,  dengan   pertjmbangan   lain  tinggj,   dan

status tanah legal;

2.     A2  merupakan  lokasi   kumull   berat,  dengan   pertimbangan   lain  tinggi,   dan

status tanah tidak legal;

3.     A3  merupakan  lokasi  kumilh  berat,  dengan  pertimbangan  lain  sedans,  dan

status tanah legal;

4.    A4  merupakan  lokasi  kumuh  beret,  dengan  pertimbangan  lain  sedang,  dan

status tanah tidak legal;
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5.     A5  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan  pertimbangan  lain  rendah,  dan

status tanah legal;

6.    A6  merupakan  lokasi  kumuh  berat,  dengan  pertimbangan  lain  rendah,  dan

status tanah tidak legal;

7,     81  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan  pertimbangan  lain  tjnggi,  dan

status tanah legal;

8.     82  memupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan  pertimbangan  lain  tjnggi,  dan

status tanah tidak legal;

9.     83  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan  pertimbangan  lain  sedang,  dan

status tanah legal;

10.  B4 merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan  pertimbangan  lain  sedang,  dan

status tanah tidak legal;

11.  85  merupakan  lokasi  kumuli  sedang,  dengan  pertimbangan  lain  rendah,  dan

status tanah legal;

12.  86  merupakan  lokasi  kumuh  sedang,  dengan  pertimbangan  lain  rondah,  dan

status tanah tidak legal;

13.  Cl  merupakan  lokasi  kumuh  rendali,  dengan  pertjmbangan  lain  tinggi,  dan

status tanah legal;

14.  C2  merupakan  lokasi  kumuh  rendarl,  dengan  pertimbangan  lain  tinggi,  dan

status tanah tidak legal;

15,  C3  merupakan  lokasi  kumuli  rendari,  dengan  pertimbangan  lain  sedang,  dan

status tanah legal;

16.  C4  merupakan  lokasi  kumull  rendah,  dengan  pertimbangan  lain  sedang,  dan

status tanah tidak legal;

17.  C5  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan  pertimbangan  lain  rendari,  dan

status tanah legal;

18.  C6  merupakan  lokasi  kumuh  rendah,  dengan  pertimbangan  lain  rondari,  dan

status tanah tidak legal.

Selanjutnya  dalam  penentuan  skala  prioritas  penanganan  sesuai  tabel    formulasi

diatas  tentang   berbagai   klasifikasi   maka   ditentukan   skala   prioritas   penanganan

sebagai berikut:

+    Prioritas 1  yaitu untuk klasifikasi Al  dan A2;

+    Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi 81  dan 82;

4.   Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi Cl  dan C2;

i-    Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
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1   Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi 83 dan 84;

+    Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;

4.    Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;

+   Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi 85 dan 86;

+   Piioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

Berdasarkan hal diatas maka klasifikasi penanganan kawasan permukiman kumuh di

kabupaten Bone Bolango adalah :

"Cl  merupakan lokasi kumuh rondah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status

tanah  legal"Dengan  prioritas  penanganan  adalah  "Prioritas  3  yaitu  untuk  klasifikasi

Cl dan C2"

Seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.2.2

Hasil penentuan skala prioritas penanganan kawasan kumuh Kab. Bone Bolango

•`.~,)I:;:ee

`      .      :    .-_fr,.i,t,I`<~.-_``(.-,TTt`.flJ---:,

AN

!tf;',,1,RE        `=SjrS*'"ffi-iERi+tv.-,'DAN
--`r.   K-i£,.argI.'¢-fu-  `<x ,: ,.ck  ,-gil.,,.':_,-=`!`.:i.,•i2;^¢-ife

+

„    -.-''q

I     I,  I  gig •                       J'J`4=

i

£S{*S!-

9,:I,TJ.®
>,I

PERTIMB =5 0I/¢.:-, LL05

EL;a.;i

ac A,h,.,-.g'.,

1 RABILA 19 X 11 X X C1 3

2 SUVAVVA 18 X 11 X X C1 3

3 TAPA 26 X „ X X C1 3

4 TIIONGKABILA 26 X 11 X X C1 3

Sumber : Hasil 0Iahan aata Kawasan kumuh 2018

3.4          PERUMUSAN KEBUTullAN PENANGANAN  BERDASARKAN

ISu DAN PERMASALAHAN  PERMUKIIVLAl\l KUIVIUH

3.4.I     KEBUTullAN PENANGANAN PERMulm¢AN SKALA ROTA

UU  No.1  Tahun  2011  mengamanatkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  (Pemda)

adalah  pelaku   utama  dalam   penanganan  permukiman  kumuh.   Kolaborasi

dengan   semua   pihak  menjadi   hal   yang  wajib   dalam   upaya   penanganan

permasalahan     permukiman,     Penanganan     permasalahan     permukiman
dilakukan Pencegahan dan Peningkafan Kualitas.
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Pencegahan    djlakukan    sebagai    upayauntuk    mencegah    tumbuh    dan

berkembangnya  perumahan  kumuh  dan  pemukiman  kumuh  baru.  Tindakan

pencegahan dilaksanakan melalui :

•     Pengawasan

•     Pengendalian dan

•     Pemberdayaan Masyarakat,

Peningkatan    kualitas    merupakan    serangkaian    kegiatan    perbaikan    dan

pembangunan  sarana  dan  prasarana  permukiman  di  kawasan  permukiman

yang  mengalami  penurunan  kualitas.  Peningkatan  kualitasdilakukan  dengan

pola :

•     Pemugaran,

•     Peremajaan, dan

•     Permukiman Kembali.

Rumusan kebutuhan penanganan di dasarkan pada isu dan permasalahan di

kawasan   permukiman   kumuh   baik  di   skala   kabupaten   maupun   di   skafa

kawasan    yang    kemudian    di    overview    dengan    kebijakan    pemerintah

Kabupaten Bone Bolango.

Kebutuhan  penanganan  permukiman  skala kabupaten dan skala kawasan di

dasarkan pada 7 aspek kekumuhan seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kcta di Kabupaten Bone Bolango

hny,an,
•   .,,  '    Irt   =r  I I.=.i.,:.!ggS,§TIJ:-:,1-;;,

*,-_j4ir,`L

..  i ,r^r.i.+,, I_,:,i,tt*,r±;    ,\ _,   I ,`,_`:,`t,{;5,`            .`-             -`                -`-``    - -=.`i.`f=,€€:`:.`.i--.`_rx;,'::';.-`,`:I-,?,.,i-:i,:i..`i-I.1   `  , ,; I  -:' `-   ,   -`-+`r,  i -,y  -.;*

1

Berkembangnya Sepanjang Pengendalian Permukiman Penegakan aturan Peremajaan
pemukiman warga Kanal, di sesuajkan dengan RTRW perijinan
peda area Kanal dantanogul KawasanKabila ataii RDTR

2

Kavasan Sempadan Desa Bubeya, Pencegahan dampak Pengendalian Peremaiaan
sungaj menjadi tempat Kawasan negatif  kegiafan man usia pemanfaatan ruang
pembuangan sampan Suwawa yang dapat Tnenirnbulkan dan sosialisasi

kerusakan tingkungan hidup teknis kawasansempadan
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3

Sungal Tamalate tidak Desa Pcovro Pencegahan dampalk Pengendalian                 Peremajaan
berfungsi ckibat dari Barat' penyakft dan pemanfaatan pemanfaatan ruang
penbuatan kanal dan kawasan lahan dan sosialisasj
telch dipenuhi sampah Kablla teknis kawasan
Warga sempadan

4

lnsrastrukfur drainase Desa Bubeya, Penataan infrasfroktur Perericanaan dan Pemugaran
belum berfugsi secan Kawasan drainase penanggulangan Pengawasan
aptimal sehingga kota sowawa banjir dan genangan di saluran dralnase
senng mengalami kawasan-kavasan strategis sesuai SPM
gangguan banjir dan pusa{ pelayanan

5

Lebar dan kondisi Kawasan Meningkatrya kualifes Pengawasan Pemugaran dan
jalan perlu "ongkabila janngan prasal.ana dan pengendalian Peremajaan
peningkatan pada mewujudkan keterpaduan kapasitasjalan
sektor strategis pelayanan transportasj
kabupaen darat secara terpadu

6

Kiirangnya prasarana
Kawasan

Peningkafan cckupan Pembuatan perda prasarana dan
persampahan

Kabila pelayanan dan kualitas pengelolaan saTana
menyulikaken dalam

Suwawa
sistem pengemaan persampahan persampahan dan

pengangkutan Tapa danlllongkahila persarxpahan prasarana
sampan pengelolaanpersanpahan

7

Kebutuhan air rrinum Kawasan Pengembangan Peningkatan Peningkatan
dan bersih masih Kabila, kelembagaan, peraturan penyediaan air penyediaan air baku
sangat rendah Suwawa, dan perundangan- baku secara Secaa

Tapa danTilongkabila undangan berkelanjutan berkelanjutan

8

Fiendanya kesadaran Kawasan Peningkatan koord. Iintas Sosiliasasi PHBS Pemugaran
masyarakat dalam Kabila, sektor urfuk penataan
pola hidup bersih den Suwawa, linokungan kawasan
sehat Tapa dan permukiman yang

"longkahila teridentifikasi rawan sanitasi

9

Ketersediaan Sistem Kawasan Mengawasi kerusakan dan Sosialiasi dan Pemugaran
Pengolahan Alr limbah Kabila, pencemaran lingkLingan pembuatan Perda
(SPAL) padat dan cair Kawasan yang disebabkan ail limbah Alr Limbah
dikawasan Suwawa dan menysbar luackan

pemukiman yang ifrormasi tentang
belum maksimal pentj ngnya kesehatanlingkungankepadamasyarakatmelalujpenyulut`an

3.4.2       KEBUTUHAN PENANGANAN PERIVIUKIMAN SKALA KAWASAN

Kebutuhan   penanganan   permasalahan   permukiman   kumuh   di   kawasan

permukiman  merupakan  hasil  pemetaan  berdasarkan  kondisi  terkini  yang
mengaou  pada 7 aspek kekumuhan  19  kriteria dan  21  data numerik,  Aspek

kekumuhan  yang  diukur adalah  (1)  bangunan  gedung,  (2)  Jalan  lingkungan,

(3)  Kondisj Air Minum,  (4)  Drainase  Lingkungan,  (5)  pengelolaan  air limbah,
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(6)  Pengelolaan  persampahan,  dan  (7)  proteksi kebakaran.  Berikut rumusan

kebutuhan  penanganan  di  masing-masing   kawasan  di  wiayah   kabupaten

Bone Bolango sebegai berikut :

A.    Kawasan Kabila

`  t\   ttoeeqrmr:3:j~}`;.r.:\
KEBUTUHAN PENANGANAN

\•-`t '  pEveEGAHANpengawasan
PENN€RAIAJ`V7-,,,*L?,,Perbatkan

•",^`:if-.,-`,`--,,,.,,-,

in

Kawasan Bangunan

505 unit Bangunan pada Pauwo, Tumbihe,
lokasi pemukiman kumuh Oluhuta, Oluh uta dan rLimah tidak

Kanla Gedung
tidck sesuai persyarafan Utara, Padengo, pengendalian Iayak huni
tcknis Dutohe, poowoBarat

Ja'an

4,640 in lokasj kawasan

Pauwo, Tumbihe,Oluhuta,OluhutaUtara,Padengo,Dutohe,PoowoBarat,Tanggilingo

Pengendaliaan Peningkataii
memiliki  kualids pemukaan pelaksanaan kualitasjalan

jalan yang I)uruk don ljngkungan,

penyesualan Pembuatan
Lillgkungan standar teknisjalan jalan pavingdanpengaspalanjalan

AI, Minum

436 KK Masyarakat pada Paowo, Tumbjhe, SosjaJisa§i peningkafu
lokasi pemukiman tidak Oluhiha, Oluhuta kepada pelayanan
dapat mengakses air rrinum Utara, Padengo, masyarakat akses air bersih
yang merriliki kualitas tidak Dutohe, Poowo nengenai secara bertahap
berwama, tidak berbau, dan Barat, Tanggilingo pelayanan air
tidak berasa bersih dankesehatan airbersih

DrajnasoLingktJngan

35,92 Ha lokasi kavasan Pauwo, Tumbihe, Pemeliharaan a. Perbalkan
permukinan tergenang air Oluhuta, Oluhuta drainase, drainase

Utara, Padengo, penegakan lingkungan
Ditohe, Poowo aturan yang tersumbat

Barat Tanggilingo pemanfaatandralnase c, PembuatanSumuri`esapand.PembuatanIubangbiopch

9,918 in kondisi jaringan Pauwo, Tumbihe, Pengawasan Perbalkan
drainase di lokasi kawasan Oluhuta, 0luhuta pemhangunan drainase,
kumuh merriliki kualitas Utara, Padengo, drainase sesiiai Pengerukan
buruk Dutohe, Pcowo spesifikasi Sedimentasi,

Barat, Tanggilingo perencanaan dan Perbaikanelevasisaluran

Pengek}IaanAirLirfuh
670 unit rumah tangga pada Pauwo, Tumbihe, Sostalisasi dan perbalkan dan
tokasi pemukiman tidak Oluhuta, 0luhuta penyuluhan pembuatan
memiliki akses jamban"CK Utara, Padengo,Dutohe,Poowo PHBS jamban sehat(keluarga)dan
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3.4.2       I(EBUTUHAN PENANGANAN PERMUKIMAN SRALA KAWASAN

Kebutuhan   penanganan   permasalahan   permukiman   kumuh   di   kawasan

pemukiman  merupakan  hasil  pemetaan  berdasarkan  kondisi  terkini  yang
mengaou  pada  7 aspek kekumuhan  19  kriteria  dan  21  data  numerik. Aspek

kekumuhan  yang  diukur adalah  (1)  bangunan  gedung,  (2)  Jalan  lingkungan,

(3)  Kondisi Air Minum,  (4)  Drainase  Lingkungan,  (5)  pengelolaan  air limbah,

(6) Pengelolaan  persampahan,  dan (7) proteksi  kebakaran.  Berikut rumusan
kebutuhan   penanganan  di   masing-masing   kawasan  di  wiayah   kabupaten

Bone Bolango sebagai berikut :

A.    Kawasan Kabila

a           ntgl`ii¥¥f
I-,,-.;a,,'`,;;,l=;,:j<,`£,-i'^'`KomaFArmAL̀'€'&`3<ifegiREg,*v:trt^`,:,:„i_}

KEBUTUHAN PENANGRAH
``.    ``  `````. -   LOKAsl

PENCEGAHAN PENINGRATA«

7,"i{^L,`Of\3;*r'     i

Kansan Bangunan

505 unit Bangunan pada Pauwo, Tumbihe, pengawasan Perbaikan
tokasi permukiman kumuh 01uhuta, OIuhuta dan rumah tidak

Kabila Gedung tidak sesuai persyaratan utara, Padengo, pengendalian layak huni
tcknis Dutohe, PoowoBarat

JalanLingkungan

4,640 in lokasi kawasan

Pauwo  Tumbihe

Pengendaliaan Peningkatan
memiliki  kualitas permukaan pelaksanaan kualitasjalan
ialan yang  buruk

Oluhuta, Oluhuta
don lingkungan,

Utara, Padengo,DutohePoowo penyesuaian Pembuafan
standar teknis jalan paving

Barat, Tanggilingo jalan danpengaspalanjalan

AirMinum

436 KK Masyarakat pada Pauwo, Tumbihe, Sosialisasi peningkatan
lokasi permukjman tidalk Oluhuta,  OIuhuta kepada Pelayanaii
dapat mengakses alr minum Utara, Padengo, masyarakat akses all bersl`h
yang memiliki kualitas tidak Dutohe, Poowo mengenal secara bertahap
bervarna, tidak berbau, dan Barat, Tanggili ngo pelayanan air
tidak beraca bersih dankesehatan airbersih

D,ainase

35,92 Ha lokasi kawasan Pauwo, Tumbihe, Pemeliharaan a. Perbalkan
pemukiman tergenang all Oluhuta, 0luhuta drainase, dralnase

Utara, Padengo, penegakan lingkungan
Dutohe, Poowo aturan yang tersumbat

Lingkungan Barat, Tanggili ngo pemanfaatandrainase c. PembuatanSumurresapand.Pembuatanlubangbiopori
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9,918mkondisijaringan Pauwo, Tumbihe, Pengawasan Perbaikan
drainase di lokasi kawasan Oluhuta,  Oluhuta pembangunan dralnase,
kumuh merriliki kualitas Utara, Padengo, dralnase sesuai Pengerukan
bLlruk Dutohe, poowo spesffikasi Sedimentasi,

Barat, Tanggilingo perencanaan dan Perbaikanelevasisaluran

Pengchlaan

670 unit rumah tangga pada Pauwo, Tumbihe, Sosialisasi dan perbal.kan dan
lekasj permukiman tidak Oluhuta, 0luhuta penyuluhan pembuatan

Air Limbah
memlllkj akses jamban"CK Utara, Padengo, PHBS jamban sehat
Komunal Dutohe, PoowoBarat,Tanggiljngo (keluarga) danMCKKomunal

PengololaanPersanpahan

Prasarana dan sal.ana Pauwo, Tumbihe, Pelathan Daur Pembuatan dan
persampahan pada ]okasi Oluhuta, Oluhuta Ulang sampah pengadaan
perumahaii atau permukiman Ufara, Padengo, berbasis 3R Tempat
kumur` tidak sesuai dengan Dutohe, Poowo untuk Sampah
persyaratan teknis Barat, Tanggjljngo penambahannilaiekonomjsanpah denganpemilahansampanpadaskaladomestikataurunrahtangga;PembuatantempatpengumpulansampahITPS)afauTPS3R(redue,reuse,recycle)padaskalalingkungan;pembangunantempatpengolahansampanterpaduITPST)pada§kalaljngkungan.

Pengelolaan persampahan Pauwo, Tumbihe, Pengawasan pengadaan
pada lingkungan perumahan Oluhuta, 0luhuta dan motor sampan,
atau permukiman tidak Utara, Padengo, pengendalian pengelolaan
memenuhi persyaratan Dutohe, Poowo terhadap dampak

Barat, Tanggjljngo sistempengangkutandanjalurmobilsampan lingkungan,

Proteksi

100% kawasan permukiman Pauwo, Tumbihe, Kesesuaian a. Melakukan
tidak memiliki tidak memiliki Oluhuta,  Oluhuta terhadap perbalkanjalan
sarana prasarana proteksi Utara, Padengo, perizinan, agar bisa dilalui
kabckarn Dutohe, Poowo standar teknis oleh robil

Kel)akaran Barat, Tanggilingo danpemerikasaansesuaidenganperaturanperundang- pemadam dilokasikawasanb.Peningkatankualitassaranadanprasarana
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8.    Kawasan suwawa
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Kawason Bangunan
90 unit Bangunan pada Bubeya dan pengawasan dan Perbaikan
lokasi permuklman kumuh Bube Baru pengendaljan rumah tidak

Suwawa Gedung 6dak sesuaJ persyarafanteknis layak hunj

Jalan Lingkungan

964 meter Kondisi jalan Bubeya dan Pengendaliaan Perbaikanjalan
Iingkungan di kawasan Bube Baru pelaksanaan dgn lingkungan,
pemiikiman kumuh te¢adi penyesuaian pembuatan
keusakan permukaanjalan standarteknisjalan jalan paving

Air Minum

38 KK Masyarakat pada Bubeya dan Sosjalisasi kepada Sanbungan
lokasi perumahan dan Bube Baru masyarakat SR, Pembuatan
permukiman tidak dapat mengenai tong Hydran
mengakses alr minum pelayanan all dan sumur
yang merriliki kualifas bersin dan terlindungi
tl'dak berwama, tidak kesehatan air
berbau, dan tidak berasa bersih

DrainaseLingkungan

1,634 M  saluran di Bubeya dan Pemeliharaan a. Pengerukan
kawasan permukaan tidak Bube Baru drainase, sedimentasi
terpeljhara penegakan aturanpemanfaatandrainase jar,noandrainaselingkunganb.PerbaikandrainaselingkunganyangtersLimbat

2,385 M  Kualitas Bubeya Pemeliharaan Perbaikan dan
Konstruksi drainase drainase, pembuafan
mengalami kerukasan penegakan aturansesualspesifikasiteknispembuatandrainase drainase sesuaistandarteknis

Pengelolaan Air

34 unit rumah tangga Bubeya dan Sosialisasi dan perbaikan dan
tidak memiliki jamban Bube Baru penyuluhan PHBS pembuatan

Ljmbah sesuai standar teknis jamban sehat(keluarga)danMCK
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95 unit rumah tangga Bubeya dan Penyuluhan dan Pembuatan
rTremiliki prasarana air Bube Baru informasi septictank dan
limbah tidak sesuai peningkatan resapan,
persyaratan teknis kesehatan dansanitasilingkungan septictankkomunaldanpert)aikanlpLTdanlpALkomunaldanpemb.SPAL

Pellgetolaan

Pengelolaan persanpahan Bubeya dan Pengawasan dan pengadaan
pada lingkungan Bube Baru pengendalian motor sampah,

Persampahan perumahan atau terhadap sistem pengelolaan
permiikiman tidak pengangkutan dan dampak
memenuhi persyaratan jalur mobjl sampah Iingkungan.

Protcksi

1 00% kawasan Bubeya dan Kesesuaian a. perbajkan
permukiman tidak memiliki Bube Baru terhadap perizinan, jalan agar bisa
tidak memiliki sarana standar teknis dan dilalui oleh

prasarana proteksj pemerikasaan mobil
kabakam sesual dengan pemadam di

Kebakaran peraturanperundang-undangan lokasi kavasanb.Peningkannkualitassaranadanprasaranasistemproteksikebakaran

A.   Kawasan Tapa

•),"diL---------
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PENCEGun pENiNGrm     t i

KavrasanTape BangunanGedung

272 unit Bangunan Talulobutu, pengawasan dan Perbaikan rumah
pada tokasipermukiman kumuhtidaksesuaipersyaratanteknis TalutobutuSelatan,Talumopatu pengendalian tidak layak huni

Jalan
3,572 Mcter lokasi Talulobutu, Pengendaliaan Pembuatanjalan
permukaan memiliki Talulobutu pelaksanaan dgn paving, perbalkan

Lingkungan kualitas permukaan Selatan penyesuaian standar jalan rabat beton
jalan yang buruk tcknisjalan

Pengelolaen

545 KK  tidak dapat Taluiobutu, Sosialisasi kepada Penambahan
mengakses air minum Talulobutu masyarakat Janngan SR secara
yang aman Selatan, mengenai pelayanan bertahap dan

Air Minum Talurropatu alr bersih dan perbalkan dan
kesehatan air bersih pembuatan sumurteilindungi
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Drainase

76% - 1 00% area tidak Talulobutu, Pemeliharaan a. Pengerukan
tersedia drainase Talulobutu drai nase, penegakan sedjmentasijaringan
lingkungan dan/atau Selatan' aturan pemanfaatan dralnase lingkungan

Lingkungan tidak terhubung dengan Talumapatu drainase b. Perbaikan
hirarki dj atasnya drajnase lingkunganc.Pembuatandrainasetersier

kondisjjatngan Talijmopatu, Pengawasan a. Penyedian sistem
drajnase di lokasi Talulobufu pembangunan drainase
kawasan kumuh drai nase sesuaJ b, Penanbahan
memiliki kualfas buruk spesifikasi segmenjaringan

perencanaan agarterhubungdengansistemdrainasekota

PeilgotolaanAirLimbah

51% -75% area Talulobutu, Sosialisasi dan perbaikan dan
memiliki sistem air Talulobutu penyuluhan PHBS pembuatanjamban
limbah yang tidck Selatan, sehat (keluarga) dan
sesuai standar teknis Talurropatu MCK Komunal yangterhubuiigketangkiseptictank

25% - 50% area Talulobutu, Penyuluhan dan Pembuatan
meniliki prasarana air Talulobutu informasi septictank dan
limbah tidak sesuai Selatan, peningkatan resapan,
persyaratan tcknis Talurropatu kesehatan dan septictankdan I PAL

sanitasi lingkungan komunal dan SPAL

Pengek)lean

Pengetolaan Talulobutu, Pengawasan dan pengadaan motor
persampahan pada Talulobufu pengendalian sampan , pengelolaan

Persampalian lingku ngan perumahan Selatan, terhadap sistem dampak li ngkungan,
atau permukinan tidak Talumopatu pengangkutan dan
memenuhi persyaratan jalur mobil sampan

Protekei

100% kawasan Talulobutu, Kesesualan terhadap a. Melakukan
permukiman tidak Talulobutu perizinan, standar perbajkan ja]an agar
memiliki tidak memiliki Se'atan, teknis dan bisa dilaluj oleh mobjl
sarana prasarana Talumopatu pemerikasaan sesuai pemadam di lokasi

Kebakaran profeksi kabakam dengan peraturan kawasan
perundang- b. Peningkatan
undangan kualitas sarana danprasaranasistemproteksikebakaran

8.   Kawasan Tilongkabj[a

serf uif ei`       `       -

giv PERRASALAHAN LOKAsl
KEBUTUHAN PE»ANGAIIANSAV•..KunH

PENCEGAHAN PEN,NOurfu    grS

Kavrason
BangunanGedung

Bang unan pada lokasi Tamboo, pengawasan dan Perbaikan rumah tidak
Tilon9kebila permLikiman kumuhtidaksesuaipersyaratantcknis Tunogulo pengendalian layak huni
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JalanLingkungan

25% - 50% area Tanboo, Pengendaliaan Peningkatankualitasjalan
memiliki kualitas Tunogulo pelaksanaan dgn lingkungan, Pembuafan
permukaan jalan yang penyesuaian jalan paving
buruk standar teknis jalan

51 % -75% area tidak Tambco, Kesesuaian Perbaikanjalanlingkungan
terlayani oleh jaringanjalanlingkungan Tunggulo standarteknisjalan

Air Minum

25% - 50% populasi Tamboo, Sosialisasi kepada Penambahan Jaringan SR
tidak dapat mengalkses Tunggulo masyarakat secara bertahap dan
air minum yang aman mengenai perbaJkan dan pembuatan

pelayanan airbersihdankesehafanairbersih sumur terlindungi

Drajnase

51  s/d 75 % kondisi Tantoo, Pengawasan a. Penyedian sistem
jarlngan drainase di Tunggulo pembangunan drainase
Iokasi kawasan kumuh drainase sesual b.  Penambahan segmen

Lingkungan memiliki kualitas buruk spesifikasj janngan agar terhubung
perencanaan dengan sistem drainasekota

Pengelolaan

25 sd 50% Bangunan Tamboo, Sosialisasi dan perbalkan dan pembuatan
tiunian pada lokasi Tunggulo penyuluhan PHBS jamban sehat (keluarga)

Air Limbah permukiman tidak dan MCK  Komunal yang
rnemiliki akses terhubung ke tangki.
jamban"CK Komunal septictank

PengelolaanPersampalian

Prasarana dan sarana Tamboo, Pelatihan Daur Pembuatan dan
persanpahan pada T,Jnogulo Ulang sampan peiigadaan Tempat
lokasi perumahan atau berbasis 3R Lintuk Sampan dengan pemilahan
pemiukiman kumuh penambahan nilai sampan pada skala
tidak sesual dengan ekonomi sampan domestk atau rumah
persyaratan teknis tangga; Pembuatan fempatpengumpulansampanrrps)atauTPS3R(reduce,reuse,recycle)padaskalalingkungan;pembangunantsmpatpengolahansampaliterpaduITPST)padaskalalingkungan.

Pengelolaan Tamboo, Pengawasan dan pengadaan motor sampan,
persampahan pada Tunggulo pengendalian pengelolaan dampal(
li ngkungan perumahan terhadap sisten lingkungan,
atau permukiman tidak pengangkutan dan
memenuhi persyaratan jalur mobil sampan

Protcksi

1 00% kawasan Tanboo, Kesesuaian a. Melakukan perbaikan
pemukiman tidak Tungguto terhadap perizinan, jafan agar bisa dilalui oleh
memiliki tidak memiliki sfandar teknis dan mobil pemadam di lokasi

Kch&karan sarana prasarana pemerikasaan kawasan
proteksi kabakam sesuaj dengan b. Peningkatan kualitas

peraturan sarana dan prasarana
perundang- sistem proteksi kebakaran
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04

4.1

KONSEP DAN STIIATEGI  PENCEGAHAN

DAN  PENINGIIATAN  I{LJALITAS

PERMUKIMAN  I{UMUH

KONSEP DAN STRATEGI  PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN I(UALITAS

pERMuitiMAN ituMUH SRAIA KOTA DAN PENCAPAIAN BEBirs KUMui]

4.1.1       l{ONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGRATAN KUAl.ITAS

PERMul(lMAN KUMUH SRAIJ` RABuPATEN  BONE Bol-INGO

Konsep pencegahan dan peningfatan kualitas permukiman kumuh perkotaan

di   Kabupaten   Bone   Bolango   dirumuskan   berdasarkan   Kondisi   faktual   dan   isu

strategis    permukiman    kumuh    di    Kabupaten    Bone    Bolango    serta    kebijakan

penanganan  permukiman  kumuh  hasil  Overview   dari  kebijakan  yang  telah  disusun

pada kajian-kajian sebelumnya.

Konsep   dan   strategi   pencegahan   dan   peningkatan   kualitas   permukiman

kumuh skala kota didasarkan dari isu strategis kota dan overview kebijakan yang ada

di Kabupaten Bone Bolango.

Kebijakan     penanganan     permasalahan     kekumuhan     di     Kabupaten     Bone

Bolangoadalah :

+   Aspek Bangunan Gedung

o     Perbaikan rumah dan lingkungan permukiman yang layak huni

o    Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

o     Membatasi perkembangan permukiman di kawasan sempadan

o    Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana
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i   Aspek Jalan ljngkungan

o    Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan

o    Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

1   Aspek Drainase Lingkungan

o    Melaksanakan kegiatan pembangunan/ peningkatan drainase

o    Mengembangkan kapasitas dan kualitas drainase

+   AspekAirMinum

o     Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan

air   bersih   dalam   rangka   meningkatkan   cakupan   dan   kontinuitas

pelayanan air bersih
o     Peningkatan pelayanan air Minum melalui pipanisasi baru

o    Melindungi terhadap sumber air dan daerah resapan air

+   Aspek Pengelolaan Air Limbah

o     Memprioritaskan   pembangunan   sarana  dan   prasarana   IPLT  serta

pembangunan lpAL komunal diwilayah padat penduduk (perkotaan)

o     Meningkatkan    sosialisasi    kepada    masyarakat    untuk    membuang

limbah cair ke lpAL dan memiliki tangki septik yang aman

+   Aspek Pengelolaan Sarana Prasarana Persampahan

o     Mendorong      pengelolaan      sampah      padat      perkotaan      secara

berkelanjutan    melalui    pengurangan    sampan    pada    sumbemya,

peningkatan  daur ulang  sampah  dan  mengkonversi  sampah  menjadi

energi dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan

o     Meningkatkan  teknologi  pengolahan  sampan  melalui   pengomposan

sampah  organik,  teknologi  daur  ulang  sampah  non  organic  dengan

prinsip 3R

Pencegahan   terhadap   tumbuh    dan    berkembangnya    Perumahan    Kumuh   dan

Pemukiman  Kumuh  sesuai arahan  permen  PUPR  no.14/PRT/M/2018 dilaksanakan

melalui:
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a.    Pengawasan dan pengendalian; dan

b.   Pemberdayaan masyarakat.

1.   Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap:

o     porizinan;

kesesuaian      terhadap      perizinan      dan      standar      teknis

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  hurilf  b

dilakukan  pada  fahap  perencanaan  dan  tahap  pembangunan

Perumahan dan Permukiman.

o    standarteknis,

kesesuaian      terhadap      standar      teknis      dan       kelaikan

fungsidilakukan   terhadap    pemenuhan   standar   teknis   dan

kelaikan      fungsi      sesuai      dengan      ketentuan      peraturan

perundang-undangan.

o    kelaikan fungsi.

Kesesuaian  terhadap  kelaikan  fungsi  dilakukan  pada  tahap

pemanfaatan    Perumahan    dan    Permukiman    berdasarkan

per].zinan.

Kesesuaian   terhadap   standar   teknis   dan    kelaikan   fungsi

dilakukan terhadap pemenuhan standar teknismeliputi :

•     bangunangedung

•     jalan lingkungan

•     penyediaan air minum

•     drainase lingkungan

•      pengelolaan air limbah

•     pengelolaan persampahan; dan

•     proteksi kebakaran.

Pengawasan     dan     pengendalian    terhadap    tumbuh     dan

berkembangnya  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh

baru dilakukan dengan cara:
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•     pemantauan

•     evaluasi;dan

•     pelaporan.

2.   Pemberdayaan lvlasyarakat
Pemberdayaan     masyarakat    dilakukan     oleh     Pemerintah     Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah melalui :

a.  Pendampingan;

Pendampingandimaksudkan       untuk      meningkatkan       kapasitas

masyarakat      melalui      fasilitasj      pembentukan      dan      fasilitasi

peningkatan       kapasitas       Kelompok       Swadaya       Masyarakat.
Pendampinganmerupakan  kegiatan  pelayanan  kepada masyarakat

dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis

b.  Pelayanan informasi

Pelayanan   jnformasi   merupakan   sarana   untuk  membuka  akses

informasi    bagi    masyarakat    dalam    bentuk    pemberitaan    dan

pemberian informasi hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan
Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Tabel 4.1.1

Rumusan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Skala Kabupaten Bone Bolango
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2

Pertumb Desa Pencega Pengatu Pengatu Penega Peremaj Penega Penataa
uhan Bube han ran ran kan aan kan n daerah
permuki ya, dampak Permul(i permukj kesesua aturan Sempad
man Kawa negatif man man ian perijinanpemberi an
pada San kegiatan pada sesuai perizina §ungai
kawasan Suwa manusia kawasa aturan n yang
yang Wa yang n yang ruang banguna an diarahka
berada dapat berada n, pelayan n
pada menimb pada Sosialis an sebagai
w'layah ulkan wilayah asi dan informas kawasan
garis kerusaka garis informas I wista
sempad n sempad i  aturan
an lingkung an tata
sungai an hidup pantai,danaudansungai ruang

Pemban Desa Pen,ngk Pengatu Penga'u Penega Peremaj Penega Penataaninfrastru
gunan Talulo atan ran ran kan aan kan
Jalur butu, jalur pemuki permuki kesesua aturan
GORR Kawa layanan man man ian perijinanpemberi ktur
(Goronta San dan pada sesuai perizinan jalan
10  Ring Tapa instruktu kawasa aturan lingkung
Road)melintasi rjaringan nterkena ruang bangunan, anpelayan anmelalui

kawasan jalan dampak Sosialis an pedestri
permukimankumuh asi daninformasiaturantataruang InformasI ansebagaikawasanperkotaan

3

Sungaj Desa Pencega Pengatu Pengatu Pengen Peremaj Pengen Penataan
Tamalat Poow nan ran ran dalian aan dalian
e tidak 0Barat, dampak permuki permuki dan dan kawasan
berfungs penyakit man man Pengaw Pengaw ex
I aklbat kawa dan pada sesuai asan asan sungai
dan San pemanfa kawasa aturan pemanfa pemanfa tamalate
pembuat Kabila atan n yang ruang taan atan sebagai
an kanaldantelahdipenuhisampahWarga lahan beradapadawilayahgarissempadanpantai,danaudansungai lahan lahan kawasanwisata

Peningk Pengen Premaja Penged Penataaninsfrastr
atan dalian an allan
kualitas dan dan
jalan Pengaw Pegawa uktur
danlingkung asanpemanfaatan Sanpemanfaatan kawasan
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an lahan lahan

4

T,ngkat Kawa Pembata pengeda Pengen Penerap
Kepadat San San lian dalian an KLB
an Kabil Pengem pemban dan tiggi,
Banguna a' bangan gunan Pengaw efisiensi
n Tinggi dan permuki pada asan Iahan

Kawa man kawasa Bangun dan
San pada:Ka n an perizina
Tapa Wasankepadatantinggidantidakmemilikjkapasitaslahanyangcukup(denoanefisiensilahan); permukimanpadat n

5

Insrastruktur DesaBb Penataa Perenca Pemban Pengaw Pemuga Penataa Penataa

drainase
ueya, ninfrastru naandan gunaninfrastru asandan ran danPeremaj nsistem, ndanpembuat

belum Kawa ktur Pengaw ktur Pengen aan pemelih an
berfugsi San drainase asan Drainase dalian araan drainase
secara Suwa Penangg saluran dan 'jngkung
Optimal Wa ulangan drainase peningk an
sehingg banjir sesuai atan
a kotaseringmengalamigangguanbanjir dangenangandikawasankawasanstrategisdanPusatpelayanan SPM drainaseKota

OptimalisasiSKPDpengeloladral.naseuntukmenyusunPERDApengelolaandrainase ldentifikasisellmuhprasaranasalurandrainasediKab.BoneBolanoo
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Penanganansaluranpembangunankhususnyapadamuarasungai

Pembangunandannormalisasisalurandrainasedengankombjnasisistemaljrandrainaseterhubun9

6

Lebar Kawas Mening Pengaw Rehabilit Pengaw Rehabilit Pengaw Pemban
dan an katnya asan as dan asan asl, asan gunan
kondisi Tj'Ong kualitas pengend peningka dan peningka pemanfa jalan
jalan kabi'a jaringanprasara alian tan jalan pengend tan dan taan lingkuno
periu kapasita dan allan pembuka jalan an baru
penino s jalan pembuka terhadap n akses tenntegr
katan na dan an akses kapasita jala asi
pada mewuju jalan s jalan dengan
sektor dkan pada transit
strategiSkabupaten keterpaduanpelayanantransportasi kantong-kantongstrategikota publik
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daratsecaraterpadu

Normalisasipolaja'an(pelebaranJalan)

Pena'aanhirarkijalandanpemisahandenganJalannonpermukiman

Penataansjrkulasijalanmenujufasilitassosialskalapermukimansertatamanpublik

Penataanorientasibangunanpadakoridorjalan

Pe'engkapanjalandenganelemenstreetfurniture

Penyediaantrotoarmenerusmenujufasilitassos,all
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7

Kurano Kawa Peningk Pembua Kurangn Pember Penyedi Pelatjha Pengem
nya San atan tan ya dayaan aan n bangan
prasara Kabila cakupan perda prasaran Masyara sarana Program daerah
na

Suwa
pelayan pengelol adan kat, dan kegiatan pelayana

Persam an dan aan sarana sosialisa Prasaran daur n
pahan Wa, kualitas Persamp Persamp si perda a ulang
menyuli Tapa sistem ahan ahan Persamp Persamp sampah
katkan dan pengelol dan ahan ahan dan
dalam Tilong aan prasaran pemilah
Pengan kabila Persamp a ann
gkutansampan ahan pengelolaanPersampahan sampah

Penegakanaturan PembangunanTPST
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perdaPersampahan

Kebutu Kawa Pengem

Pemanfaatansaranayangada,sepertipeningkatanpelayanandenganmenambahritasitruksampan

8

Peningk Peningk Pengaw Penamb Pengem
Konversihah air San bangan atan atan asan ahan bangan

minum Kabila kelemba penyedi penyedia dan sambun pendana sumber
dan

Suwa
gaan, aan air an air pengend gan SR an untuk air baku

bersih peratura baku baku alian dan penyele
masih Wa, ndan secara secara Sumber nggaran
Sangat Tapa perunda berkelan berkelanj air baku SPAM
rendah danTi'Ongkabila ngan-undangan jutan utan

JaringanairbakudarisungaiBone

Jaringanairbakudarlsungaibolango

Penanamanpohondihulusungai

UpratinglpAeksisting

Optimalisasidanpeninokatankapa§ita
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Spasokaneksisting

PemasanoanPompaintake

Pemarfaatanreservoir:a.poaosiia2dan500m2yangbelumdimanfaatkansaatini

PenambahanJumlahsambunganpelanogan

Peningkatanpemakaianairpelanggan

Peningkatanjalurdistribusiperpipaan
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9

Renda Kawa Peningk Sosilias Pemban Pember Pemban sosilisas Optimalj
nya Sam atan asi gunan dayaan gunan ida sasikesada Kabila koord. PHBS MCK masyara dan penyulu Programran

Suwa
llntas Plus kat Rehabjlit nan dari

masyar sektor as PHBS Pusatakat Wa, untuk Prasaran dan
dalam Tapa Penataa aair Provinsi
polahidup danTjlong n'ingkung Limbah untukpenyedia

berslhdansehat kabila ankawasanpermukimanyangteridentifikasirawansanjtasi ansarana

prasaranaairlimbah

PembangunanJambansehat

Keters Kawa Mengaw pembuat

10

Pemban Pengaw Pemban sosilisas Optimali
edlaan San asi an gunan asanPengawas gunan ida sasi
Sistem Kabila kerusaka Perda lpAL dan penyulu lpAL
Pengol

Kawa
ndan Air dan Rehab„it han air dan

ahan pencema LimbahPengawasan peningka as limbah Pemban
A'r San ran tan lpLTPeyediaan Prasaran gunan'imbah Suwa lingkung aajr lpAL
(SPAL)padatdancajrdikawaSan-kawasanperumahandanpermukimanyangbelummaksimaldankurangya Wa an yangdisebabkanairlimbahdanmenyebarluaskaninfomasitentangpentingnyakesehatanlingkungankepadamasyarakatmelaluipenyuluhanPenguatan Limbah padasetjapKawasanPermukiman

1

Pemban Penegak Penyedi

1 Prasar sistem Pemasa prsarana
andan gunanlnfrastru ankesesuai aanhidran

anakebaka Penanggulangan nganjaringan dansarana Pengend ktur kebakaranperizina
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ran bencanakawasanperkotaan Iistrikrumahtangga kebakaran allan n an

Penlnda Pengaw Sosialis Pemban
kan asan asj dan g|'nan
pencuria dan Penyulu tower
n  listrik Pengendalian nantentangpenyebabdanPencegahanbahayakebakaran air mobilkebakarandanAPKAR

u in     r,     asI na ls'S aun
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4.1.2      STRATEGI PENCAPAIAN BEBAS KUMUII RAWASAN RABUPATEN

BONE B0IANGO 2019 - 2023

Dalam upaya mendukung program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten

dalam   pencapaian   bebas   kumuh   hingga   di   tahun   2023   maka   strategi

penyusunan   dokumen    Rencana   Pencegahan   dan   Peningkatan    Kualita
Permukiman   Kumuh   Perkotaan   (RP2KPKP)   di   kabupaten   Bone   Bolango

adalah

Visi  :

"Terwuifudnys     Kawasan   Permukiman     Yang     Layak  Hunt  dengan

dukungan

infrastruklur    yang    memadai,         berkelanjutan    dan    berwawasan
Lingkungan"

Misi  :

a.   Mewujudkan    percepatan    pembangunan    infrastruktur    dan    desa

sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan hidup

b.   Meningkatkan    pembangunan    pusat    pemerintahan    dan    memulai

revitalisasi   4    kecamatan    induk   menjadi    berwajah    kota   dengan

pelebaran jalan, penghijauan,  pembuatan saluran, pembuatan median

jalan, lampu penerangan jalan umum dan taman kota serta prasarana
Olahraga.

c.    Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman

d.    Peningketan  kualitas  dan  kuantitas  infrastruktur  permukiman  sesuai

dengan persyaratan teknis
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e.   Pembangunan    kawasan     permukiman    baru    dengan    pelayanan

infrastruktur  yang  layak  dengan   memperhatikan  daya  dukung  dan

daya tampung kawasan

f.     Meningkatkan  implemenfasi  rencana  tata  ruang  wilayah  kabupaten

Bone   Bolango   sesuaidengan       pemanfaatan    ruang   permukiman

perkctaan

9.   Pemanfaatan  dan  penataan  ruang  terbuka  dengan  konsep  wisata

guna mendukung peningkatan ekonomi

h.   Pemberdayaan   Masyarakat   dalam   manajemen   hidup   sehat   seha

pemeliharaan     dan     pengelolaan     infrastruktur     perumahan     dan

pemukiman perkotaan.

Terkait    dengan    hal    tersebut    dibutuhkan    komitmen    bersama    diantara

stakeholder  untuk  bekeriasama,   bergerak  bersama,  melakukan  koordinasi

dan  kolaborasi  dalam  penangananan  dan  peningkatan  kualitas  perumahan

dan   permukiman   kumuhserta   penataan   infrastruktur   permukiman   dalam

semua aspek dan  kriteria  kekumuhan dalam  menuju cita-cita  kawasan  Bone

Bolango       yang       "CEMERLANG"       dalam       Mewujudkan       pe[cepatan

pembangunan    infrastruktur    perkotaan    dan     desa    sebagai     penopang

pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan dan kawasan permukiman.

Oleh karena itu tahapan pembangunan permukiman dan infrastruktur pemukiman
perkotaan harus terarah dan tepat sasaran  dan dituangkan dalam strategi pencapaian
bebas kumuh hingga tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4.1.2

Strategi Pencapaian Bebas Kumuh 2019 -2023Kawasan permukiman Kumuh Kabupaten
Bone Bolango

STRATEGl;PENANGANAN
RAVASAV roLA

KEBUTUHAN PROGRAM PEN DANAA»
soraER

KuqulJ PERAN6ANAN
2019 2020

2021 2022 2023 PENDANAAN

PENCEGAH Kawasan Pengawa8an, Penyusunan regulasi penataan riiang APBD

AN Kabila'Suvrawa,Tapa, Pel`gondaliandan
Pengawasan dan pemeliharaan infrasfrokur DANA DESA
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Tiktngkabile PemberdayaenMasyarakat permukiman secara berkala

Sosialisasi dan penyuluhan tentang advokasi Prooram
sadar kiimuh RegulerLa,nnya

Pemberdayaan masyarakat mengenal po a
hidup bersih dan sehat

Pendampingan dan pelayanan informasi

PENINGRATAN

KavasahKabilaLuas71,77HaKumuh

Pemugaran dan

PenataanKanaldanJalu,JalanInspeksidanPedestrian

APBN

Perbaikanrumahtidaklayakhuni

Dana Desa

PeningkatankirditasjalanlingkunganPembuatanjalanpaving

Dana Desa

Penambahansambunga

APBD

KUALITAS
Re,,dch,PertimbanganLainTinooi'Kle8ifiha8ici Peremqiaan njamganSR

Pembuatandralnase,perbalkandralnaseyangrusckdantersumbat

APBD, DanaDesa

PembuatanJambankeluarga
APBD

PerbaikanMCKdanlpALKomunaJ

APBN

PengadaanMotorssmpah
APBD
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Penataansungalextamalate

APBN

PENINGRATANKUAL]TAS

Kawasan TapaLua$67,9HaKumullRendah,PertimbanganLainI,nggi'KlasifikasiC1

Pemugaran danPeremajaan

PenataanKawasanPasarTapa
APBN

Perbaikanrumahtidaklayakhuni

Dana Desa

PembuafanJalanPavinoBlockdanrabatbeton

Dana Desa

PenambahanJaringanSRdanpembuatanSumurterlindungi

APBD

Pembuatandrainaselingkungan
APBD, DanaDesa

PembilatanSPAL
Dana Desa

PembangunanlpALKomunal

APBD

PembuatanJambanKeluarga

APBN

PembuatanJambankeluarga,septictankdanresapan

APBD

PengadaanMotorSampah
APBN

PenafaanKawasanPedestiandijalurGORR

APBN
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STRATEG4

RAWASA POLJ\
KEBUTUHAN PROGRAM PENDANAAN SUNIBER

` PENA
N PENAN€

2019
2020

2021 2022 2023
PEND

`  ttG^;un
KUMUH ANAN ANAAN

PENlNCKATAN

KavasanSuwawaLuas19,57HaKumuhRendal,,Pedmba

PenugarandanPerenaja

Perbalkan rumah tidaklayakh,Jni
APBN

Pembuatan JalanPaving DanaDesa

Penambahan JalnganSRdanpembuatansumurteriindungi
DanaDesa

pembuatan dan sumurterlindungi DanaDesa

Pembuatan drainaseIingkuTtgan
APBD

Pembuatan SPAL APBD,
KUALrTAS

l'ganLainTinggi,KlasifikaSic1 an DanaDesa

Pembuatan Jambankeluarga,septictankdanresapan
APBD

Perbaikan jar.ngan I PALdanlpLT
APBN

pengadaan nrotorsampan APBD

Penataan RuangTerbukaHijau
APBN

PENlN6K

KawasanTitonokabilaLuas

Pemugar

Perbaikan rumch tidaklayakhuni
APBN

Pembuafan JalanPavingBlock DanaDesa

Perbaikanjalan Dana

17,02 HaKumuh liiigkungan Desa

Penafaan dan
APBN'ATAN

Rondeh, an dan Pelebaran F`uas Jalan

KUAL
Pertimba peTemaia menunju akses DAK

lTAS
nganLainTinggi,KlaSifikasic1 an

perkotaan

Penambahan JatnganSRdanpembuatansumurteriindungi
APBD

Pembuatan dralnaselingkungan APBD,DanaDesa
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Sumber :  Hasil Analisis 2018

4.2 KONSEP DAN STRATEGI  PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN I(UALITAS

PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN

Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala

kawasan  di  kawasan  perkotaan  kabupaten  Bone  Bolango  mengacu  pada  7  aspek

kekumuhan sesuai arahan pemen PUPR No.14/PRT/M/2018 yaitu :

a)   Kondisi Bangunan Gedung

b)    Kondisi Jalan Lingkungan

c)    Kondisi Air Bersih

d)   Kondisi Drainase Lingkungan

e)   Kondisi Pengelolaan Air Limbah

f)    Kondisi persampahan, dan

g)   Kondisi proteksi kebakaran

Konsep   utama   penanganan   kawasan   permukiman   di   kabupaten   Bone   Bolango

adalah :

"PENATAAN KAWASAN BERBASIS LINGKUNGAN".

Konsep  ini  sejalan  dengan  arah  pembangunan  yang  ingin  dicapai  oleh  pemerintah

kab.   Bone   Bolango   dengan   target   peningkatan   dan   pemenuhan   infrastruktur

perkotaan   guna   mendorong   desa   sebagai   penopang   tumbuhnya   perekonomian
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masyarakat.  Peningkatan  infrastruktur  di  maksudkan  lebih  mengarah  pada  sektor

pertanian di kawasan perkotaan,

Tabel 4.2

Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala KawasanKabila

Kabupaten Bone Bolango

ASPEK_`q'.I-£,l^`=r2y,.
PERMASA LORA

KONSEP
STRATEGl

rfuASAN PENANGANAN

i  -    rtytluLl§,r---ul.=!,`',I.,,,-., LAHAN sl PENCEG PENINGK PENCEG PEN"GK
AHAN ATAN AHAN ATAN

Kawasan

BangunanGedung

Terdapat

Oluhut

Pen8awa Peremaja Penegak Penataan
bangunan san dan an an aturan kawasan
yang tidak pengend per,jinan, kanal
legal dan allan pemberia melaluj
tdk  tidak n pembuata
sesuai a, pelayana n jalan
dengan Oluhut n lnspeksi
ketentuan a informasi dan jalur

Kabila izin Utara, pedestn.a
mendjrikanbangunanyangberadapadaarealkawasankanal danPoowoBarat n

Bangunan Paowo Pengawa Pemugar Pengawa Perbaikan
pada lokasi

Tumbi
san dan an san dan rumah

permukima pengend pengend tidak
n kumuhtidaksesuaipersyaratanteknis he,Oluhuta,OluhutaUtara,Paden90,DutohePoowoBarat alian alian Iayak huni

JalanLingkunga

25% - 50% Pauwo Pengawa pemugara Pengend Peningkat
area

Tumbi
san dan n aliaan an

memi'iki pengend pelaksan kualitas
kualitas he' allan aan dgn jalann
permukaanjalanyang Oluhuta'Oluhut penyesuaianstandar lingkungan,Pembuata
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buruk a teknis n jalan

Utara,PadengotDutohePoowoBarat,Tanggilingo Jalan pavingdanPengaspalanjalan

51 % - 75% Pauwo Pengawa pemugara Kesesuai Perbaikan
area tidak

Tumbi
san dan n an jalan

terlayanj pengend standar lingkunga
oleh he, alian teknis n
jaringanJalanlingkungan Oluhuta,OluhutaUtara'Paden90,DutohePoowoBarat,TanggiI,n8O jalan

Air Minum

Masyarakat Pauwo Pengawa Pemelihar Sosjalisa peningkat
pada lokasi san dan aan si kepada an
perumahan Tumbi pengend sistem masyarak pelayana
dan he alian jaringan at ndan
pemukima Oluhuta,Oluhuta Penggun PAN mengenai akses air
n tidak aan air secara pelayana bersih
dapat tanah Berkala nair secara
mengakses pada bersih bertahap
all minum

Utara Jaringan dan kepada
yang Paden90'DutohePoowoBarat,TanggiI,ngo distribusi kesehata penduduk
mem'llk' nair yang
kualitastidakberwama,tidakberbau,dantidakberasa bersih belumterlayani-

Drainase

76%- Palwo Pengawa Pemugar Pemeliha a.Pengeruk
1 00% area

Tumbi
san dan an dan raan

tidak pengend Peremaja drainase, an

Lingkunga
tersedia he' allan an penegaka sediment
drainase Oluhut n aturan asin lingkungan a, pemanfa jaringan
dan/atau Oluhut atan draina§e
tidakterhubung aUtara, drainase lingkungan
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dengan
hirarki di
atasnya

Paden
90,

Dutohe

P-o
Barat,
Tanggi

lingo

b.

Perbaikan
drainase
ljngkunga
n yang
tersumbat
C.

Pembuata
n
drainase
tersier

Jaringan
drainase
lingkungan
tidak
mampu
mengalirka
n limpasan
air
sehingga
menimbulk
an
genangan
dengan
tjnggi lebih
dari 30 cm
selama
lebjh dari 2

jam dan
terjadi lebih
dari 2 kali
setahun

Pauro

Tumbi
he,

0luhut
a,

0luhut
a

Utara,
Paden

90,
Dutohe

Poowo
Barat,
Tanggi

lingo

Pengawa
san dan
pengend
alian

Pemugar
an dan
Peremaja
an

Pemeliha
raan
drainase,
penegaka
n aturan
pemanfa
atan
drainase

a.
Pengeruk
an
sediment
asi
jaringan
drainase
lingkunga
n
b.

Perbaikan
drainase
lingkunga
n yang
tersumbat
C.

Perbajkan
dan
Peningkat
an
drainase
yang
rusak
d.

Pembuata
n Sumur
resapan
e.
Pembuata
n lubang
biopori

61  s/d 70 %
kondisi

jaringan
drainase di
lokasi
kawasan
kumuh
memiliki
kualitas
buruk

Pauwo

Tumbi
hel

Oluhut
a,

0luhut
a

Utara,
Paden

90,
Dutohe

Pengawa
san dan
pengend
alian

Pemugar
an dan
Peremaja
an

Pengawa
San
pembang
unan
drainase
sesuai
spesifikas
I

perencan
aan

a.
Penyedia
n sistem
drainase
b.

Penamba
han
Segmen
jaringan
agar
terhubung
dengan
sistem
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LAHAN Sl PENCEG PENING PENCEG PENING
ArJAN KATAN AHAN RATAN

KawasanKabila PengelolaanAirLimbah

25 sd 50% Pauwo pengawa Pemugar Sosialisa perbaikan
Bangunan

Tumbi
san dan an dan si dan dan

hunian pengend Peremaja penyuluh pembuata
pada lokasipermukimantidakmemilikiaksesjamban/MCKKomunal he,Oluhuta,0'uhutaUtara,Paden90,Dutohe,POowoBarat,Tanggilingo alian an an PHBS n jambansehat(keluarga)danMCKKomunal

25 s/d 50% Pauwo Pengawa Pemuoar Penyuluh Pembuat
Bangunan

Tumbi
san dan an dan an dan an

pada lokasi pengend Peremaja informasi septictank
permukima he' alian an peningkat dan
n tidak Oluhut an resapan,
memiliki a, kesehata septictank
Klosed Oluhut ndan komunal
leher a sanitasi dan
angsa yang Utara, Iingkunga perbaikan
terhubungdengantangkaspeticfank Paden90,Dutohe,PoowoBarat,Tanggilingo n lpLT danlpALkomunal
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Pengelolaa

Prasarana

Pa-Tumbihe'OIuhLJta,OluhutaUtara,Paden90,Dutohe,PoowoBarat'

Pengawa Pemugar Pelatihan Pembuat
dan sarana san dan an dan Daur an dan
persampah pengend Peremaja Ulang pengadaa
an pada alian an sampah n Tempat
lokasi berbasis Sampan
perumahan 3R untuk dengan
atau penamba pemilaha
permukima han  nilai n sampan
n kumuh ekonomi pada
tidaksesuaidenganpersyaratanteknis sampan skaladomestjkataurumahtangga;Pembuatantempatpengumpulansampan(TPS)atauTPS3R(reduce,reuse,recycle)padaskala

n Tanggi lingkunga
Persampahan lingo n;pembangunantempatpengolahansampanterpadu(TPST)padaskalalingkungan.

Pengelolaa PauwoTumbi Pengawa Pemuoar Pengawa pengadaa
n san dan an dan san dan n motor
persampah pengend Peremaja pengend sampah'
an pada he' aljan an alian pengelola
lingkungan Oluhut terhadap an
perumahan a, sistem dampak
atau Oluhut Pengang lingkunga
permukima a kutan n,
n tjdak Utara' dan jalur
memenuhi Paden mobil

persyaratan 90,Dutohe'PoowoBarat' sampan
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Tanggilingo

Proteksi

100%

Paowo

Pengwas Pemugar Kesesuai a.
kawasan an dan an dan an Melakuka
permukima pengend Peremaja terhadap n
n tidak allan an perizinan, perbaikan
memlllki

Tumbi
standar jalan agar

tidak teknis bisa
memiliki he, dan dilalui
sarana Oluhut pemerika oleh
prasarana a' Saan mobi'
proteksi Oluhut sesuai pemadam
kabakam a dengan di 'okasi

Kebakaran Utara,Paden90,Dutohe,PoowoBarat'Tanggilingo peraturanperundan9-undangan kawasanb.Peningkatankualitassaranadanprasaranasistemproteksikebakaran

Sumber : Hasil analisis Tahun 2018

Tabel 4.2 .1

Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala Kawasan

Suwawa Kabupaten Bone Bolango

WASAN ASPEK PERMASA LOK

I               KONSEPPENANGANAN
STRATEGl

`.,yftyuH L"AN ASI PENCEG PENINGK PENCEG PENINGX
',       ^ny                    `\

-`:-`^l:,;i:,a-                -

AHAN ATAN AHAN ATAN

Kawasan Efangunan

51  -75% Bube Pengawa Pemugara Pengawa Perbaikan
Bangunan ya san dan n san dan rumah
pada loka§i dan pengenda pengenda tidak
permukima Bube llan lian layak huni

sLlwawa Gedung n kumuhtidaksesuaipersyaratanteknis Baru

JalanLingkungan

Kondisi Bube Pengawa Pemugara Pengend Penjngkat
jalan ya san dan ndan aliaan an
lingkungan dan pengenda Peremaja pelaksan kualitas
di kawasan Bube lian an aan dgn jalan
permukima Baru penyesua lingkunga
n kumuh ian n,
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terjadi standar Pembuata
kerusakan teknis n jalan
permukaan jalan paving
jalan danpenataanja'urpedestrian

Air Minum

Masyarakat Bube Pengawa Pemelihar Sosialisa peningkat
pada lokasi ya san dan aan si kepada an
perumahan dan pengenda sistem masyarak pelayana
dan Bllbe Iian jaringan at ndan
permukima Baru Pengguna PAM mengenai akses air
n tidak an air secara pelayana bersih
dapat tanah Berkala nair secara
mengakses pada bersih bertahap
air minum jaringan dan kepada
yang distribusi kesehata penduduk
memiliki nair yang
kualitastidakbervarna,tidakberbau,dantidakberasa bersih belumterlayani.

DrainageLingkungan

51 % - 75% Bube Pengawa Pemugara Pemeliha a.
area tidak ya san dan ndan raan Pengeruk
tersedia dan pengenda Peremaja drainase, an
drainase Bube lian an penegaka sedimenta
lingkungan Baru n aturan si jaringan
dan/atau pemanfaa drainase
tidakterhubungdenganhirarkidiatasnya tandrainase lingkunganb.PerbaikandrainaselingkunganyangtersumbatC.Pembuatandrainasetersier

Jaringan Bube Penoawa Pemugara Pemeliha a.Perbaikan
drainase ya san dan ndan raan
lingkungan pengenda Peremaja drainase, drainase
tidak lian an penegaka Iingkunga
mampu n aturan n yang
mengalirkanlimpasanairsehinggamenimbulk pemanfaatandrainase tersumbatC.PerbaikandanPeningkat

153



PENYUSUNAN  DOKUMEN

RP2KPKP
TIM   POKJANIS   RT'/h`PKP

h1`A 8,   80 N E  B(_`j L,^\ N ( I 0 a
angenangan andrainaseyanorusakd.Perbaikanelevasisaluran

PengelolaanAirLimbah

25% - 50% Bube pengawa Pemugara Sosialisa perbaikan
area ya san dan ndan si dan dan
memiliki dan pengenda Peremaja penyuluh pembuata
sistem airlimbahyangtidaksesuaistandarteknis BubeBaru lian an an PHBS n jambansehat(keluarga)danMCKKomunalyangterhubungketangkiseptictank

25% - 50% Bube Penoawa Pemugara Penyuluh Pembuata
area ya san dan ndan an dan n
memiliki dan pengenda Peremaja jnformasi septictank
prasarana Bube lian an penin8kat dan
air limbah Baru an resapan,
tidak sesuai kesehata septictank
persyaratan ndan komunal
teknis sanitasilingkungan danperbaikanlpLTdanlpALkomunaldanpemb.SPAL

Pengololaa

Pengelolaa Bube Pengawa Pemugara Pengawa pengadaa
n ya san dan ndan san dan n motor
persampah dan pengenda Peremaja pengenda sampah'
an pada Bube lian an lian pengelola

n lingkungan Baru terhadap an

Persampahan perumahan sistem dampak
ataupermukimantidakmemenuhipersyaratan pengangkutandan'alurmobilsampah lingkungan,

ProteksiKebakaran

100% Bube Pengwas Pemugara Kesesuai a.perbaikan
kawasan ya an dan ndan an
permukima dan pengenda Peremaja terhadap jalan agar
n tidak Bube lian an perizinan, bisa
memiliki Baru standar dilalui
tidak teknis Oleh mobil
memiliki dan pemadam
sarana pemerika di  lokasi
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Tabel 4.2 .2

Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala Kawasan Tapa

Kabupaten Bone Bolango

haASAN ASPEK PERMASA LORA

KONSEPPENANGANAN
STRATEGl

LJquAN SI PENCEG PENING PENCEG PENING
*

g
AHAN KATAN AHAN KATAN

Kawasan Bangunan

Terdapat

Talumo

Pengawa Pemugar Penegak Penataan
bangunan san dan an dan an aturan Banguna
yano tidak pengend Peremaja perijinan, n sesuai
legal dan alian an pemberia peruntuka
tdk  tidak n ndan
sesuai pelayana penataan
dengan

patu
n kawasan

ketentuanizlnmendirikanbangunan informasi Pasar

Tapa Gedung di kawasanPasarTapa

Bangunan Talulob Pengawa Pemugar Pengawa Perbaika
pada lokasi utu, san dan an san dan n rumah
permukima Talulob pengend pengend tidak
n kumuhtidaksesuaipersyaratanteknis utuSelatanTalumopatu alian alian layakhuni

JalanLingkungan

25% - 50%
Talulob

Pengawa Pemugar Pengend Peningkat
area san dan an a'iaan an
memiliki utu, pengend pelaksan kualitas
kualitas Talulob a'ian aan dgn Jalan
permukaan utu penyesua Iingkunga
jalan yang Selatan ian n,
buruk standarteknis Pembuatanjalan
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jalan pavingdanpengaspalanjalan

Pengelolaa

25% - 50%

Talulob

Pengawa Pemeliha Sosialisa Penamba
popqlasi san dan raan si kepada nan
tidak dapat pengend sistem masyarak Jaringan
mengakses

utu allan jaringan at SR
all minum

Talulob Penggun PAM mengenaI secara
yang aman utu aan air secara berfahap

nAlr
Selatan tanah Berkala pelayana dan

Minum pada Hair perbaikan
Talumopatu jaringan bersih dan

distribusi dankesehatanairbersih pembuatansumurterlindungI

DrainaseLingkungan

76%_

Talulob

Pengawa Pemugar Pemeliha a.Pengeruk
100% area san dan an dan raan
tidak pengend Peremaja drainase, an
tersedia allan an penegak sediment
drainase an aturan asi
lingkungan pemanfa jaringan
dan/atau utu, atan drainase
tidakterhubungdenganhirarkldiatasnya TalulobutuSelatanTalumopatu drainase lingkunganb.PerbaikandrainaseC.Pembua'andrainasetersier

25% - 50%

Talulob

Pengawa Pemugar Pemeliha a.Pengeruk
area terjadi san dan an dan raan
genangan> pengend Peremaja drainase, an
30cm, > 2 alian an penegak sediment
jam dan > an aturan asi
2 x setahun

utu pemanfa jaringan
Talulob atan drainase

utuSelatanTalumoPatu drainase lingkunganb.Perbaikandrainaselingkunganyangtersumbatdanrilsak

156



PENYUSUNAN  DOKUMEN

RP2KPKP
T  i M    P u K j A N  I S   I.`` }` ,'  K +i I( T~`

•\AB    Bl)NE   EIOLANGC) ®
kondisi

Talumopatu'Talulob

Pengawa Pemugar Pengawa a.
jaringan san dan an dan San Penyedia
drainase di pengend Peremaja pembeng n sistem
lokasi alian an unan drainase
kawasan drainase b.
kumuh sesuai Penamba
memiliki spesifika nan
kualitas si Segmen
buruk utu perencanaan jaringanagarterhubun9dengansistemdrainasekota

PengelolaanAirLimbah

51 % -75%

Talulobutu,Talu'obutuSelatanTa'umopatu

Pengawa Pemugar Sosialisa perbaikan
area san dan an dan si dan dan
memiliki pengend Peremaja penyuluh pembuata
sistem airlimbahyangtidaksesuaistandarteknis alian an an PHBS n jambansehat(keluarga)danMCKKomunalyangterhubungketangk,septictank

25% - 50%

Talulobutu'TalulobutuSelatan

Pengawa Pemugar Penyuluh Pembuat
area san dan an dan an dan an
memiliki pengend Peremaja informasi septictan
prasarana a'ian an peningkat kdan
air limbah an resapan,
tidak kesehata septictan
sesuai ndan k
persyarata sanitasi komunal
n tekr'is lingkunga dan

Talumopatu n perbaikanlpLTdanlpALkomunaldanSPAL

Pongelolaa

Pengelolaa

Kavas

Pengawa Pemugar Pengawa pengadaa
n san dan an dan san dan n motor
persampah pengend Peremaja pengend sampah'
an pada alian an allan pengelolanPersampah lokasi an terhadap an
permukima Tapa sistem dampak

an n kumuh Pengang lingkunga
tjdakmemenuhipersyarata kutandanjalurmobil n'
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n sampan

ProteksiKebakaran

100%

Talu'ob

Pengwas Pemugar Penegak a.
kawasan an dan an dan an aturan perbaikan
permukima pengend Peremaja perijinan, jalan agar
n tidak alian an pemberia bisa
memiliki n dilalui
tidak pelayana oleh
mem'llki

utulTalulob n mobil
sarana informasi pemadam
prasaranaproteksikabakarn utuSelatanTalumopatu b.Peningkatankualitassaranadanprasaranasistemprcteksikebakaran

Sumber : Hasil analisis Tahun 20 18

Tabel 4.2 .3

Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala Kawasan

Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

-          ASAN XPEK PERMASA LOK

KONSEPPENANGANAN
STRATEGl

LAHAN AslA  :REquH PENCEG PENINGK PENCEG PEN'NGK
AIIAN ATAN AHAN ATAN

KawasanTIIongkabil

BangLJnanGedung

Bangunan Tamb Pengawa Pemugar Pengawa Perbaikan
pada lokasi cO, sam dan an san dan rumah
permukima Tung pengend pengend tidak
n kumuhtidaksesuaipersyaratanteknis gulo allan alian layak huni

Jalan

25% - 50% Tarnb Pengawa pemugara Pengend Peningkat
a area cO' san dan n aliaan an

memmki Tung pengend pelaksan kualitas
kualitas gulo alian aan dgn jalan
permukaan penyesua lingkunga
jalan yang lan n,

Lingkungan buruk standarteknisJalan Pembuatanjalanpaving

51% -75% Tamb Pengawa pemugara Kesesuai Perbaikan
area tidak cO' san dan n an jalan
terlayani Tung pengend standar lingkunga
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olehjaringanjalanlingkungan gulo aljan teknisja'an n

Air Minum

25% - 50% Tamb Pengawa Pemelihar Sosialisa Penamba
pOpulasi cO, san dan aan sj  PHBS han
tidak dapat Tung pengend sistem Jaringan
mengakses gulo alian jaringan SR
air minum PAM secara
yang aman secaraBerkala bertahapdanperbaikandanpembuatansumurterlindungI

Drainas®Lingkungan

51 % - 75% Tamb Pengawa Pemugar Pemeliha a.
area tidak 00, san dan an dan raan Pengeruk
tersedia Tung pengend Peremaja drainase, an
drainase gulo alian an penegaka sediment
lingkungan n aturan asi
dan/atau pemanfa jaringan
tidak atan drainase
terhubungdenganhjrarkidiatasnya drainase lingkunganb.PerbaikandrainaselingkunganyangtersumbatC.Pembuatandrainasetersier

25% - 50% Tamb Pengawa Pemugar Pemeliha a.
area teriadi 00' san dan an dan raan Pengeruk
genangan> Tung pengend Peremaja drainase, an
30cm,  > 2 gulo alian an penegaka sediment
jam dan > 2 n aturan asi
x setahun pemanfaatandrainase jaringandrainaselingkunganb.Perbaikandrainase'ingkunganyangtersumbatdanrusak
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51  s/d 75 % Tamb Pengawa Pemugar Pengawa a.
kondisi 00' san dan an dan San Penyedia
jaringan Tung pengend Peremaja pembang n sistem
drajnase di gulo alian an unan drainase
lokasi drainase b.
kawasan sesuai Penamba
kumuh spesifikas nan
memilikikualjtasburuk i teknis Segmenjaringanagarterhubungdengansistemdrainasekota

Peng®IolaanAirLimbah

25% - 50% Tamb Pengawa Pemugar Sosialisa perbaikan
area cO' san dan an dan si dan dan
memiliki Tuno pengend Peremaja penyuluh pembuata
sistem airlimbahyangtidaksesuaistandarteknis gulo allan an an PHBS n jambansehat(keluarga)danMCKKomunalyangterhubungketangkiseptictank

25% - 500/a Tamb Pengawa Pemugar Penyuluh Pembuata
area 00, san dan an dan an dan n
memi'iki Tung pengend Peremaja informasi septictank
prasarana gulo allan an peningkat dan
air limbah an resapan,
tidak sesuai kesehata septictank
persyaratan ndan komunal
teknis sanitasilingkungan danperbaikanlpLTdanlpALkomunal

Peng®lolaa

Prasarana Tamb Pengawa Pemugar Pelatihan Pembuata
dan sarana 00, san dan an dan Daur ndan
persampah Tung pengend Peremaja Ulang pengadaa
an pada gulo alian an sampan n Tempat
lokasi berbasis Sampan
perumahan 3R untuk dengan
atau penamba pemilahanPersampeh
permukima han  nilai n sampan
n kumuh ekonomi padaan tidak sesuaidenganpersyaratanteknis sampan skaladomestikataurumahtangga;Pembuatantempat

160



PENYUSUNAN  DOKUMEN

RP2l(PKP
T  i M   P 0 K ,( A N  I C>   i( P  2  )( (J [( L`

iz`AB    BtjNf   BoiArit:,o ®
Pengumpulansampan(TPS)atauTPS3R(reduce,reuse'recycle)padaskalalingkungan;pembangunantempatpengolahansampahterpadu(TPST)padaskalalingkungan.

Pengelolaa Tamb Pengawa Pemugar Pengawa pengadaa
n 00, san dan an dan san dan n motor
persampah Tung pengend Peremaja pengend sampahl
an pada gulo alian an alian pengelola
dilokasi terhadap an
permukima sistem dampak
n tidak pengangk lingkunga
memenuhipersyaratan utan danjalurmobilsampan n'

Protek8i

100% Tamb Pengwas Pemugar Penegak a.
kawasan 00, an dan an dan an aturan Melakuka
permukima Tung pengend Peremaja perijinan, n
n tidak gulo allan an pemberia perbaikan
memiliki n jalan agar
tidak pelayana bisa
memiliki n dilalui
saranaprasarana informasi oleh mobilpemadam

Kebakaran proteksikabakarn di lokasikawasanb.Peningkatankualitassaranadanprasaranasjstem
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05 RENCANA AKSI PROGIIAM

P[NANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

PERKOTMN
5.1   PROGRAM      DAN      KEGIATAN      PENANGANAN      KUMUH     TERRAIT     PENCEGAHAN      DAN

PENINGKATAN KUAUTas pERMUKiMAN Kuiviuii

Program   penanganan   kawasan   permukl-man   kumuh   prioritas   merupakan   program

penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  di wilayah  kabupaten  Bone  Bolango yang

dirinci  sesuai  dengan     permasalahan,  kebutuhan  penanganan  kawasan  yang  lebih

detil,   serta   konsep   penanganan   kawasan   pemukiman   kumuh   prioritas.   Program

penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas meliputi aspek fisik dan aspek non
fisik,    hal   ini   mengingat   penanganan   kawasan    permukiman   kumuh   tidak   hanya

dilakukan  dengan  pendekatan  fisik,  tapi  juga  dengan  pendekatan  non  fisik.  Adapun

program fisik yang diusulkan meliputi :

i   Kondisi Fisik Bangunan Hunian;
•1   Penataan aksesibilitas jalan lingkungan;

+    Kondisi Drainase Lingkungan;

+   Pemenuhan jaringan layanan  Air Minum dan air baku

+   Penanganan sistem pengeolaan air limbah;

4.   Pengelolaan Persampahan; dan

Kondisi Proteksi Kebakaran

Sedangkan  dalam  aspek  non  fisik  meliputi  pemberdayaan  masyarakat  di   kawasan

pemukiman kumuh.

Program dan kegiatan penanganan kumuh diutamakan pada potensi dampak negatif :

-1   Saluran    drainase    yang    tersumbat    karena    kesalahan    perencanaan    dan

pemeliharaan yang menyebabkan genangan air yang  berdampak ke kesehatan
4.   Permukaan air sumur hampir sama dengan rembesan

1   sumur terlalu dekat dengan tanki septik

+   Tangki septik yang tidak bagus struktumya
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4.   MCK yang tidak memenuhi syarat

Saluran limbah manusia mengandung limbah patogen harus dilakukan pengolahan sebelum

dibuang ke saluran air yang

5.2    PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Rencana   pembangunan   Tahap   1   merupakan   rencana   rinci   pembangunan   tahun

pertama  yaitu  tahun  2019  pada  kawasan  pemukiman  kumuh  prioritas  yang  terpilih.

Dalam  hal  ini,   kawasan   permukiman  kumuh  prioritas  yang  terpilih   untuk  dilakukan

perencanaan  pembangunan Tahap 1  adalah kawasan  permukiman kumuhKabilayang
melipti8 (delapan) Kelurahan dan desa prioritas.

Secara   umum,   desain   kawasan   mengutamakan   konektifitas   jaringan   jalan   dan

drainase, serta infrastruktur permukiman lainnya.

5.3 RENCANA   AKSI   PROGRAM    PENCEGAHAN   DAN    PENINGKATAN   KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA DAN SKALA KAWASAN

TABEL 5.3 Rencana Aksi
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